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KATA PENGANTAR

Pencapaian pekerjaan layak merupakan hal yang sangat pen-
ting bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping meningkatkan
pendapatan, pencapaian pekerjaan layak juga dapat mendukung
peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Pen-
capaian pekerjaan layak juga berperan dalam menjaga martabat
pribadi, stabilitas ekonomi di tingkat keluarga, dan bentuk demo-
krasi yang menjadi hak setiap individu dalam masyarakat. Di
samping itu, pencapaian pekerjaan yang layak sangat diperlukan
untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai sarana untuk menca-
pai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Upaya pencapaian pekerjaan layak untuk semua orang (de-
cent work for all) tidak akan berhasil tanpa menyentuh ekonomi
informal. Hal ini karena yang menjadi target dari pencapaian pe-
kerjaan layak adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan
yang sebagian besar adalah para pelaku kegiatan ekonomi infor-
mal. Oleh karena itu diperlukan strategi komprehensif dan terpa-
du yang mencakup berbagai kebijakan dan program dan melibat-
kan seluruh pemangku kepentingan, guna mengurangi aspek ke-
terbatasan dan kelemahan ekonomi informal. Upaya yang harus
terus dilakukan adalah mempertahankan penciptaan kesempatan
kerja yang berkualitas, peningkatan potensi ekonomi informal,
peningkatan perlindungan, hingga meningkatkan keterlibatan
para pekerja dan unit-unit ekonomi informal dalam setiap pe-
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nentuan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional
maupun daerah.

Dalam konteks persaingan global, perlindungan (proteksi)
dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi tra-
disional (informal) sangat diperlukan terutama melalui kebijakan
investasi yang seimbang antara pengembangan ekonomi tradisio-
nal dan modern. Oleh karena itu, melepas ekonomi tradisional
(yang dicirikan dengan berbagai keterbatasan) untuk bersaing
secara bebas dalam persaingan global dengan ekonomi modern
(yang memiliki berbagai kekuatan), merupakan sebuah kekeliru-
an besar.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tahap pertama
dari tiga tahap yang direncanakan, mengenai konsep pekerjaan
layak dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Hal
yang mendorong dilakukannya penelitian ini adalah karena masih
terbatasnya penelitian yang secara khusus melihat upaya pengu-
rangan kemiskinan di Indonesia dari perspektif pekerjaan yang
layak khususnya di ekonomi informal.

Terlaksananya kegiatan penelitian hingga penerbitan buku
ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, sudah sepantas-
nya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak, perorangan
maupun lembaga, yang telah membantu kelancaran proses peneli-
tian hingga penerbitan buku ini.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa buku ini masih jauh
dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mung-
kin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh
karena itu, segala masukan, saran dan kritik dari pembaca akan
sangat membantu bagi penyempurnaan buku ini dan juga men-
jadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, Maret 2013
Plt. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih
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BABI
PEKERJAAN LAYAK, EKONOMI INFORMAL,
DAN KEMISKINAN

Oleh: Nawawi

1.1. Pendahuluan

Dalam konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun
2005, lebih dari 150 kepala negara dan kepala pemerintahan telah
berkomitmen untuk melaksanakan salah satu agenda internasio-
nal yakni pencapaian pekerjaan layak yang mengharuskan adanya
tindakan di tingkat global, regional maupun nasional. Komitmen
tersebut kemudian ditegaskan kembali pada Juli 2006 dalam si-
dang tingkat tinggi Badan Ekonomi dan Sosial PBB yang meng-
akui bahwa agenda pencapaian pekerjaan layak merupakan salah
satu instrumen penting untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan
yang merata dan produktif dan menetapkannya menjadi sasaran
utama kebijakan dan strategi pembangunan di setiap negara, se-
bagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pemba-
ngunan yang disepakati secara internasional. Pada Februari 2008,
Komisi PBB untuk Pembangunan Sosial juga telah menetapkan
resolusi tentang meningkatkan kesempatan kerja yang merata dan
pencapaian pekerjaan layak bagi semua orang, sekaligus mene-
gaskan kembali adanya kebutuhan yang mendesak untuk mencip-
takan kondisi kondusif di tingkat nasional maupun internasional
dalam rangka pencapaian pekerjaan layak.

Indonesia merupakan salah satu dari kelompok negara per-
tama di dunia yang sejak awal telah menyepakati rencana aksi
decent work dan turut berkomitmen untuk mempromosikan serta
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mengupayakan pencapian pekerjaan layak. Bahkan pencapaian
pekerjaan layak telah menjadi penekanan dalam Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-
dua tahun 2010-2014 dan sekaligus menjadi salah satu strategi
penting dalam agenda peningkatan kesejahteraan rakyat dan pe-
nanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dikenal dengan triple
track strategy yaitu pro-job, pro poor dan pro growth yang berupaya
untuk terciptanya kesempatan kerja yang layak, yaitu lapangan
kerja produktif, keamanan di tempat kerja dan perlindungan so-
sial bagi pekerja dan keluarganya, serta memberikan kebebasan
berekspresi dan beraspirasi, kebutuhan berorganisasi dan ruang
partisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi ke-
hidupan pekerja.

Pekerjaan layak merupakan konsep yang luas dengan bera-
gam aspek penerapan yang berbeda antara satu negara dengan
negara lain. Idenya adalah mengemukakan beragam dimensi luas
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang kemudian dirang-
kum dalam kalimat yang dapat dimengerti oleh semua orang.
Namun demikian empat elemen dasar dari pekerjaan layak, yakni
kesempatan kerja, hak pekerja, jaminan sosial dan dialog sosial,
bersifat universal dan diaplikasikan bukan hanya kepada para
pekerja di sektor ekonomi formal, tetapi juga para pekerja tanpa
peraturan upah, wirausaha, serta pekerja rumah (Ghai, 2003; Wi-
darti, 2007). Dalam perkembangannya, ke-empat elemen dasar
pekerjaan layak tersebut kemudian diturunkan dalam berbagai
indikator. Anker (2002) menurunkan empat komponen tersebut
dalam 11 variabel/ dimensi dan menjadi 39 indikator turunannya.
Sementara Widarti (2007) dalam kajiannya tentang aplikasi indi-
kator pekerjaan layak dan ketersediaan data di Indonesia menu-
runkan 4 komponen utama pekerjaan layak menjadi 23 indikator
(ILO, 2007).

Meskipun bersifat universal dalam arti bahwa indikator ter-
sebut dapat diterapkan pada semua negara dengan tahap-tahap
pembangunan yang berbeda, tetapi dalam penerapannya terdapat
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beberapa indikator yang cenderung “bias” pada negara maju dan
pekerja sektor formal, khususnya untuk komponen perlindungan
sosial dan dialog sosial'. Permasalahan lain, selama ini “belum”
(kurang) tersedia data tentang “ pekerjaan layak” dilihat dari ber-
bagai komponen. Di samping itu juga terdapat kecenderungan
pengukuran yang bersifat kuantitatif dan kurang didukung de-
ngan analisis kualitatif. Padahal terdapat berbagai aspek yang
tidak terukur yang dapat memberikan makna berbeda dalam upa-
ya pencapaian pekerjaan layak, khususnya dikaitkan dengan pe-
ngurangan kemiskinan.

Hasil penelitian PPK-LIPI tentang Pemetaan Pekerjaaan di
Kawasan Miskin Perkotaan di Kota Bandung pada tahun 2009,
menunjukkan bahwa tidak semua indikator decent work (ILO)
dapat dioperasionalkan di lokasi kajian (hanya 12 dari 23
indikator). Tingginya proporsi pekerjaan di sektor informal dan
bervariasinya jenis pekerjaan, menyebabkan banyak indikator
‘pekerjaan layak’ (ILO) sulit diterapkan. Hal ini terutama karena
konsep decent work cenderung bias pekerjaan formal (terutama
industri), dan tidak adanya standard untuk mengukur ‘kelayakan’
suatu pekerjaan. Sebagian besar indikator ‘kelayakan’ pekerjaan,
cenderung menunjukkan pekerjaan ‘tidak layak’, terutama dilihat
dari beberapa indikator seperti ‘proporsi pekerja di sektor
informal’, ‘pengangguran pemuda’, ‘tingkat pengangguran’, ‘share
perempuan di pekerjaan profesional’, ‘penghasilan rata-rata
pekerja’, dan ‘kelebihan jam kerja’ pekerja (Nagib.dkk, 2010).

! Hasil Kajian Widarti (2007) menyimpulkan bahwa indikator perlindungan
sosial dan dialog sosial merupakan aspek penting yang berkaitan dengan
tingkat dan kapasitas pembangunan masyarakat. Perlindungan sosial menca-
kup kebutuhan mendesak seseorang dan untuk memberikan perlindungan
atas kejadian yang tidak terduga, di mana jaminan tersebut merupakan aspek
penting dari kerja yang layak. Sebagian besar negara industri dan transisi
menyediakan perlindungan untuk resiko-resiko yang dihadapi oleh mayori-
tas pekerja. Namun sebagian besar negara berkembang, cakupannya hanya
terbatas kepada pekerja sektor formal dengan tingkat kesertaan yang juga
masih belum optimal, termasuk yang ditemukan di Indonesia.
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Idealnya pengembangan suatu konsep dan pengukuran indi-
kator harus menyediakan ukuran langsung dari tujuan tertentu,
termasuk dalam kaitan ini adalah penentuan indikator yang apli-
katif terhadap kondisi di masing-masing negara. Sebagai contoh
indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) bukan merupakan
satu-satunya indikator yang penting bagi negara yang sedang ber-
kembang seperti Indonesia, karena TPT tidak mencerminkan ma-
salah ketenagakerjaan di Indonesia secara keseluruhan (Handa-
yani, 2008). Terlebih lagi, bila indikator TPT tersebut digunakan
untuk menggambarkan kondisi kemiskinan. Sebagian besar pen-
duduk Indonesia tidak akan sanggup untuk menjadi penganggur,
sehingga hal ini kurang sensitif untuk menggambarkan kondisi
kemiskinan yang sebenarnya (Lyn, 1992:3). Berbeda dengan nega-
ra-negara yang lebih maju di mana tunjangan pengangguran (un-
employment benefit) disediakan. Di sisi lain, sebagian besar pendu-
duk Indonesia yang berpotensi menganggur sebenarnya tertam-
pung di ekonomi informal yang kondisinya erat dengan kemis-
kinan (Nagib,dkk.2010).

Selanjutnya, terait dengan pencapaian tujuan pembangunan
millenium (The Millennium Development Goals/MDGs), yaitu me-
ngurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan ketenagakejaan
produktif dan merata, serta pekerjaan layak untuk semua orang,
hal tersebut tidak akan berhasil tanpa meyentuh perekonomian
informal. Dalam konteks Indonesia hal tersebut sangat penting
mengingat ciri perekonomian Indonesia yang dualistik di mana
perekonomian informal (tradisional) memiliki peran dominan da-
lam pasar kerja dibandingkan perekonomian modern (formal).
Artinya untuk kasus Indonesia penerapan indikator perkejaan
layak sangat perlu memperhatikan dinamika pekerjaan di sektor
ekonomi informal (agar lebih aplikatif), walaupun penerapannya
di sektor formalpun masih menghadapi banyak keterbatasan (Wi-
darti, 2007).

Di samping itu, berkaitan dengan konteks pemerintahan
yang terdesentralisasi, indikator-indikator pekerjaan layak yang
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cenderung bersifat makro perlu juga memperhitungkan keragam-
an wilayah/ daerah serta tradisi demokratik yang sedang berkem-
bang. Sebagaimana dikemukakan dalam Discussion Paper for the
Tripartite Meeting of Experts on the Measurement of Decent Work di
Geneva, September 2008 bahwa indikator pekerjaan layak, selain
mencakup seperangkat indikator-indikator utama, juga harus
mencerminkan keadaan khusus yang dapat mengidentifikasi
indikator yang paling relevan, sehingga dapat menangkap semua
dimensi pekerjaan layak. Artinya, dalam memahami pencapaian
pekerjaan layak, dapat ditambahkan indikator-indikator baru
yang lebih relevan dan spesifik (ILO, 2007;13).

Sejak penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah (Otoda), yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Ta-
hun 2004, pemerintah daerah tingkat IT memiliki hak untuk men-
jalankan aktivitas pembangunan secara otonom, kecuali dalam
beberapa bidang. Salah satu tujuan diberlakukan Otoda adalah
untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan
di daerah. Kebijakan yang bersifat topdown menyebabkan program
penanggulangan kemiskinan selama ini kurang sinkron antara
pemerintah pusat dengan daerah. Dengan sistim pemerintahan
yang bersifat desentralisasi di mana sebagian kewenangan kebi-
jakan dapat ditentukan oleh daerah (buttom up), maka dengan
menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah
dapat memprioritaskan program pembangunan pada pengurang-
an tingkat kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang diha-
dapi. Namun demikian, kenyataannya selama diberlakukan
Otoda, upaya pengurangan kemiskinan belum menjadi target uta-
ma yang harus diselesaikan oleh sebagian besar pemerintahan di
daerah.

Hasil kajian P2E LIPI (2004) tentang Impelementasi Kebi-
jakan Pembangunan Ekonomi Daerah menyimpulkan bahwa te-
kanan pembangunan daerah di era Otoda nampaknya lebih meng-
intensifkan dan mengekstensifkan pemanfaatan sumber-sumber
yang ada di daerahnya, dengan target utama peningkatan penda-
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patan asli daerah (PAD). Beberapa daerah melakukannya dengan
menuntut penerimaan bagi hasil yang lebih adil dari dana per-
imbangan yang diharapkan daerah (Erfani, dkk. 2004). Selain itu,
jika melihat hasil laporan audit BPK pada pertengahan tahun 2011
tentang kinerja penggunaan keuangan di tingkat pemerintahan
daerah, semakin menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah
daerah belum “kreatif” dalam menjalankan kebijakan dan pro-
gram pembangunan. Hampir sebagian besar anggaran pemerin-
tahan habis hanya untuk pembiayaan birokrasi dan belanja kepe-
gawaian sehingga sangat tergantung pada dana perimbangan dari
pusat (P2P LIPL,2011). Sementara itu, hasil kajian PPK LIPI tentang
Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Era Otonomi Daerah di Kabu-
paten Kutai Kartanegara, menyimpulkan bahwa kekayaan SDA
yang dimiliki daerah dan tingginya PAD tidak secara signifikan
dapat menjadi pemicu terciptanya kesempatan kerja yang berke-
lanjutan. Jumlah penduduk miskin tetap relatif tinggi meskipun
berbagai proyek “mercusuar” telah dilaksanakan di daerah terse-
but (PPK LIPI, 2004).

Terkait dengan permasalahan di atas, pelaksanaan otonomi
daerah seharusnya dapat memberikan peluang bagi usaha pengu-
rangan kemiskinan, seperti memberi kemudahan masuknya
investasi ke daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja
dan perbaikan ekonomi masyarakat. Berkembangnya kegiatan
investasi di daerah diharapkan dapat memicu pertumbuhan eko-
nomi daerah dengan prinsip pro-growth, pro-poor dan pro-job. Da-
lam hal ini, melalui kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan
pengaturan keuangan yang dimiliki, pelaksanaan Otoda diharap-
kan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagaker-
jaan termasuk pengurangan kemiskinan di daerah. Artinya kebi-
jakan dan program pembangunan yang direncanakan tidak se-
mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat
sejauh mana dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan me-
lalui penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkesi-
nambungan.



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

1.2. Konsep Pekerjaan Layak

Konsep “decent work” diperkenalkan pertama kali pada tahun
1999 dalam laporan Direktorat Jenderal ILO pada pertemuan
Konferensi Perburuhan Internasional Sesi ke-87. Berdasarkan
definisi ILO (2005), decent work (pekerjaan layak) diartikan sebagai
berikut:

“Decent work involves opportunities for work that is productive

and delivers a fair income, security in the workplace and social

protection for families, better prospects for personal development
and social integration, freedom for people to express their con-
cerns, organize and participate in the decisions that affect their

lives and equality of opportunity and treatment for all women
and men”.

Konsep decent work tersebut diturunkan ke dalam empat
komponen yang menjadi pilar utama pencapaian pekerjaan layak,
yakni 1) Kesempatan Kerja; 2) Hak Dasar di Tempat Kerja; 3) Ja-
minan Sosial; 4) Dialog Sosial. Keempat komponen ini diaplikasi-
kan pada semua jenis pekerjaan tanpa melihat perbedaan formal
dan informal di negara maju maupun negara berkembang. Keem-
pat komponen tersebut juga merupakan pengakuan terhadap hak-
hak fundamental setiap pekerja dan merupakan kriteria utama
agar sebuah pekerjaan dapat dikatakan “layak”. Kriteria tersebut
meliputi adanya non-diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan
yang produktif, upah yang adil, keamanan dalam bekerja, kondisi
kerja yang nyaman, perlindungan terhadap resiko kehilangan
pendapatan, kebebasan berpendapat dan berserikat dan keseta-
raan antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Konsep decent work juga memiliki cara pandang lain dengan
mengelompokkan komponen dasar menjadi dua kategori berda-
sarkan sumber pencapaiannya. Pada kategori pertama, yaitu kom-
ponen kesempatan kerja dan jaminan sosial merujuk pada penca-
paian yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan ekonomi
suatu negara. Sementara kategori kedua, yakni pengakuan hak
pekerja dan dialog sosial merujuk pada keberadaan peraturan
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terkait ketenagakerjaan yang mengatur berbagai perlindungan
terhadap pekerja dan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

1.3. Keterbatasan Konsep dan Indikator Pekerjaan Layak

Dalam perkembangannya, konsep decent work yang diperke-
nalkan oleh ILO menimbulkan sejumlah pertanyaan (Ghai,
2002:6). Diantara kritik yang sering dilontarkan terkait dengan
konsep decent work adalah: Apakah konsep tersebut memiliki va-
liditas universal dan dapat diterapkan di semua negara dengan
situasi yang saling berbeda? Apakah keempat komponen pekerja-
an layak tersebut memiliki posisi yang sama dalam pencapaian-
nya? Bagaimana menempatkan konsep decent work dalam sebuah
kerangka prioritas terutama pada beberapa negara dengan ta-
hapan pembangunan yang berbeda? Bagaimana dengan keterse-
diaan data yang umumnya sangat terbatas di negara-negara ber-
kembang?

Dalam perdebatannya seringkali dinyatakan bahwa konsep
dan keempat komponen decent work hanya dapat diaplikasikan
pada negara industri maju. Hal tersebut karena pada negara in-
dustri maju penciptaan pekerjaan layak sudah didukung sejak
awal tahun 1950-an melalui penyiapan norma dan standar eko-
nomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi,
pemberian tingkat upah yang adil, adanya jaminan sosial bagi
seluruh komponen masyarakat, serta kesetaraan peran antara ke-
lompok pekerja dan pengusaha.

Sementara pada kasus negara berkembang konsep tersebut
sulit diterapkan karena mayoritas penduduk bekerja di sektor
informal. Bahkan pada sektor formal konsep tersebut belum se-
penuhnya dapat diaplikasikan. Hal tersebut karena pekerja/bu-
ruh di sektor industri di banyak negara berkembang masih terus
bergejolak menuntut perbaikan upah yang layak, keamanan da-
lam bekerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan lainnya.
Banyaknya kasus perburuhan seperti mogok kerja, PHK sepihak,
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aksi unjuk rasa pekerja/buruh menunjukkan bahwa belum terpe-
nuhinya hak-hak pekerja.

Dalam menyikapi perdebatan tesebut, Ghai (2002) menyata-
kan bahwa konsep pekerjaan layak harus diletakkan sebagai upa-
ya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, baik pekerja
formal dan informal, paling tidak pada tingkat standar pemenuh-
an kehidupan minimum. Semua pekerja pasti mengharapkan ada-
nya perbaikan dalam pendapatan (upah), keselamatan dan kese-
hatan kondisi kerja, pemenuhan kebutuhan yang menjadi haknya
dan memiliki kebebasan berorganisasi untuk mempertahankan
dan menyuarakan berbagai kepentingan dalam setiap keputusan
yang akan berdampak kepada dirinya sebagai pekerja. Di sisi lain,
pemenuhan semua hal tersebut juga merupakan kewajiban setiap
pemerintah dalam suatu negara. Pencapaian semua hal tersebut
juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui berbagai
dokumen konvensi internasional seperti dalam Deklarasai HAM
Universal dan Konvensi ECOSOC. Selain itu, terdapat banyak
konvensi PBB dan ILO lainnya terkait dengan pemenuhan hak
dasar pekerja yang juga mengikat seluruh negara untuk mengakui
hak fundamental setiap orang, termasuk pekerja dan mempromo-
sikan pencapaiannya. Oleh karena itu, walaupun konsep pekerja-
an layak masih menjadi perdebatan dalam validitasnya, tetapi isi
dan mekanisme pencapaiannya sangat penting diadopsi oleh se-
mua negara.

Komponen Ketenagakerjaan

Terdapat dua indikator utama yang menjadi aspek penting
dalam komponen ketenagakerjaan decent work, yaitu kesempatan
kerja, pengupahan yang adil dan pekerjaan yang produktif. Bebe-
rapa indikator yang termasuk dalam kesempatan kerja adalah
pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), rasio ang-
katan kerja terhadap jumlah penduduk, dan tingkat penganggur-
an. Variabel utama penghasilan yang merupakan indikator ru-
jukan kualitas kerja diukur berdasarkan indikator proporsi penda-
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patan pekerja kurang dari setengah median tingkat upah nasional
dan tingkat kemiskinan absolut. Sementara variabel kondisi kerja
terkait erat dengan jam kerja, kerja malam, waktu istirahat, santun-
an berhenti bekerja, kesehatan dan keamanan kerja.

Pada kenyataannya, berbagai indikator tersebut memiliki
berbagai keterbatasan baik dari teknis pengukuran maupun apli-
kasinya di setiap negara. Sebagai contoh, di banyak negara ber-
kembang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan biasanya
selalu lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan yang melaku-
kan pekerjaan di rumah, pekerjaan tambahan sambil mengurus
anak, membantu usaha suami/keluarga, atau bekerja di sektor
informal biasanya tidak masuk dalam kategori bekerja. Begitu
pula dengan indikator tingkat pengangguran yang aplikasinya
di negara berkembang sering menimbulkan perdebatan. Pada ke-
lompok masyarakat marginal istilah menganggur sulit didefinisi-
kan karena umumnya mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi
informal yang tidak memiliki batasan jelas untuk alokasi bekerja.
Di banyak negara berkembang, di mana tingkat kesempatan kerja
terbatas dan tidak adanya jaminan sosial pengangguran, setiap
orang tidak akan sanggup untuk terus menganggur. Mereka bia-
sanya akan terlibat dalam kegiatan atau upaya yang bersifat sera-
butan (disguised unemployment) untuk mempertahankan hidup.

Terkait dengan keterbatasan aplikasi beberapa indikator ke-
tenagakerjaan yang terkait dengan kesempatan kerja tersebut,
Ghai (2002) memberikan pengukuran alternatif dengan melihat
proporsi pendapatan penduduk yang bekerja terhadap garis ke-
miskinan. Di banyak negara berkembang dan tingkat pendapatan
yang rendah, penciptaan kesempatan kerja harus dilihat sebagai
indikator terbatas karena proporsi pencari kerja biasanya sangat
besar. Mereka biasanya akan tetap bekerja dengan tingkat peng-
hasilan yang tidak sesuai untuk memenubhi standar kebutuhan
hidup minimum. Oleh karena itu walaupun tingkat TPAK tinggi
dan pengangguran rendah tidak dapat dijadikan sebagai indikator
bahwa capaian indikator ketenagakerjaan dinyatakan baik (layak).
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Tabel 1.1.

Komponen Ketenagakerjaan dan Indikator Turunan

Komponen Indikator Keterangan
Utama
Kesempatan | Tingkat Partisipasai Di banyak negara
Kerja Angkatan Kerja Menurut | berkembang tingkat

Umur dan Jenis Kelamin

partisipasi angkatan kerja
perempuan biasanya selalu
lebih rendah dibanding laki-
laki karena kesalahan persepsi
tentang peran perempuan

dalam pasar kerja.
Rasio pekerja terhadap Di banyak negara
jumlah penduduk berkembang, banyak tenaga

menurut umur dan jenis
kelamin

kerja usia lanjut masih terlibat
dalam kegiatan ekonomi
khususnya ekonomi informal
Setiap negara memiliki
ketentuan berbeda tentang
usia pensiun.

Tingkat pengangguran
menurut jenis kelamin

Tingkat pengangguran
menjadi indikator penting
terhadap performa pasar kerja
di banyak negara industri
maju.

Di negara berkembang dan
pendapatan rendah, seseorang
tidak mungkin menganggur
terlalu lama karena ketiadaan
jaminan pengangguran.

Tingkat pengangguran
menurut tingkat
pendidikan dan jenis
kelamin

Di banyak negara
berkembang pekerjaan yang
dilakukan cenderung tidak
terkait dengan pendidikan
karena keterbatasan
kesempatan kerja

Dapat digunakan sebagai
indikator kesenjangan jender
dari capaian pendidikan.
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Tingkat pengangguran
pemuda (15-24 tahun)
menurut jenis kelamin

Pengangguran pemuda
cenderung naik terutama di
kalangan terdidik yang
menunggu kesempatan kerja
sesuai dengan pendidikan
yang dicapai

Tingkat Pemuda yang Perlu dibedakan antara

berada diluar angkatan pemuda yang berada diluar

kerja (inactive youth) angakatan kerja karena
keterbatasan fisik (sakit) dan
peningkatan akses pendidikan
(kuliah).

Pemuda yang tidak Indikator ini lebih tepat

dalam status sekolah dan | dibanding inactive youth

tidak bekerja

Tenaga kerja Status pekerja sulit

berdasarkan status

dibandingkan karena
menyangkung jenis pekerjaan
dan kualitas pekerjaan

Pekerja keluarga

Kesulitan ketersediaan data

Pekerja sektor informal

Peran dan kedudukan sektor
informal yang masih
diperdebatkan, apakah timbul
sebagai akibat dari daya serap
pasar kerja yang terbatas atau
sebagai solusi mengurangi
pengangguran

Pekerja
kontrak/outsourcing*

Menjadi kecenderungan di
banyak negara karena
tuntutan sistem pasar kerja
fleksibel. Merugikan bagi
pekerja (job insecurity) tetapi
menguntungkan bagi pemberi
kerja (company efisiency)

Jangka waktu lama
kontrak *

Banyak kasus terjadi
pelanggaran jangka waktu
kontrak yang merugikan
pekerja
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Tingkat upah minimum

Pendapatan Working poor Pendekatan kemiskinan
yang adil dan absolut. Tidak mencakup
pekerjaan pekerja yang rentan dan

| yang relative terhadap kemiskinan
produktif

Dalam prakteknya penetapan
UM tidak berjalan sesuai
dengan aturan, sering menjadi
konflik kepentingan (politik),
perdebatan tentang
pengukuran, dsb.

Rata-rata upah riil

Keterbatasn estimasi pada
status pekerja pemilik modal
sendiri “own account worker”

Rata-rata upah pada jenis

Ketersediaan data sulit. Dapat

pekerjaan terntentu menggunakan indikator upah
sektoral

Tingkat upah pekerja Ketersediaan data sulit

harian

Pekerja yang Ketersediaan data sulit

mendapatkan pelatihan

keterampilan

Pekerja anak Telah diatur dalam konvensi

berdasarkan jenis ILO dan PBB

kelamin Banyak pelanggaran karena
alasan budaya, tradisi dan
ekonomi

Pekerja paksa Ketersediaan data sulit

berdasarkan jenis

kelamin

Perdagangan manusia* Ketersediaan data sulit

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

Komponen Hak Dasar di Tempat Kerja

Komponen hak dasar di tempat kerja meliputi indikator non-
diskriminasi di tempat kerja, tidak adanya pekerja paksa dan pe-
kerja anak, dan kebebasan berserikat. Ketiga indikator ini telah
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dimuat dalam berbagai konvensi PBB dan pencapaiannya dititik-
beratkan pada tanggung jawab negara yang memiliki peran melin-
dungi setiap warga negara tanpa adanya pembedaan latar bela-
kang individu maupun kelompok.

Indikator non-diskriminasi mencakup perlakuan, pengakuan
dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap orang baik
sebagai individu maupun anggota kelompok sosial untuk terlibat
dalam aktivitas ekonomi dan pengembangan diri. Diskriminasi
pekerjaan telah diatur dalam Konvensi ILO No.111 tahun 1958
yang memandang bahwa adanya perlakuan pembedaan, pemi-
lihan yang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, golongan
partai tertentu, etnis maupun negara tertentu yang berdampak
pada ketidaksetaraan kesempatan atau perbuatan di dalam pe-
kerjaan. Salah satu indikator paling penting dalam melihat ketia-
daan non-diskriminasi pekerjaan adalah kesenjangan antara laki-
laki dan perempuan dalam kesempatan kerja, pendapatan, tun-
jangan, pendapatan, pendidikan, pelatihan, pengembangan karir,
dan pengangguran.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan pe-
kerja anak adalah partisipasi angkatan kerja anak dalam kegiatan
bekerja dan tingkat anak yang tidak terdaftar sekolah. Komitmen
untuk menghapus pekerjaan paksa dan pekerja anak telah men-
jadi isu penting yang menarik perhatian banyak pihak. Namun
demikian prakteknya masih terus berlangsung terutama di negara
berkembang dan negara berpendapatan rendah. Kenyataannya
menjadi ironis karena keberadaan pekerja paksa dan pekerja anak
identik dengan keterpaksaan akibat kemiskinan.

Indikator yang digunakan dalam kebebasan berserikat ada-
lah pelaksanaan hak pekerja untuk membentuk, terdaftar dan aktif
dalam organisasi kelompok pekerja. Hak untuk bebas berserikat
telah diakui dalam Piagam PBB dan Deklarasai Universal Hak
Asasi Manusia. Indikator yang umum digunakan dalam melihat
pencapaian kebebasan berserikat adalah proporsi pekerja yang
terlibat dalam kegiatan berserikat. Di negara maju, indikator ini

14



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

dapat diukur melalui tingkat densitas anggota serikat pekerja.
Sementara di negara berkembang indikator ini cukup sulit diukur
mengingat mayoritas pekerja terlibat dalam ekonomi informal
yang tidak teroganisir secara baik. Informasi tentang komponen
hak di tempat kerja dan indikator turunannya secara jelas dapat
dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2.
Komponen Hak di Tempat Kerja dan Indikator Turunannya

minggu berdasarkan
jenis kelamin

Komponen .
Utama Indikator Keterangan
Jam Kerja Persentase pekerja Pekerja ekonomi informal
yang bekerja lebih cenderung bekerja lebih
dari 48 jam per panjang.

Pengurangan jam kerja akan
berdampak terhadap
menurunnya pendapatan
pekerja sektor informal

Standar jam kerja

Hanya aplikatif untuk pekerja
formal

Tingkat lama waktu
menganggur

Ketersediaan data terbatas
Aplikatif untuk negara
industri maju

Tidak aplikatif untuk negara

berkembang dengan
kesempatan kerja terbatas

Jam kerja tahunan
per orang

Hanya aplikatif untuk pekerja
formal

Kestabilan dan

Tenur kerja kurang

Dapat menggambarkan job

keamanan dari 1 tahun security, tetapi tidak aplikatif

bekerja untuk pekerja informal dan
status tidak tetap
(kontrak/outsourcing)

Pekerja sementara

Ketersediaan data sulit
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Kombinasi Lama ijin Ketersediaan data sulit
bekerja dan melahirkan Aplikatif untuk sektor formal
kehidupan - - - -
keluarga Tingkat bekerja Ketersediaan data sulit
perempuan yang Tidak aplikatif untuk negara
memiliki anak usia | perkembang
sekolah Indikator ini digunakan untuk
melihat hubungan tidak
langsung antara penyediaan
kebutuhan keluarga di tempat
kerja dengan jaminan
kesimbangan hidup
perempuan. Semakin tinggi
nilainya menunjukkan bahwa
institusi tempat bekerja
memberikan jaminan hak
keseimbangan pekerja
terhadap kebutuhan kehidupan
pekerja
Kesempatan Jenis Pekerjaan Indikator — indikator ini
dan perlakuan berdasarkan jenis digunakan untuk melihat
yang sama kelamin kesetaraan antara perempuan
dalam P . dan laki-laki dalam pekerjaan
roporsi perempuan

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

Komponen Jaminan Sosial

Komponen jaminan sosial sebagai sebuah aspek dalam meli-
hat kerja layak diformulasikan sebagai upaya untuk melihat ke-
mampuan memenuhi kebutuhan mendesak dan memberikan per-
lindungan atas kejadian yang tidak terduga kepada setiap orang.
Beberapa indikator yang termasuk dalam komponen jaminan so-
sial yang menjadi kriteria utama decent work adalah: pengeluaran
publik untuk jaminan sosial sebagai proporsi PDB, pengeluaran
publik yang mendukung kebutuhan pendapatan terhadap PDB,
kelompok miskin yang mendapatkan manfaat bantuan penda-
patan langsung, proporsi penduduk di atas 65 tahun yang menda-
patkan jaminan pensiun, cakupan jaminan sosial, proporsi pendu-
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duk yang secara aktif berkontribusi terhadap dana pensiun, dan
pengeluaran pelayanan kesehatan terhadap PDB.

Dalam konstitusi Indonesia hak untuk mendapatkan jaminan
sosial telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H(3) di mana “setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengem-
bangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”. Dalam
menjalan amanah konstitusi tersebut, DPR RI pada akhir Oktober
2011, telah mengesahkan UU BPJS yang pelaksanaanya diharap-
kan dapat berjalan awal tahun 2014 untuk jaminan sosial kesehat-
an dan awal tahun 2015 untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, apli-
kasi jaminan sosial sebagai salah satu indikator kriteria decent work
masih memiliki banyak keterbatasan. Bahkan untuk pekerja di
sektor formal pun mekanisme jaminan sosial yang dijalankan ma-
sih belum optimal. Aplikasi di negara industri maju, hampir seba-
gian besar sistem jaminan sosial melibatkan peran pekerja dan
swasta (perusahaan), sementara di negara berkembang sangat
mengandalkan kemampuan negara (pemerintah) untuk menye-
diakan jaminan tersebut, terutama jaminan kesehatan dan pen-
didikan. Informasi tentang komponen perlindungan sosial dan
indikator turunannya secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1.3.
berikut ini:

Tabel 1.3.
Komponen Jaminan Sosial dan Indikator Turunannya
Komponen Indikator Keterangan
Utama : N &
Persentase pengeluaran | Hanya aplikatif untuk negara
Jaminan publik untuk jaminan industri maju yang sudah
Sosial sosial ( persenGDP) mapan dalam pemberian skema

Jaminan sosial bagi pekerja
maupun penduduk.

Data yang tesedia sangat
terbatas.
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Proporsi penduduk 65
tahun ke atas yang
mendapatkan dana
pensiun

Hanya aplikatif untuk negara
industri maju yang sudah
mapan dalam pemberian skema
jaminan sosial bagi pekerja
maupun penduduk.

Data yang tesedia sangat
terbatas- sektor formal

Penerima dana

Hanya aplikatif untuk negara

sosial dasar

Proporsi kontribusi
pekerja terhadap dana
pensiun

langsung untuk industri maju yang sudah
pemenuhan kebutuhan | mapan dalam pemberian skema
dasar jaminan sosial bagi pekerja
maupun penduduk.
Data yang tesedia sangat
terbatas.
Pencapaian jaminan Hanya aplikatif untuk negara

industri maju yang sudah
mapan dalam pemberian skema
jaminan sosial bagi pekerja
maupun penduduk.

Data yang tesedia sangat
terbatas.

Rata-rata nilai pensiun
bulanan ( persentase
terhadap
median/minimum
pendapatan)

Hanya aplikatif untuk negara
industri maju yang sudah
mapan dalam pemberian skema
jaminan sosial bagi pekerja
maupun penduduk.

Data yang tesedia sangat
terbatas.

Fasilitas sarana
kesehatan kota dan
desa

Hanya mencakup jumlah tetapi
tidak melihat kualitas dan
jangkauan capaian,

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

Komponen Dialog Sosial

Komponen dialog sosial merupakan salah satu kriteria utama
dari decent work yang mensyaratkan adanya upaya mengutama-
kan perundingan bersifat kolektif dan keterlibatan seluruh pihak
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dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan pekerja, pem-
beri kerja dan pemerintah. Menurut Widarti (2007:12) dialog sosial
dapat diterapkan pada salah satu dari tiga tingkat berikut ini,
yaitu antara pemberi kerja dengan pekerja terkait kondisi dan
peraturan kerja, antara manajemen dengan pekerja mengenai
fungsi perusahaan, dan antara mitra sosial dengan wewenang
publik mengenai kebijakan sosial dan ekonomi.

Keikutsertaan pekerja dalam perwakilan kelompok organi-
sasi pekerja dan peran yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut
memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan indi-
kator utama dalam dialog sosial. Semakin banyak jumlah pekerja
yang tergabung dalam kelompok organisasi pekerja menunjukkan
kemungkinan semakin kuat kelompok pekerja untuk dapat berne-
gosiasi dengan pihak pemberi kerja maupun pemerintah. Namun
demikian, menurut Ghai (2002:26) besaran jumlah pekerja yang
tergabung dalam organisasi perwakilan pekerja hanya mengindi-
kasikan pengakuan keterwakilan pekerja dan tidak secara lang-
sung merefleksikan kekuatan organisasi pekerja dalam mengopti-
malkan perannya dalam menyuarakan kepentingan pekerja. Ke-
kuatan keberadaan organisasi pekerja sangat ditentukan oleh tra-
disi dan sejarah panjang, sistem politik dan pelaksanaan hubung-
an industrial di setiap negara ( Jose, 2002).

Dalam palaksanaannya, di banyak negara berkembang kri-
teria dialog sosial yang menitikberatkan pada keikutsertaan (pro-
porsi) pekerja dalam organisasi pekerja memiliki banyak keterba-
tasan. Umumnya mereka yang terdaftar dalam kelompok organi-
sasi pekerja berasal dari kegiatan ekonomi formal yangjumlahnya
relatif sedikit. Bahkan cenderung mengalami penurunan jumlah
terutama pada negara-negara yang menganut sistem pasar kerja
fleksibel melalui bentuk sistem hubungan kerja kontrak atau pe-
kerja tidak tetap. Sementara mayoritas pekerja yang berada di
ekonomi informal belum terorganisasi dengan baik seperti petani,
pekerja sendiri, pembantu rumah tangga, dan pekerja keluarga
yang tidak dibayar.
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Tabel 1.4
Komponen Dialog Sosial dan Indikator Turunannya
Komponen Indikator Keterangan
Utama
Tingkat densitas Aplikatif untuk sektor formal
Dialog anggota serikat Ketersediaan data terbatas

Sosial

pekerja menurut jenis
kelamin

Jumlah pengusaha
yang menjadi anggota
asosiasi

Aplikatif untuk sektor formal
Ketersediaan data terbatas

Kebebasan berserikat

Aplikatif untuk sektor formal
Ketersediaan data terbatas

Kasus yang ditangani
dalam pengadilan
hubungan industrial

Aplikatif untuk sektor formal
Ketersediaan data terbatas

Kasus pemogokan
pekerja

Aplikatif untuk sektor formal
Ketersediaan data terbatas

Jumlah kelembagaan
Tripartit dan Bipartit

Aplikatif untuk sektor formal
Ketersediaan data terbatas

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

1.4. Ekonomi Informal dan Kemiskinan

Setiap diskusi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
di negara berkembang selalu tertuju pada isu sektor/ekonomi
informal. Istilah ekonomi informal dicirikan sebagai suatu ke-
giatan ekonomi yang mendominasi Negara berkembang termasuk
Indonesia dan dikemukakan pertama kali oleh Keith Hart pada
tahun 1973, dengan memfokuskan diantaranya pada regulasi pe-
merintahan, ukuran usaha, dan penerapan teknologi.

Menurut James Heints dan Panek (2007) menganalisa keter-
kaitan pekerjaan khususnya pekerjaan informal, sektor informal
dengan kemiskinan sulit dilakukan karena ketiganya menggu-
nakan pengukuran yang berbeda dan juga teknik pengumpulan
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data survei yang berbeda. Untuk melakukan hal tersebut salah
satunya adalah dengan mengukur keterkaitan struktur pekerjaan
dengan tingkat kemiskinan melalui pendekatan pada tingkat
individu dan rumah tangga. Mereka juga membedakan antara
sektor informal dan pekerjaan informal. Hal ini mengacu pada
pemahaman tentang pembedaan struktur pekerjaan formal dan
informal, yang biasanya mengandung dua arti yaitu berdasarkan
besaran usaha dan legalitas usaha (sektor informal), dan dengan
menggunakan kriteria ada atau tidak adanya proteksi sosial (pe-
kerjaan informal).

Berdasarkan hasil survei selama lebih dari 20 tahun Charmes
(2001) menyatakan bahwa ciri-ciri utama dari sektor informal
adalah mudah dimasuki, berskala usaha kecil, bekerja sendiri,
dengan proporsi pekerja keluarga dan pekerja magang yang ting-
g1, memiliki modal dan peralatan yang sedikit, berteknologi padat
karya, berketrampilan rendah, tingkat organisasi rendah dengan
tidak ada akses terhadap pasar yang terorganisir, kredit formal,
pendidikan dan pelatihan atau layanan dan fasilitas, penyediaan
barang dan layanan yang murah, atau bahkan tidak tersedianya
penyediaan barang dan layanan. Bagi beberapa analis meman-
dang sektor informal memiliki produktivitas dan pendapatan
yang rendah, sebaliknya bagi beberapa pengamat lain meman-
dang bahwa pendapatan mereka lebih tinggi dibanding sektor
publik, khususnya pada saat diterapkannya kebijakan structural
adjustment (Charmes, 2001, hal: 3).

Selanjutnya, Charmes menegaskan bahwa walaupun aktivi-
tas di sektor informal merupakan aktivitas legal, namun mereka
jarang mematuhi persyaratan administratif resmi. Oleh karena
tidak terdaftar, maka mereka tidak membayar pajak. Dia meng-
anggap bahwa aktivitas sektor informal seringkali ditolerir seba-
gai suatu bentuk pengakuan tidak adanya hukum yang memadai.
Sektor informal merupakan cara nhegara untuk mengatasi pertum-
buhan penduduk, migrasi desa-kota, krisis ekonomi, kemiskinan,
dan hutang. Terlebih lagi banyak pekerja upahan yang bergerak
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di usaha informal sebagai pekerjaan tambahan untuk mengkom-
pensasikan penurunan upah dan daya beli. Intinya, kita tidak da-
pat memberikan pembedaan yang tegas antara orang yang bekerja
di sektor informal dan orang yang bekerja dengan menerima upah
dan gaji dari pemerintah, publik, dan sektor swasta modern yang
biasanya dikelompokkan dalam sektor yang terlindungi (Char-
mes, 2001, hal: 4).

Oleh karena itu, walaupun secara umum ekonomi informal
dikelompokkan sebagai kelompok pekerja yang perlu dilindungi
dan diberdayakan, kita tidak dapat melakukan penggeneralisa-
sian begitu saja. Menurutnya, dengan adanya kompleksitas dan
kelonggaran dari konsep informal sektor, maka tidak mudah
untuk mencapai kesepakatan secara internasional dalam pende-
finisian tersebut, di mana semuanya tergantung pada tujuan ana-
lisa yang digunakan oleh pengguna data.

Lebih mudah mengamati sektor informal daripada mem-
berikan definisinya secara tepat. Sektor informal banyak ditemu-
kan di jalanan, di tepi jalan, di gang-gang kota, seperti pedagang
kecil/asongan, pedagang kaki lima, kuli, pengrajin skala kecil,
tukang cukur, tukang semir sepatu (ESCAP, 2006, hal: 3). Secara
umum sektor informal di sini mudah dikenali karena ukuran usa-
hanya kecil, akses terhadap pemerintah untuk legalisasi yang ter-
batas, dan menggunakan teknologi yang terbatas. Share terbesar
dari ekonomi informal adalah self employed, bagi mereka yang bu-
kan self employed, merupakan pekerja yang mempunyai relasi kerja
berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau sosial, tidak berda-
sarkan kontrak kerja. Sektor informal tidak homogen, tetapi terdiri
dari berbagai aktivitas. Peran dari sektor informal dalam menye-
diakan pekerjaan dan kesempatan memperoleh pendapatan
sangat penting demi untuk menekan dan tidak meluasnya (extent
dan intensity) kemiskinan. Oleh karenanya, dengan meningkatkan
produktivitas dan tingkat pendapatan pekerja di sektor informal
diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Demikian hal-
nya dengan perbaikan kondisi pekerjaan di sektor informal. Di
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sinilah kemudian dapat dikatakan bahwa pekerjaan layak tidak
hanya di sektor formal tapi terlebih lagi di sektor informal me-
rupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mengurangi atau me-
nekan kemiskinan. Di sinilah perlunya kebijakan untuk melin-
dungi dan memperbaiki kondisi kerja di sektor/ekonomi in-
formal.

Dalam laporan Economic and Social Comission for Asia and the
Pacific (ESCAP) Komisi Pengurangan Kemiskinan (2006) tentang
peranan sektor informal dalam pengurangan kemiskinan dinyata-
kan bahwa sektor informal memberikan kontribusi yang besar
terhadap ekonomi, khususnya dalam masalah menyediakan ke-
sempatan kerja. Mengingat karakteristik dari sektor informal
umumnya adalah memiliki produktivitas dan tingkat pendapatan
rendah, kondisi kerja yang buruk, dan jam kerja yang panjang,
maka ringkasan laporan tersebut menekankan pentingnya me-
ningkatkan produktivitas dan tlngkat pendapatan agar dapat
mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan seperti apa yang dimaksudkan? Kemiskinan
merupakan permasalahan yang dihadapi seluruh dunia. Seperti
halnya konsep sektor/ ekonomi informal, konsep dan pengukuran
kemiskinan selalu menjadi masalah oleh karena kemiskinan ber-
sifat multidimensional dan politis. Sudah banyak definisi tentang
kemiskinan yang dikemukakan oleh banyak ahli, mulai dari pem-
bedaan antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemis-
kinan struktural, kemiskinan sosial, kemiskinan dari perspektif
demografis, dan lain sebagainya, yang tidak saja mengacu pada
keadaan minimnya tingkat pendapatan (daya beli), tetapi juga
tingkat keterbatasan akses yang dimilikinya. Namun, pada
umumnya kemiskinan digambarkan sebagai suatu keadaan keti-
dakmampuan dan ketidak berdayaan seseorang atau rumahtang-
ga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sen (2001) menyatakan
bahwa kemiskinan bukan hanya kondisi ketidakcukupan penda-
patan tetapi juga ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehi-
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dupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keterlibatan
dalam interaksi sosial, dan sebagainya.

Agus E Nugroho (2011) menyatakan bahwa program-pro-
gram anti kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari
sejak zaman orde baru cenderung menekankan pada pendekatan
transfer pendapatan, bukan pendekatan transfer sosial. Dalam
studinya tentang kemiskinan transfer sosial tersebut dia meng-
ajukan suatu pendekatan holistik (menyeluruh) dalam memotret
fenomena kemiskinan, efektivitas program anti kemiskinan dan
dampak dari program anti kemiskinan itu sendiri. Pendekatan
holistik yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut adalah
pendekatan ekonomi kelembagaan (institutional economics) dan
sosiologis. Pendekatan ini secara specifik mengaitkan variabel
ekonomi dengan variabel-variabel sosial dan budaya, baik secara
kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan ekonomi dilakukan un-
tuk mengukur kapasitas riil pemerintah dalam mengoptimalkan
program anti kemiskinan. Sedangkan pendekatan ekonomi ke-
lembagaan digunakan untuk menganalisis bagaimana dinamika
yang ada di dalam institusi publik berpengaruh terhadap efek-
tivitas program anti kemiskinan. Sementara itu, suatu kombinasi
dari pendekatan ekonomi dan sosiologis dilakukan untuk meng-
analisis keinginan dan kemampuan sosio-ekonomi masyarakat
dalam mengoptimalkan kinerja program anti kemiskinan.

Lebih jauh kemiskinan juga dibedakan antara kemiskinan
perkotaan dan kemiskinan pada umumnya. Kemiskinan perkota-
anlah yang seringkali dikaitkan dengan kondisi kemiskinan dari
individu/rumahtangga di sektor/ekonomi informal. Perbedaan
konsep tentang kemiskinan dan cara pengukuran kemiskinan itu
sendiri akan menentukan sasaran dan cara penyelesaian atau stra-
tegi yang berbeda-beda. Pada bagian tulisan ini disajikan beberapa
kutipan yang menunjukkan peran ekonomi informal dalam me-
ngurangi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jhotam Demba di Zimbabwe
(1999) mempromosikan pentingnya dikembangkan sektor infor-
mal. Dia mengakui peranan sektor informal dalam mengurangi

24



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

kemiskinan di perkotaan karena mampu untuk menciptakan pe-
kerjaan. Necdet Saglam (2007) dalam penelitian yang dilakukan
di Turki bahkan sebaliknya menunjukkan bahwa sektor informal
atau ekonomi informal memiliki dampak posisitif maupun nega-
tif. Dengan mengacu pada kondisi sektor/ ekonomi informal yang
dicirikan oleh penawaran kerja yang memiliki kualitas rendah,
tingkat pendapatan rendah, dengan kondisi pekerjaan yang bu-
ruk, maka dia menganggap bahwa sektor/ ekonomi informal tidak
banyak memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskin-
an dan bahkan justru menciptakan kemiskinan. Hal ini berimpli-
kasi terhadap pentingnya penanganan sektor/ekonomi informal
bila ingin mengurangi kemiskinan.

Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan
peran ekonomi informal dalam mengurangi kemiskinan? Laporan
ESCAP (2006) mengajukan strategi dua cabang, yaitu bantuan
terhadap individu dalam kelompok marjinal, dan membantu usa-
ha di sektor informal yang berpotensi untuk tumbuh menjadi sek-
tor formal. Formalisasi dari sektor/ ekonomi informal juga diaju-
kan oleh Kapunda dan Mmolawa (2007) di Bostwana yang mem-
buktikan bahwa sektor informal mampu mengurangi kemiskinan
khususnya bagi perempuan dan pekerja muda dalam self employ-
ment. Oleh karena kedua kelompok tersebut umumnya memiliki
keterbatasan dalam modal, pendapatan dan keterampilan. Untuk
itu disarankan aktivitas pekerjaan dalam ekonomi informal terse-
but diupayakan agar menjadi menjadi formal. Dengan cara ini
diharapkan akan mampu memberikan revenue terhadap pemerin-
tah. Ishegoma dan Kappel (2006) telah menganalisa beberapa ke-
lemahan dari pendekatan formalisasi ekonomi informal.

Selanjutnya, ESCAP mengusulkan beberapa kebijakan, se-
perti, kebijakan ekonomi makro dengan memperhatikan dampak-
nya bagi kedua sektor formal maupun informal, bantuan kredit,
pendidikan dan pelatihan ketrampilan, perbaikan infrastrusktur
fisik, memberikan proteksi sosial, perlindungan terhadap harass-
ment, penciptaan kelompok atau asosiasi pekerja, menjembatani
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hubungan dengan sektor formal, memperhatikan perempuan,
kesadaran dan kesesuaian program, serta mempromosikan mi-
grasi dan peningkatan sektor formal.

1.5. Ekonomi Informal dan Pekerjaan Layak

Anna Trebilcock (2005) memaparkan hasil konsensus dari
International Labour Conference (ILC) di tahun 2002, selain mene-
kankan bahwa keempat komponen decent work merupakan tulang
punggung dari ekonomi informal, juga menjelaskan adanya peng-
gantian istilah sektor informal menjadi ekonomi informal. Hal
ini dilandasi oleh alasan bahwa aktivitas informal sangat beragam
dan terjadi di banyak sektor ekonomi. Sedangkan ekonomi infor-
mal mengacu pada adanya semua aktivitas ekonomi yang dilaku-
kan pekerja dan unit-unit ekonomi baik secara hukum maupun
pelaksanaannya tidak tercakup dalam aturan formal atau terca-
kup secara kurang memadai. Aktivitas mereka tidak disertakan
dalam hukum formal walaupun operasi mereka berada dalam
jangkauan hukum formal. ...” the law is not applied or not enforced;
or the law discourages compliance because it is inappropriate, burden-
some or imposes excessive costs” (Trebilcock, 2005 hal: 4). Perubahan
terminologi ini juga mempengaruhi perubahan konsep dari usaha
dan hubungan kerja itu sendiri. Selanjutnya kesimpulan ILC mem-
bedakan aktivitas informal dari aktivitas kriminal dan aktivitas
illegal yang tentu saja tidak sesuai untuk diberikan aturan dan
perlindungan di bawah hukum perburuhan atau komersial.

Walaupun yang terpenting dari pencapaian decent work ada-
lah memberdayakan dan melindungi pekerja yang berada di eko-
nomi formal maupun informal, namun catatan yang diberikan
dalam mempromosikan decent work pada ekonomi informal yaitu
harus dilakukan dengan menghilangkan aspek negatif dari infor-
malitas, dan dalam waktu yang bersamaan menjamin adanya ke-
sempatan untuk kehidupan dan tidak merusak usaha, mempro-
mosikan adanya perlindungan dan inkorporasi bagi para pekerja
dan unit ekonomi dari ekonomi informal ke dalam mainstream
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ekonomi. Dengan menyadari bahwa pekerjaan di ekonomi infor-
mal umumnya merupakan keadaan dari decent work yang defisit.
Dari 30 indikator decent work, tujuh diantaranya telah dikembang-
kan dan menjadi ukuran dari keadaan decent work yang defisit.
Termasuk di dalamnya adalah, upah per jam yang rendah, lama-
nya jam kerja baik karena alasan ekonomi maupun karena alasan
yang sengaja dibuat, adanya pengangguran secara nasional, anak
usia sekolah tidak dapat bersekolah, pengangguran pemuda, ada-
nyajurang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam ting-
kat partisispasi angkatan kerja; tidak adanya pension bagi pekerja
dengan usia lanjut.

Disimpulkan bahwa pengurangan defisit decent work pada
ekonomi informal akan sejalan dengan pengurangan kemiskinan.,
Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah menentukan
apakah ada tumpang tindih antara working poor dan ekonomi in-
formal. Ini mengingat bahwa tidak semua orang yang bekerja di
informal ekonomi adalah miskin. Untuk itu, kebijakan yang dibu-
tuhkan adalah menstimulasi pro-poor promotion dengan menyedia-
kan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Walaupun demi-
kian, oleh karena yang dihadapi oleh informal ekonomi pada
umumnya adalah resiko yang dimilikinya, karena rendahnya atau
bahkan tidak adanya perlindungan sosial baik dari sang penyedia
kerja maupun pemerintah, oleh karena itu yang paling dibutuh-
kan adalah memperbaiki dan memperluas perlindungan atau pro-
teksi sosial bagi semua pekerja khususnya mereka yang berada
di ekonomi informal.

Lim (2003) dikutip dari Trebilock, 2005 hal: 6-7) menyatakan
bahwa untuk mengurangi decent work yang deficit dalam ekonomi
informal, dengan meletakkan aspek gender dan pembangunan
sebagai cross cutting issue terdapat lima area kebijakan yaitu: 1)Tata
kelola, di sini meliputi aturan hukum, memungkinkan kerangka
legislatif dan administrasi serta penguatannya, akses terhadap
keadilan dan institusi pasar kerja yang efektif, pemerintah pusat
dan daerah yang responsif, penghargaan terhadap hak (khusus-
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nya hak asasi manusia dan hak milik); 2) Kebijakan makro, yaitu
kebijakan ekonomi makro, kebijakan pembangunan dan sosial,
koherensi kebijakan yang berkaitan dengan investasi, perdagang-
an, kesempatan kerja dan isu ketenaga kerjaan pada tingkat inter-
nasional, regional, dan nasional, kebijakan untuk keadilan, pen-
ciptaan kerja yang berkembang dan perlindungan sosial, kebijak-
an yang mendorong kewirausahaan, kebijakan fiskal, dan lain
sebagainya; representasi dan suara, yaitu jaminan dan pelaksana-
an kebebasan berserikat, penguatan serikat pekerja dan organisasi
pengusaha dan basis anggota lainnya, lembaga demokratis seperti
koperasi, jalan dan metode perundingan, dialog sosial dan tindak-
an kolektif, membangun aliansi dan suara; 3) Produktivitas, per-
luasan pasar dan kesempatan kerja, merupakan kebijakan dan
program untuk kerja layak dan produktif, akses terhadap pasar
yang lebih baik, kredit, formasi/ peningkatan/ pengakuan ketram-
pilan, informasi mengenai tenaga kerja dan produk/melayani
pasar, perbaikan kondisi kerja untuk meningkatan produktivitas,
penciptaan kerja dan pendapatan yang lebih stabil; dan 4) Meng-
atasi kerentanan, yaitu memperbaiki kondisi kerja untuk melin-
dungi kehidupan, proteksi sosial sebagai langkah-langkah anti
kemiskinan, mencegah dan mengatasi HIV/ AIDS dalam ekonomi
informal, merespon terhadap kebutuhan tertentu dari perempuan,
laki-laki dan anak-anak miskin dalam ekonomi informal, orang
cacat, migran, anggota dari kelompok etnik dan remaja yang bere-
siko.

Martha Chen, Joann Vanek and Marilyn Carr (2004, dikutip
dari Trebilcock 2005, hal: 7) juga telah menggunakan agenda pe-
kerjaan layak dalam mengembangkan strategi untuk pekerjaan
layak bagi pekerja informal berkaitan dengan jender dan pengu-
rangan kemiskinan. Mereka menyusun kembali elemen dalam
hal: mempromosikan kesempatan kerja (yang berorientasi per-
tumbuhan, mendukung lingkungan, akses pasar dan daya saing,
ketrampilan dan teknologi); mengamankan hak (bagi pekerja in-
formal upahan dan wiraswata); mempromosikan perlindungan /
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proteksi (terhadap kontinjensi umum dan perlindungan untuk
pekerja migran), mempromosikan suara (mengorganisasikan pe-
kerja informal, mempromosikan perundingan kolektif, memba-
ngun aliansi internasional).

Berlandaskan empat tujuan strategis dari decent work yaitu
kesempatan kerja, hak pekerja, proteksi sosial, dan dialog sosial,
maka secara fundamental agenda decent work merupakan program
terapan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan, de-
ngan memberikan tekanan pada pola dan langkah-langkah per-
tumbuhan, yaitu pertumbuhan yang mengacu pada penciptaan
lapangan/kesempatan kerja, dengan lebih mempertimbangkan
pada pemberian hak, proteksi sosial, dan dialog sosial. Dalam
hal ini seringkali terjadi over simplifikasi dan acapkali menjadi kun-
ci perdebatan dalam konsep decent work, yang dicirikan dalam
pembedaan antara kuantitas dan kualitas kerja, di mana satu pilar
yaitu tentang penciptaan lapangan/kesempatan kerja menggam-
barkan kuantitas, dan tiga pilar lainnya merepresentasikan
kualitas. Padahal seharusnya keempat pilar tersebut saling ber-
kaitan antara satu dan lainnya, sehingga tidak dapat menafikan
salah satunya.

1.6. Kemiskinan dan Pekerjaan Layak

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang
erat antara sektor/ekonomi informal dengan kemiskinan, dan per-
lunya kedua keadaan tersebut dipromosikan menjadi pekerjaan
layak. Namun demikian, dikatakan bahwa decent work bukanlah
merupakan satu ukuran yang cocok bagi semua pendekatan, di
mana masing-masing elemen memerlukan penekanan berbeda
tergantung pada tantangan-tantangan khusus di masing-masing
daerah, negara, sektor, dan tempat kerja. Seperti yang disarankan
oleh ILO, bahwa yang paling penting dalam menganalisa situasi
orang yang berada dalam ekonomi informal adalah memandang
- keberadaannya dalam kondisi decent work yang defisit. Hal ini
digambarkan sebagai pekerjaan dengan kondisi buruk yang dici-
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rikan sebagai pekerjaan yang tidak produktif, tidak dibayar dan
tidak diakui atau tidak dilindungi secara hukum, hak pekerja yang
terbatas, proteksi sosial yang tidak memadai, dan terbatasnya re-
presentasi mereka umumnya ditemukan di ekonomi informal,
Kkhususnya pada tingkat bawah seperti perempuan dan pekerja
muda belia.

Kontribusi utama dari agenda decent work terhadap pengu-
rangan kemiskinan adalah pengakuan bahwa pengurangan ke-
miskinan harus ditujukan pada sifat peluang kesempatan kerja
dan juga jumlah dari kesempatan kerja yang tersedia. Agenda
decent work adalah mendukung pendekatan yang terintegrasi bagi
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertim-
bangkan keempat pilar, yaitu bagaimana menciptakan kesempat-
an kerja bagi orang-orang miskin yang diikuti oleh hak mereka,
representasi dan proteksi, dalam istilah yang konkrit yaitu me-
ngembangkan strategi pembangunan yang berpijak pada kesem-
patan kerja, bersama dengan jaring pengaman sosial yang leng-
kap, transfer sosial dan reformasi institusi, hukum, dan pelaksana-
annya (ILO 2007).

Bagi kebanyakan masyarakat miskin, bekerja adalah meru-
pakan jalan utama untuk menghindari kemiskinan. Namun, per-
tumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu mampu menciptakan
lebih banyak pekerjaan dan juga tidak mampu menghasilkan pe-
kerjaan yang lebih baik. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat
miskin telah memiliki pekerjaan yang mendominasi ekonomi in-
formal, dengan kondisi pekerjaan yang pada umumnya tidak
aman, dan dengan tingkat pendapatan yang belum memadai. Ma-
ka dari itu, persoalan pengurangan kemiskinan tidak semata me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan, te-
tapi yang lebih penting adalah upaya perbaikan pekerjaan yang
tersedia secara kuantitas dan kuallitas dapat mengurangi kemis-
Kkinan. Bukti di beberapa Negara menunjukkan bahwa pemulihan
ekonomi melalui pertumbuhan GDP tidak menurunkan jumlah
kesempatan kerja informal dan juga tidak mampu menyerap ting-
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ginya pengangguran (Musiolek, 2002). Pengukuran kualitas pe-
kerjaan sangat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan,
di mana kualitas pekerjaan umumnya diukur melalui tingkat pen-
dapatan rata-rata. Oleh karena pekerjaan di sektor informal me-
miliki rata-rata tingkat upah yang rendah, maka sangat riskan
untuk jatuh kepada kemiskinan. Fakta bahwa upah minimum ti-
dak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan juga di bawah upah
hidup layak memberikan tekanan kepada kondisi hidup danjuga
decent work.

Heinz Dan Vanek (2007) menyatakan bahwa pengukuran
terhadap kualitas pekerjaan adalah sangat penting bagi pema-
haman tentang penanganan kemiskinan. Hal ini dapat diartikan
bahwa pekerjaan layak yang tentu saja sinonim dengan pekerjaan
yang berkualitas merupakan cara yang efektif bagi penanggu-
langan kemiskinan. Namun demikian, penulis tersebut kemudian
menyatakan bahwa pendapatan rata-rata seringkali dipakai untuk
menyatakan kualitas pekerjaan, yaitu pendapatan rata- rata yang
dilaporkan oleh responden. Pendapatan dari sektor formal cen-
derung lebih tinggi dibanding ekonomi informal. Namun demi-
kian, pendapatan pemberi kerja di ekonomi informal seringkali
jauh lebih tinggi daripada private wage workers di sektor formal.

Oleh karena itu, ketika mengkaitkan ekonomi informal de-
ngan kemiskinan, tidak bisa menyamaratakan seluruh pekerja in-
formal. Pendekatan yang lebih tepat adalah dengan memusatkan
perhatian terhadap pekerja di sektor informal yang termasuk da-
lam kelompok working poor. Seseorang dapat dikelompokkan se-
bagaiworking poor apabila yang bersangkutan bekerja dan tingkat
kehidupan rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan.
Pendekatan ke dua dalam pengukuran kemiskinan adalah meng-
ukur pendapatan rumah tangga yang mungkin diperolehnya dari
sumber pendapatan yang berbeda-beda.

Outcome dari pengurangan kemiskinan pada ekonomi infor-
mal dapat diperkuat dengan misalnya mempertimbangkan bagai-
mana menjamin bahwa menciptakan pekerjaan sejalan dengan
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memperbaiki akses terhadap proteksi sosial atau mekanisme ke-
terwakilan. Akses terhadap proteksi sosial sangat penting diberi-
kan pada pekerjaan informal yang dicirikan dengan tingginya
tingkat ketidak amanan pendapatan. Selama ini program proteksi
sosial kebanyakan dipusatkan pada orang atau rumah tangga mis-
kin yang tidak atau tidak dapat bekerja (pemberian cash transfer)
atau pada pekerja di formal sektor (seperti asuransi sosial). De-
ngan akses yang lebih baik terhadap mekanisme proteksi sosial
akan dapat membantu pekerja di ekonomi informal dari kehilang-
an mata pencaharian. Cakupan kebijakan proteksi sosial dapat
didefinisikan sebagai kebijakan untuk menangani resiko, kemis-
kinan dan kerentanan.

Pekerjaan layak merupakan konsep yang luas dan mencakup
banyak komponen dengan berbagai indikator pengukuran yang
berkaitan dengan isu ketenagakerjaan di masa kini. Konsep peker-
jaan layak ditetapkan oleh ILO dan disahkan oleh masyarakat
dunia sebagai bagian dari pencapaian pekerjaan produktif untuk
setiap individu laki-laki maupun perempuan dalam kondisi be-
bas, adil, aman dan bermartabat. Pekerjaan layak mencakup pe-
luang kerja yang produktif dan menghasilkan upah yang adil,
memberi keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial un-
tuk pekerja dan keluarganya, menawarkan prospek pengembang-
an diri dan mendorong adanya integrasi sosial, memberi kebe-
basan kepada individu dan masyarakat untuk berorganisasi dan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempenga-
ruhi kehidupannya, serta menjamin adanya kesempatan yang adil
bagi semua orang (ILO, 2010: 2).

Konsep pekerjaan layak merupakan upaya untuk melihat
berbagai dimensi terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan
dalam satu framework yang saling terkait. Pemecahan masalah se-
perti kesempatan kerja, pengupahan, hak pekerja, kondisi kerja,
jaminan sosial dan kebebasan berserikat tidak bisa dilakukan me-
lalui intervensi kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi dilihat seba-
gai satu kerangka kebijakan yang tidak terpisahkan. Hal tersebut
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merupakan titik balik perbaikan pada masa sebelumnya, di mana
berbagai isu tersebut seringkali dilihat dan mendapat intervensi
yang berbeda khususnya oleh pengambil keputusan di setiapne-
gara.

Konsep pekerjaan layak juga terkait erat dengan strategi pe-
ngurangan kemiskinan yang kini telah menjadi perhatian global.
Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin
merupakan indikasi semakin banyaknya pekerja yang terlibat pe-
kerjaan yang dikategorikan “tidak layak”. Dalam Konferensi Per-
buruhan Internasional (ILOC) pada tahun 2004 dinyatakan bahwa
solusi terhadap pengurangan kemiskinan tidak hanya menyang-
kut ketersediaan pangan, pengobatan dan perumahan, tetapijuga
pada penciptaan pekerjaan yang lebih baik (layak dan produktif).
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan
perbaikan dalam penciptaan kesempatan kerja ditengarai tidak
membawa dampak positif dan berkesinambungan tertutama pada
kelompok masyarakat miskin. Dalam hal ini, setiap kebijakan
pembangunan diharapakan mempunyai keseimbangan antara ke-
pentingan pasar dan kebutuhan penduduk yang sedang bekerja,
kelompok rentan, anak-anak dan lanjut usia. Oleh karena itu pen-
capaian pekerjaan layak dalam strategi pembangunan merupakan
hal sangat penting, baik dalam konteks sebagai bagian dari alat
kebijakan maupun penentu keberhasilan proses pembangunan
itu sendiri.

Pencapaian pekerjaan layak merupakan esensi dasar sebagai
hak setiap manusia dan sekaligus menggambarkan capaian kuali-
tas kehidupan seseorang. Pencapaian pekerjaan yang layak sangat
penting bagi peningkatan kesejahteraan setiap individu atau ma-
syarakat karena dapat mendukung peningkatan kemampuan eko-
nomi dan sosial yang lebih luas, bebas, adil, aman dan bermar-
tabat. Tidak dapat dipungkiri bahwa melakukan pekerjaan meru-
pakan bagian terpenting bagi setiap individu dalam artian curah-
an waktu, pikiran, dan aktivitas keseharian dalam siklus hidup
sesorang. Bahkan melakukan pekerjaan telah menjadi simbol pen-
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capaian martabat pribadi, kenyamanan dalam hidup bermasya-
rakat dan jaminan stabilias sosial, ekonomi dan politik. Oleh kare-
na itu pencapaian pekerjaan layak dan produktif menjadi bagian
terpenting dalam setiap proses pembangunan di banyak negara,
khususnya di negara berkembang di mana ketersediaan pekerjaan
yang layak dan produktif masih terbatas.

1.7. Penutup

Decent work merupakan konsep yang bersifat universal na-
mun pengukurannya dapat disesuaikan dengan kharakteristik
pencapaian pembangunan di masing-masing negara. Konsep de-
cent work meletakkan pondasi dasar pengakuan hak setiap indivi-
du maupun kelompok sosial yang pemenuhannya dapat mendo-
rong pembangunan sosial-ekonomi yang berkesinambungan.

Di antara berbagai permasalahan terkait aplikasi pekerjaan
layak adalah ketersediaan data sebagai alat pengukuran, penen-
tuan indikator yang lebih sensitif, dan upaya pencapaian dari ber-
bagai indikator yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian pekerjaan
layak juga sangat ditentukan oleh latar belakang sejarah, political
will penentu kebijakan, dan tingkat kemapanan ekonomi. Semakin
baik kondisi ketiga hal tersebut kemungkinan pencapaian peker-
jaan layak bukan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu adalah
tugas semua pihak untuk mempromosikan pencapaian pekerjaan
layak sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan ter-
utama pada kelompok tertentu yang sangat rentan terhadap peng-
abaian pemenuhan hak pekerjaan layak.
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BAB II

DINAMIKA EKONOMI DAN
KETENAGAKERJAAN DAERAH PERKOTAAN:
Kasus Kota Surakarta dan Tangerang

Oleh: Dewi Harfina

2.1. Pendahuluan

Pembangunan berbasis ketenagakerjaan tidak dapat diseder-
hanakan menjadi sekedar capaian pertumbuhan ekonomi. Dalam
perpektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi meru-
pakan bagian dari sarana utama pembangunan manusia untuk
dapat berlangsung secara berkesinambungan. Keduanya tidak
ada hubungan otomatis tetapi melalui berbagai jalur, seperti kete-
nagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif akan
mentransformasikan peningkatan kapabilitas sumber daya ma-
nusia terhadap penciptaan lapangan kerja. Terciptanya lapangan
kerja akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kualitas
sumber daya manusia. Secara singkat, pertumbuhan tidak secara
otomatis mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan
(menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawasaran (meningkat-
kan kualitas tenaga kerja). Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi
memainkan peran penting untuk meningkatkan penyerapan tena-
ga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu modal bergeraknya roda
pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus
mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses de-
mografi. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan faktor
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terpenting karena manusia yang menggerakkan semua sarana
produksi. Meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya meng-
akibatkan bertambahnya kebutuhan pangan, sandang, dan peru-
mahan, tetapi juga perluasan kesempatan kerja. Penduduk seba-
gai sumber dari persediaan tenaga kerja akan menimbulkan suatu
masalah bila tidak seimbang dengan kemampuan sektor ekonomi,
seperti pengangguran maupun setengah pengangguran.
Program pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan
guna mengurangi jumlah penduduk miskin. Kebijakan tersebut
merupakan strategi pemerintah Indonesia agar pertumbuhan eko-
nomi yang dicapai juga bisa dinikmati oleh penduduk miskin (Pro-
Poor, Pro-Job dan Pro- Growth). Dalam implementasinya, strategi
pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menciptakan pertum-
buhan ekonomi yang lebih berpihak kepada penduduk miskin
melalui penyerapan tenaga kerja diiringi program dan kebijakan
mengurangi ketidakmerataan serta memfasilitasi pendapatan dan
generasi pekerja yang diperuntukkan bagi penduduk miskin.
Dalam pandangan Pro-Poor, Pro-Job dan Pro- Growth, penduduk
miskin seharusnya memperoleh keuntungan dari pertumbuhan
ekonomi dan ikut serta dalam proses ekonomi. PDalam hal ini,
Kraay (2006) menemukan bahwa tingginya laju pertumbuhan ra-
ta-rata pendapatan dan pola pertumbuhan terhadap pengentasan
kemiskinan melalui peningkatan pendapatan sangat relevan un-
tuk menjelaskan tentang perubahan kemiskinan suatu wilayah.
Berdasarkan berbagai hasil studi empirik, hubungan alamiah
antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga ker-
ja terlihat dari angka elastisias tenaga kerja. Islam dan Nazara
(2000) menemukan bahwa di Indonesia untuk menyerap tenaga
kerja baru yang mencapai 2 juta orang tiap tahunnya dibutuhkan
pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,47 sampai dengan 4,68
persen. Sektor perdagangan dan jasa merupakan dua sektor de-
ngan angka elastisitas lebih dari satu, selain sektor petanian. Se-
dangkan sektor industri memiliki angka elastisitas kurang dari
satu. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya relokasi tenaga
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kerja antar sektor ekonomi. Di sisi lain, Islam (2004) menyatakan
perlunya mengindentifikasi elemen pertumbuhan ekonomi yang
lebih berpihak kepada penduduk miskin untuk mengentaskan
kemiskinan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja diiringi
dengan peningkatan tingkat produktivitas.

Bagian kedua dari buku ini menguraikan dinamika pereko-
nomian dan ketenagakerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang.
Secara rinci, pembahasan pada bagian ini meliputi capaian eko-
nomi, kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan. Selain itu juga
diulas pelaksanaan program dan kebijakan di kedua daerah terse-
but terkait pengurangan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Potret
kedua wilayah ini diperlukan sebagai gambaran dinamika yang
mendukung kajian pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan
di ekonomi informal perkotaan.

2.2. Kota Surakarta: Dimensi Ekonomi, Kependudukan, dan
Ketenagakerjaan

Kota Surakarta, atau lebih dikenal dengan Kota Solo, meru-
pakan daerah perkotaan di Indonesia yang terus berkembang
dengan berbagai prestasi yang mengesankan. Beragam atribut,
seperti kota budaya, pariwisata, jasa, pelajar dan olah raga, me-
lekat pada kota ini yang terus gencar berpromosi dengan berbagai
slogan Solo the Spirit of Java, Solo City of Batik, dan Solo City of Charm.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa
Tengah bagian Selatan, kota Surakarta memiliki potensi ekonomi
cukup menjanjikan, terutama di sektor industri, perdagangan, pa-
riwisata dan jasa (Bappeda Kota Surakarta, 2009). Kota Surakarta
juga berperan sebagai hinterland area beberapa daerah di sekitar-
nya, yang dikenal dengan istilah Kawasan Solo Raya atau Ka-
wasan Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali,
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

Di balik peran strategis tersebut, dinamika pembangunan
di kota Surakarta ternyata tidak terlepas dari berbagai masalah
sosial ekonomi, termasuk kemiskinan. Ketidakseimbangan antara

41



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

pertumbuhan jumlah penduduk dengan akselerasi daya dukung
kota dalam mengantisipasi ketersediaan lapangan kerja, fasilitas
kesehatan, dan pendidikan masyarakat, berdampak terhadap
tidak terpenuhinya secara optimal kebutuhan dasar penduduk.
Pada akhirnya, sebagian penduduk harus hidup dalam kemis-
kinan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, ter-
utama dari pemerintah daerah setempat.

a. Capaian Ekonomi

Pada bagian sebelumnya telah disinggung bahwa kota Sura-
karta merupakan satu dari sedikit wilayah perkotaan di Indonesia
yang berhasil menata pembangunan ekonominya. Hal tersebut
didukung dari capaian laju pertumbuhan ekonomi dan pendapat-
an per kapita kota Surakarta yang menunjukkan tren meningkat.
Selama periode 2005-2009, laju pertumbuhan ekonomi kota Sura-
karta cukup baik, meskipun sempat menurun pada tahun 2008
dibanding tahun 2007 (lihat gambar 2.1). Bahkan, pertumbuhan
ekonomi kota Surakarta pada tahun 2009 (5,9 persen) lebih tinggi
dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah (4,8 per-
sen) dan Indonesia (4,5 persen). Capaian tersebut menunjukkan
giatnya aktivitas perekonomian Surakarta, baik di tingkat regional
maupun nasional.
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Gambar 2.1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Per
Kapita Kota Surakarta, 2005 - 2010
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Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2009; BPS Kota Surakarta, 2011d.

Pada periode yang sama pendapatan perkapita penduduk
kota Surakarta meningkat dari Rp 9.223.741,60 (tahun 2005) men-
jadi Rp 14.693.189,39 (tahun 2009). Artinya, peningkatan pertum-
buhan ekonomi juga diikuti oleh kenaikan pendapatan riil pendu-
duk. Kondisi ini berdampak pada semakin membaiknya taraf ke-
hidupan masyarakat kota Surakarta.

Dilihat dari indikator PDRB, struktur perekonomian kota
Surakarta didominasi oleh dua sektor unggulan yakni sektor per-
dagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan.
Kedua sektor tersebut berkontribusi mencapai 50 persen dari total
PDRB kota Surakarta pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, kon-
tribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan res-
toran dengan peningkatan yang signifikan, yaitu 23,82 persen
pada tahun 2005 menjadi 25,75 persen pada tahun 2009. Maka
tidak mengherankan jika ekonomi kerakyatan yang didukung
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oleh usaha jasa perdagangan di daerah ini mengalami perkem-
bangan yang cukup menggembirakan. Hal tersebut didukung
oleh adanya upaya perbaikan sarana perdagangan, seperti pasar
tradisional, pusat grosir, shopping mall dan kegiatan ekonomi lain-
nya yang terkait jasa perdagangan.

Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan di kota
Surakarta juga tidak terlepas dari tingginya komitmen pemerintah
daerah setempat dalam menata dan merevitalisasi pasar tradisio-
nal, selain juga membatasi jumlah dan keberadaan pasar swalayan
modern. Tampak bahwa pemerintah daerah setempat begitu pa-
ham arti penting pasar tradisional sebagai bagian dari kharakteris-
tik ekonomi kerakyatan yang harus dipertahankan di kota Sura-
karta. Bahkan keberadaan pasar tradisional telah menjadi bagian
dari atraksi pariwisata budaya yang cukup berhasil menarik pe-
ngunjung dari luar kota Surakarta.

Berdasarkan data Kota Surakarta dalam angka tahun 2010,
di kota Surakarta terdapat 37 pasar tradisional dengan tiga di
antaranya dibangun pada tahun 2010, yaitu pasar Notoharjo, pa-
sar Panggung Rejo dan pasar Panjang Sawit. Khusus untuk pasar
Notoharjo, pembangunan pasar tersebut terkait program penata-
an pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Tugu Monumen Pahlawan
Kota Surakarta. Proses pemindahan PKL sangat fenomenal karena
melalui negosiasi damai yang cukup panjang dan dilakukan se-
cara serentak diiringi kirab budaya, serta seiring dengan penu-
tupan tempat lokalisasi “Silir" di sekitar lokasi yang kemudian
dijadikan tempat berdirinya Pasar Notoharjo.

Selain sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, sektor
pembangunan lainnya yang memiliki peran penting dalam per-
ekonomian kota Surakarta adalah industri pengolahan. Walaupun
mengalami penurunan kontribusi dari 26,42 pada tahun 2005
menjadi 20,94 persen pada tahun 2010. Kondisi ini dapat dipahami
karena secara nasional kontribusi sektor industri pengolahan juga
mengalami penurunan sebagai dampak lesunya perekonomian re-
gional.
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Berdasarkan data tahun 2010, jumlah industri kecil di kota
Surakarta mencapai 6.189 unit dengan 75 persen di antaranya
adalah industri kecil non formal (BPS Kota Surakarta, 2012a). Dari
jumlah tersebut, industri kecil merupakan sektor yang menyerap
tenaga kerja terbesar yaitu mencapai lebih dari 40 ribu tenaga kerja.
Sedangkan industri besar walaupun jumlahnya relatif sedikit yaitu
59 unit, tetapi mampu menyerap 9 ribu tenaga kerja. Hal ini dapat
dipahami karena mayoritas industri skala besar di kota Surakarta
bersifat padat karya. Dilihat dari jenis outputnya, industri batik,
tekstil, pakaian jadi, serta industri makanan merupakan tiga jenis
industri yang mampu menyerap tenaga ketja cukup besar.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di kota Surakarta salah
satunya tidak terlepas dari implementasi kebijakan Kota Surakarta
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Surakarta 2010 - 2012. Tiga arah dan kebijakan pembangun-
an Kota Surakarta adalah: (1) Pengembangan sektor riil untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan da-
ya saing produk industri, UMKM dan Koperasi, (2) Revitalisasi
pasar tradisional, serta (3) Penempatan PKL sebagai aset kota,
sehingga PKL memiliki tempat usaha yang tertib, bersih dan ber-
status hukum (legal).

45



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

Gambar. 2.2.
PDRB Kota Surakarta Menurut Sektor Ekonomi,
Tahun 2005, 2009 dan 2010
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Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2009; BPS Kota Surakarta, 2011d.

b. Aspek Kependudukan

Sebagai sebuah wilayah perkotaan yang terus berkembang,
kota Surakarta juga telah menjadi bagian dari tujuan pencari kerja,
khususnya angkatan kerja yang berasal dari provinsi Jawa Te-
ngah. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya jumlah
penduduk di kota Surakarta dari tahun ke tahun. Berdasarkan
hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Surakarta
mencapai 500.642 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki (243.363 jiwa)
Jebih sedikit dari pada perempuan (257.279 jiwa) dengan sex ratio
- penduduk sebesar 94,28. Artinya pada setiap 100 jiwa penduduk
perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Sementara laju per-
tumbuhan penduduk kota Surakarta selama tahun 2000-2010 re-
latif kecil yaitu mencapai 0,25 persen. Nilai ini lebih rendah di-
bandingkan pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46
persen pada periode yang sama.
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Laju pertumbuhan penduduk pada dua kecamatan bahkan
minus, yaitu kecamatan Lawean (-0, 21 persen) dan Serengan (-
0,57 persen). Rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut diduga
akibat relatif rendahnya tingkat kelahiran penduduk. Angka kela-
hiran kasar di kota Surakarta mengalami penurunan dari 12,52 per
seribu kelahiran pada tahun 2000 menjadi 12,36 per seribu kelahiran
pada tahun 2005. Sementara angka kematian kasar mengalami
peningkatan dari 6,84 per seribu penduduk menjadi 7,43 per seribu
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh antara lain karena ketersediaan
dan akses fasilitas kesehatan yang semakin baik dan terjangkau
oleh masyarakat (Arivani, 2008).

Gambar 2.3.
Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2010
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Sumber; BPS Kota Surakarta, 2011.

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kalamin, penduduk
kota Surakarta dapat digolongkan sebagai penduduk usia muda
dan produktif. Berdasarkan data tahun 2009, lebih dari dua per
tiga (70 persen) penduduk Surakarta adalah penduduk usia pro-
duktif (15-64 tahun). Proporsi penduduk terbesar adalah penduduk
berusia 20-24 tahun yang mencapai 11 persen (Lihat Gambar 2.3).
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Sebagai wilayah perkotaan yang padat penduduk, kota Sura-
karta juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial. Misal-
nya masalah kriminalitas yang menjadi ciri khas kawasan pemu-
kiman padat. Salah satunya di kelurahan Semanggi, kecamatan
Pasar Kliwon yang merupakan kawasan pemukiman terpadat di
kota Surakarta. Maka tidak mengherankan jika kelurahan Se-
manggi dikenal sebagai “kampung ruwet”. Keberadaan komplek
lokalisasi ‘Silir" yang dulu pernah ada di wilayah ini dapat diduga
berdampak terhadap semakin lengkap berbagai permasalahan
sosial di daerah ini. Namun demikian permasalahan tersebut di-
perkirakan akan semakin berkurang sebagai dampak dari kebi-
jakan pemerintah kota Surakarta yang menutup kompleks lokali-
sasi ‘silir’ dan menggantinya dengan Pasar Tradisional Notoharjo.

Gambar 2.4.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Surakarta
Tahun 2005-2011
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Sumber : BPS Kota Surakarta, 2010; BPS Kota Surakarta, 2012c.
Selama tahun 2005 - 2011 jumlah penduduk kota Surakarta

yang masuk kategori miskin cenderung berfluktuasi. Pada tahun
2005 tingkat kemiskinan penduduk kota Surakarta sebesar 13,3
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persen, mengalami sedikit penurunan 12,9 persen (tahun 2011).
Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebe-
sar 16,1 persen yang mengalami peningkatan sebanyak 2 digit
dari tahun 2007. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga
bahan bakar minyak pada akhir 2007 berimplikasi terhadap se-
makin meningkatnya tingkat kemiskinan di kota Surakarta. (Bap-
peda Kota Surakarta, 2009). Namun demikian, jika dibanding
wilayah kawasan Subosukawnomosraten, tingkat kemiskinan di
Kota Surakarta relatif paling rendah (tahun 2011).

Salah satu daerah kantong kemiskinan di Kota Surakarta
terletak di Kelurahan Semanggi. Daerah ini dikenal sebagai “ka-
wasan merah” akibat sejarahnya yang melekat dengan berbagai
permasalahan sosial cukup menonjol di Kota Surakarta. Kondisi
tersebut menjadikan wilayah kelurahan Semanggi termasuk da-
]lam prioritas program pemerintah kota Surakarta dalam pengen-
tasan kemiskinan. Secara kasat mata, kondisi kemiskinan di wila-
yah tersebut dapat dilihat dari padatnya pemukiman dan ling-
kungan yang relatif “ruwet”, yaitu kondisi perumahan yang ku-
mubh, rapat, dan sempit dengan sanitasi yang sangat terbatas.?
Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan semanggi sebagai kan-
tong kemiskinan demografis, lingkungan sosial dan ekonomi. Se-
lain Kelurahan Semanggi, beberapa kelurahan di kota Surakarta
dengan jumlah penduduk miskin lainnya yang relatif besar adalah
Gandekan, Sangkrah (Kecamatan Pasar Kliwon), Pajang (Keca-
matan Lawean), Danukusuman dan Joyotakan di kecamatan
Serengan.

¢. Dinamika Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di kota Surakarta dapat dilihat dari
jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, tingkat partisipasi
angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Seiring dengan
pertambahan penduduk, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun

2 http:// suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/29/92284/
Enam-Kelurahan-Masuk-Kategori-Merah
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ke atas) di kota Surakarta mengalami peningkatan. Selama kurun
waktu lima tahun, penduduk usia kerja meningkat dari sebanyak
412.056 jiwa pada tahun 2005 menjadi 409.623 jiwa pada tahun
2010. Peningkatan penduduk usia kerja, diikuti dengan pening-
katan jumlah angkatan kerja, dari 241.192 jiwa pada tahun 2005
menjadi 281.146 jiwa pada tahun 2010. Sementara itu jumlah bu-
kan angkatan kerja menunjukkan kecenderungan menurun, dari
sebanyak 170.864 jiwa (tahun 2005) menjadi 128.477 jiwa (tahun
2010).

Tabel 2.1.
Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan
Penduduk Usia Kerja di Kota Surakarta, 2005 dan 2009

Keterangan | 2005 | 2009 | 2010

Angkatan Kerja 241.192 | 279.159 | 281.146

Bekerja 214.996 | 254.238 | 258.573

Mencari Kerja 26.196 24921 22.573
Bukan Angkatan Kerja 170.864 | 141.664 | 128.477
Penduduk Usia Kerja 412.056 | 420.823 | 409.623
TPAK 58,53 66,34 68,63
Tingkat Pengangguran 10,86 8,9 8,0
Tingkat Penyerapan Tenaga 89,14 91,07 91,97
Kerja

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2009 dan 2010

Besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk pasar kerja da-
pat diketahui dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu
perbandingan antara jumlah angkatan kerja (penduduk bekerja
dan mencari kerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK
mencerminkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara
ekonomi pada suatu wilayah. TPAK- kota Surakarta dalam kurun
waktu lima tahun juga menunjukkan kecenderungan meningkat,
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yaitu dari sebanyak 58, 53persen (tahun 2005) menjadi 68,63persen
(tahun 2010). Selama kurun waktu tahun 2005-2010 terjadi
peningkatan angkatan kerja sebanyak hampir 39 ribu orang, yang
menunjukkan semakin banyak penduduk kota Surakarta masuk
pasar kerja maupun mencari kerja.

Kesempatan kerja yang tersedia di pasar kerja jumlahnya
terbatas sehingga tidak semua angkatan kerja dapat terserap di
pasar kerja. Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2010 tahun
penduduk kota Surakarta yang bekerja mengalami penurunan
dengan laju rata-rata per tahun mencapai 5,46 persen. Akan tetapi,
kondisi sebaliknya terjadi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja
yang cenderung mengalami peningkatan dari 89,14 (2005) menjadi
91,97 (2010). Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkat-
an kemampuan kesempatan kerja dalam menyerap tenaga kerja
di kota Surakarta. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah pen-
cari kerja atau angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja.
Keadaan tersebut juga tercermin dari penurunan tingkat pengang-
guran sebesar 2 persen selama kurun waktu lima tahun (tahun
2005 - tahun 2010).

Daya serap pasar kerja di kota Surakarta mengalami pening-
katan seiring dengan upaya penciptaan kesempatan kerja dan
penurunan tingkat pengangguran. Pembangunan perekonomian
di berbagai sektor ekonomi mampu menyediakan kesempatan
kerja bagi penduduk kota Surakarta, di sektor formal maupun
informal. Penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor perda-
gangan, jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan. Pada sek-
tor dominan ini, tenaga kerja umumnya bekerja sebagai tenaga
produksi/operator dan tenaga penjualan. Mayoritas tenaga kerja
perempuan bekerja sebagai tenaga penjualan, sedangkan laki-laki
sebagai tenaga produksi atau operator.
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Gambar 2.5
Distribusi Penduduk yang bekerja menurut Lapangan, Jenis
Pekerjaan Utama, dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2008,
2009, dan 2010
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Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008, 2009 dan
2010 diolah Pusdatinaker

Berkembangnya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor
perdagangan terkait pula dengan revitalisasi dan penataan pasar
tradisional di Kota Surakarta. Kegiatan perdagangan dan jasa di
Kota Surakarta tidak hanya terjadi di pasar-pasar permanen (mo-
dern), namun pemerintah Kota Surakarta juga memfasilitasi ber-
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bagai kegiatan pedagang informal di lokasi dan waktu tertentu.
Misalnya pasar Minggu pagi di sekitar stadion Manahan Solo dan
pasar Sabtu malam di alun-alun kota Surakarta. Penataan kegiatan
ekonomi informal dalam perekonomian kota Surakarta berimpli-
kasi terhadap munculnya berbagai aktivitas perdagangan sektor
informal yang semakin tertib dan tertata.

Salah satu hal menarik yang menjadi kharakteristik ekonomi
informal di kota Surakarta adalah dominasi kaum perempuan,
baik sebagai pedagang di pasar tradisional maupun pedagang
kaki lima. Besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan
tidak terlepas dari budaya penduduk lansia (lanjut usia) yang
tetap bekerja. Banyak dari para pekerja kaum perempuan tersebut
berusia lanjut yang bekerja di sektor ekonomi informal seperti
pedagang, pekerja maklon ikat kain, dan membuat kok badmin-
ton. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang menyebut-
kan kota Solo sebagai kota yang tidak pernah tidur akibat bera-
gamnya aktivitas ekonomi yang terus berganti siang dan malam.
Sementara itu, kebijakan pemerintah kota Surakarta mengem-
bangkan Solo Techno Park dinilai banyak pihak sangat tepat karena
dapat menfasilitasi dan menghasilkan wirausahawan baru yang
kreatif dan inovatif yang pada akhirnya akan memberikan ke-
sempatan kerja bagi tenaga kerja di kota Surakarta.

2.3. Kota Tangerang: Dimensi Ekonomi, Kependudukan, dan
Ketenagakerjaan

Kota Tangerang merupakan wilayah perkotaan di provinsi
Banten yang memiliki fungsi sebagai hinterland area, khususnya
bagi DKI Jakarta. Peran strategis tersebut diperkuat dengan Ins-
truksi Presiden RI No.13/1976 tentang penetapan wilayah kota
Tangerang sebagai daerah penyangga ibukota negara. Maka tidak
mengherankan apabila dengan kemajuan di berbagai sektor pem-
bangunan, terutama di bidang jasa dan industri pengolahan, kota
Tangerang telah lama menjadi tujuan migrasi pencari kerja, baik
dari Provinsi Banten, maupun dari berbagai daerah di Indonesia.
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Kota Tangerang merupakan salah satu kota satelit metro-
politan Jakarta, sehingga menjadikan kota Tangerang memiliki
jaringan transportasi terpadu yang menghubungan wilayah-wi-
layah Jabodetabek. Keberadaan Bandara Soekarno Hatta di kota
Tangerang memudahkan aksesibiltas dan konentivitas dengan
pihak luar baik secara nasional dan internasional. Berkembangan
kota Tangerang seiring dengan pembangunan Kota Metropolitan
yang berimbas dengan berdirinya berbagai pusat perbelanjaan
dan pemukiman baru di wilayah kota Tangerang. Pembangunan
tersebut menyebabkan kota Tangerang semakin padat dalam
pemanfaatan lahan. Kedudukan geostrategi kota Tangerang ter-
sebut telah mendorong tumbuhkembangnya berbagai aktivitas
industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekono-
mian kota Tangerang saat ini.

a. Capaian Ekonomi

Selama periode 2000-2011 laju pertumbuhan ekonomi kota
Tangerang memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan
rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9 persen per
tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi tahun 2002 yaitui
7,04 persen. Diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi di kota
Tangerang dari tahun 2009 sampai dengan 2013 akan mengalami
peningkatan dengan rata-rata per tahun mencapai 6 persen
(Bappeda Kota Tangerang, 2009). Perubahan kondisi perekonomi-
an kota Tangerang tidak terlepas dari faktor kestabilan ekonomi
makro nasional dan provinsi, serta faktor internal yakni adanya
peningkatan aktivitas perekonomian sektoral. Selain itu, adanya
pemekaran kota Tangerang menjadi dua wilayah, yaitu kota Ta-
ngerang dan kota Tangerang Selatan, juga memiliki pengaruh
kuat terhadap capaian pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
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Gambear 2.6.
Persentase Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomj Kota
Tangerang, 2000 -2011.
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Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011.

Perekonomian kota Tangerang didominasi oleh tiga sektor
utama yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan,
hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.
Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60 persen
dari total PDRB kota Tangerang. Sektor industri pengolahan
merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam
perkembangan perekonomian kota Tangerang yang mencapai 4,9
persen. Sektor kedua yang cukup besar memberikan sumbangan
perekonomian kota Tangerang adalah sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran. Dalam perkembangannya, kontribusi sektor Per-
dagangan, Hotel dan Restoran memperlihatkan kecenderungan
peningkatan yang cukup signifikan. Sektor pengangkutan dan
komunikasi juga memiliki kecenderungan yang sama, yaitu terjadi
peningkatan kontribusi terhadap PDB. Peningkatan tersebut di-
duga sebagai implikasi strategis geografis kota Tangerang sebagai
pintu masuk wisman internasional melalui bandara udara inter-
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nasional Soekarno Hatta, dan sebagai kota penyangga Metro-
politan Jakarta. Selain itu, pergeseran kontribusi tersebut juga
tidak terlepas dari peningkatan dan keberagaman aktivitas pendu-
duk dan pemekaran wilayah Kota Tangerang.

Gambar 2.7.
Perkembangan Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kota
Tangerang Tahun 2001, 2004, dan 2010
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Sumber : Bappeda Kota Tangél;e:ng, 2009 dan BPS Kota Te{ngerang, 2010b

Pendapatan per kapita kota Tangerang juga memperlihatkan
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007
pendapatan per kapita masyarakat di kota Tangerang mencapai
Rp.26.240.397 dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun men-
capai 11 persen. Peningkatan pendapatan per kapita dapat meng-
gambarkan besarnya aktivitas ekonomi melaui produk/ouput
yang dihasilkan dan melebihi kecepatan pertumbuhan penduduk-
nya. Namun demikian, peningkatan pendapatan per kapita terse-
but secara langsung dapat memberi acuan bagi kemakmuran pen-
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duduk kota Tangerang. Hal tersebut karena mayoritas peningkat-
an PDRB kota Tangerang diperoleh dari sektor industri pengolah-
an padat modal dan daya serap tenaga kerja yang terbatas.

Salah satu indikator ekonomi untuk melihat keberhasilan
pembangunan ekonomi dan kaitannya dengan pencapaian kese-
jahteraan penduduk adalah melalui capaian indeks koefisien gini.
Semakin tinggi (mendekati 1) capaian indeks koefisien gini suatu
daerah, menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan antar
kelompok penduduk. Berdasarkan data Bappeda kota Tangerang
(2009) dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi
penduduk di kota Tangerang relatif lebih baik (0,24), dibanding
capaian tingkat nasional yang relatif lebih tinggi, walaupun tidak
menutup adanya ketimpangan ekonomi.

b. Aspek Kependudukan

Berdasar hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah pendu-
duk kota Tangerang mencapai 1.797.715 jiwa dengan rasio jenis
kelamin adalah 105. Nilai 105 artinya setiap 105 jiwa laki-laki ter-
dapat 100 jiwa perempuan. Selama kurun waktu sepuluh tahun
terakhir, jumlah penduduk kota Tangerang memperlihatkan pe-
ningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,2 per-
sen per tahun. Capaian rata-rata laju pertumbuhan penduduk
tersebut lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan provinsi Banten
pada tahun yang sama yaitu 2,80 persen dan provinsi DKI Jakarta
yaitu 1,40 persen) (BPS Provinsi Banten, 2011; BPS DKI Jakarta,
2011).

Besarnya laju pertumbuhan penduduk kota Tangerang ten-
tunya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya yaitu
tingkat kelahiran, kematian dan arus migrasi (perpindahan) yang
terus meningkat. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, rata-
rata jumlah kelahiran bayi hidup di kota Tangerang oleh seorang
wanita subur berusia 25 - 45 tahun mencapai dua orang. Sedang-
kan angka migrasi risen kota Tangerang mencapai 10,88 persen.
Artinya dari 10 orang penduduk kota Tangerang terdapat satu
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orang penduduk yang baru menetap di kota Tangerang untuk
jangka waktu kurang dari enam bulan. Kondisi ini mengimplikasi-
kan bahwa arus migrasi merupakan faktor utama yang mempe-
ngaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk kota Tangerang.

Pada tahun 2010 tingkat kepadatan penduduk di kota Tange-
rang mencapai 10.925 jiwa per km?. Meningkat cukup signifikan
dibanding tahun 2005 yang mencapai 9.047 jiwa per km? Jumlah
tersebut menempatkan kota Tangerang berada pada peringkat
keenam dalam urutan jumlah penduduk menurut kota di Indo-
nesia. Kelima kota dengan urutan terbesar adalah Kota Jakarta,
Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan. Pesatnya peningkatan
jumlah penduduk kota Tangerang tidak terlepas dari status kota
Tangerang sebagai kota penyangga perekonomian DKI Jakarta
dan pusat perindustrian yang memiliki aksesibilitas, serta sarana
dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.

Kota Tangerang memiliki tingkat disparitas penduduk yang
tidak merata akibat terjadi pemusatan penduduk pada wilayah-
wilayah tertentu. Pemusatan penduduk, umumnya terjadi di wila-
yah perindustrian yang menjadi pusat nadi perekonomian di kota
Tangerang. Berdasarkan disparitas sebaran penduduk menurut
wilayah administrasi, terdapat tiga kecamatan yang memiliki
jumlah populasi terbesar, yaitu kecamatan Cipondoh, Larangan
dan Pinang. Sedangkan kecamatan dengan populasi terkecil ada-
lah kecamatan Benda, Neglasari dan Batuceper. Kepadatan pen-
duduk tertinggi berada di Kecamatan Larangan yang mencapai
16.000 jiwa per km?, sedangkan kepadatan penduduk terendah
berada di kecamatan Neglasari yang mencapai 5.000 per km?.

Berdasarkan komposisi penduduk, kota Tangerang didomi-
nasi oleh penduduk usia muda dengan tingkat kelahiran tinggi
dan kecilnya proporsi penduduk usia tua atau rendahnya tingkat
kematian. (Lihat Gambar 2.8). Piramida penduduk merefleksi
struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin (Harto dan
Adioetomo, 2010). Keadaan tersebut terlihat dari penurunan pro-
porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) menjadi 26 persen, se-
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dangkan penduduk usia produktif meningkat sebesar 70 persen
(BPS Kota Tangerang, 2011a). Rasio ketergantungan yang mencer-
minkan beban tanggungan penduduk produktif terhadap pendu-
duk non produktif mencapai 42 persen. Angka tersebut berarti
dari 100 orang penduduk usia produktif di kota Tangerang harus
menanggung 42 orang penduduk yang tidak produktif. Kondisi
tersebut menggambarkan adanya penggelumbungan penduduk
usia kerja yang juga diikuti dengan peningkatan penduduk usia
balita (0 - 4 tahun). Penggelembungan kelompok usia kerja mem-
perkuat fakta bahwa kota Tangerang merupakan salah satu kota
tujuan penduduk usia kerja dari berbagai wilayah di Indonesia
untuk memperoleh kesempatan kerja.

Gambar 2.8.
Paramida Penduduk Kota Tangerang, 2010
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Sumber : BPS Kota Tangerang, 2011b

Sebagai tempat tujuan migrasi, kota Tangerang tidak terlepas
dari berbagai permasalahan kemiskinan. Pada kurun waktu tahun
2003-2010, tingkat kemiskinan di kota Tangerang cenderung fluk-
tuatif. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 dan 2007
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(Lihat Gambar 2.9). Fluktuasi tersebut merefleksikan tingkat ke-
rentanan penduduk kota Tangerang khususnya yang berada di
atas garis kemiskinan dan mudah menjadi miskin kembali jika
terjadi ketidakstabilan ekonomi.

Gambar 2.9.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang, 2003 - 2010
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Sumber : BPS, 2005; BPS 2006; Bappeda Kota Tangerang, 2009; BPS Kota
Tangerang, 2010;

Dilihat dari sebaran penduduk miskin, konsentrasi keluarga
miskin terbesar terdapat di kecamatan Neglasari yang mencapai
4.968 KK dan diikuti kecamatan Karawaci dan Ciobodas (Bappeda
Kota Tangerang, 2009a). Jumlah keluarga miskin di kecamatan
Neglasari berbanding terbalik dengan tingkat kepadatannya. Hal
tersebut dikarenakan kemiskinan di kecamatan Neglasari tidak
terlepas dari faktor sumber daya manusia, di mana sebagian besar
penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah (BPS Kota Tange-
rang, 2010). kelurahan Mekarsari merupakan salah satu kelurahan
di kecamatan Neglasari dengan tingkat kemiskinan tertinggi di
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antara kelurahan lainnya. Mayoritas penduduk kelurahan Mekar-
sari dengan tingkat kehidupan yang kurang menguntungkan
yang mengandalkan sektor informal sebagai sumber matapenca-
harian warga. Keterbatasan tersebut menempatkan kecamatan
Neglasari dalam berbagai permasalahan kemiskinan.

¢.  Dinamika Ketenagakerjaan

Bagi pemerintah daerah kota Tangerang, penanganan masa-
lah ketenagakerjaan menjadi sangat penting mengingat kota ini
merupakan kota industri, perdagangan dan jasa serta tujuan mi-
grasi banyak tenaga kerja dari luar kota Tangerang. Berdasarkan
hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2010, jumlah pendu-
duk kota Tangerang usia kerja adalah 1.429.299 jiwa, terdiri dari
51,11 persen laki-laki dan 48, 89 persen perempuan. Dalam kurun
waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk usia kerja di kota
Tangerang cenderung memperlihatkan peningkatan secara signi-
fikan dengan rata-rata laju perubaan mencapai 10, 25 persen per
tahun (Lihat Tabel 2.2). Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah
angkatan kerja antara tahun 2007 dan 2010 yang mencapai lebih
dari 18 persen per tahun, Peningkatan tersebut juga sejalan dengan
tingkat partisipasi angkatan kerja dari 55,90 persen (2005) menjadi
69,16 persen (2010). Peningkatan kesempatan kerja di kota Tange-
rang tidak terlepas dari pembangunan ekonomi wilayah Tange-
rang sebagai kota perdagangan dan perindustrian,

Tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Tangerang menu-
rut jenis kelamin cenderung memperlihatkan keadaan yang sedi-
kit berbeda. Perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan ker-
ja lebih rendah dibanding laki-laki. Namun demikian, dalam ku-
run waktu tiga tahun terakhir (2008 - 2010), tingkat partisipasi
angkatan kerja perempuan memperlihatkan kecenderungan
peningkatan sebesar 3,2 persen. Sedangkan laki-laki di kota Ta-
ngerang memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang
fluktuatif, yaitu meningkat dari tahun 2008 - 2009 dan menurun
sebesar 1,6 persen di tahun 2010, Dengan kata lain, dapat diasum-
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sikan bahwa penurunan partisipasi angkatan kerja laki-laki meng-
indikasikan penyempitan kesempatan kerja laki-laki dan terbuka-
nya peluang perempuan untuk memasuki pasar kerja.

Tabel 2.2.
Perkembangan Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Kota Tangerang, 2005 - 2010

- AngkatalrlF ieia (Jiwa) TPAK TPT Perubahan
Bekerja Belk:rja Jumlah | (persen) (persen) |  (persen)
2005 490285 | 122.571 | 612.856 55,90 20,00
2006 543793 | 119.069 | 662.862 59,70 17,96 | 8.16
2007 543704 | 139.587 | 683.291 58,24 20,43 3.08
2008 620.578 84.443 | 705.021 65,79 18.62 3.18
2009 705,412 | 130,122 | 835,534 68.51 15.57 18.51
2010 849,324 | 139,306 | 988,630 69.16 14.09 18.32
Rata-rata perubahan/tahun 10.25

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 dan 2010
diolah Pusdatinaker

Di sisi lain, peningkatan partisipasi angkatan kerja di kota
Tangerang, tidak secara Jangsung menurunkan tingkat pengang-
guran terbuka. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran
terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan 2007. Tingkat
pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan sejak
tahun 2007 hingga 2010. Meskipun demikian, tingkat penganggur-
an terbuka di kota Tangerang memperlihatkan kecenderungan
penurunan, tetapinilai tersebut masih lebih tinggi daripada ting-
kat pengangguran terbuka Indonesia (7,14 persen) dan provinsi
Banten (13,68 persen). Tingginya tingkat pengangguran terbuka
tidak terlepas dari fleksibelitas pasar kerja di kota Tangerang. Se-
bagai kota penyangga metropolitan dan kota industri, kota Tange-
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rang memiliki peluang kesempatan kerja yang cukup besar se-
hingga memudahkan seseorang pencari kerja untuk menunggu
memperoleh kesempatan pekerjaan. Di sisi lain, animo masyara-
kat lokal untuk mencari pekerjaan di luar kota Tangerang terma-
suk rendah karena relatif mudahnya memperoleh kesempatan
kerja di daerah ini.
Gambar 2.9.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut
Jenis Kelamin di Kota Tangerang 2008 - 2010 (Persen)
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Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008, 2009, 2010
diolah Pusdatinaker

Dilihat dari jenis kelamin, di kota Tangerang tingkat pe-
ngangguran perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-
laki. Sebelum tahun 2010, tingkat pengangguran laki-laki dan
perempuan cenderung tinggi yaitu lebih dari 10 persen. Pada ta-
hun 2010 tingkat pengangguran perempuan sangat tinggi diban-
ding dua tahun sebelumnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada laki-
laki, yaitu tingkat pengangguran laki-laki (201 0) jauh lebih rendah
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua hal tersebut menun-
jukkan fakta adanya perbedaan kesempatan kerja antara laki-laki
dan perempuan.
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Gambar 2.8.

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan dan Jenis

Pekerjaan di Kota Tangerang, Tahun 2008, 2009 dan 2010
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Sebelum tahun 2010, laki-laki dan perempuan mengalami

pemasalahan dalam memperoleh ketersediaan pekerjaan. Krisis
global yang terjadi di awal tahun 2008 juga mempengaruhi kesem-
patan kerja di Indonesia, khususnya kota Tangerang. Dominasi
kesempatan kerja kota Tangerang berada pada sektor industri
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pengolahan tentunya sangat mempengaruhi peluang kesempatan
kerja. Pemulihan perekonomian global yang semakin membaik
di awal tahun 2010 kembali meningkatkan peluang kesempatan
kerja di kota Tangerang.

Sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa kema-
syarakatan merupakan tiga sektor utama yang menyerap tenaga
kerja terbesar di Kota Tangerang. Tenaga kerja laki-laki bekerja
di ketiga prioritas pembangunan ekonomi tersebut, sedangkan
tenaga kerja perempuan umumnya terserap hanya di sektor per-
dagangan danjasa kemasyarakatan, khususnya di sektor ekonomi
perdagangan dan jasa informal. Padahal, kesempatan kerja di
ekonomi informal sangat dekat dengan kemiskinan dilihat dari
tidak adanya jaminan dan kepastian kerja, rendahnya pendapat-
an, minimnya keselamatan dan keamaan bekerja. Maka tidak
mengherankan jika kaum perempuan di ekonomi informal cende-
rung menjadi pekerja miskin (working poor).

Dilihat dari perkembangan jenis pekerjaan, antara tahun
2008-2010 tidak terlihat perbedaan yang mencolok. Tenaga pro-
duksi, operator dan pekerja kasar merupakan jenis pekerjaan yang
paling banyak menyerap tenaga kerja di kota Tangerang. Selain
itu, jenis pekerjaan lainnya yang cukup banyak di kota Tangerang
adalah tenaga penjualan. Berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan
tidak memperlihatkan pola kecenderungan yang berbeda, yaitu
tenaga produksi, operator dan pekerja kasar masing-masing men-
capai 49,85 persen untuk laki-laki dan 42,72 persen untuk perem-
puan. Penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang masih didomi-
nasi tenaga kerja dengan tingkat keahlian rendah (unskill) laki-
laki maupun perempuan. Jenis pekerjaan tersebut relatif membu-
tuhkan ketekunan dibandingkan dengan ketetampilan dalam be-
kerja. Dominannya pekerja yang terlibat pada jenis pekerjaan ter-
sebut menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM)
di kota Tangerang cenderung rendah di mana kualitas SDM tena-
ga kerja laki-laki lebih rendah dibanding perempuan.
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2.4. Penutup

Struktur perekonomian dan ketenagakerjaan merupakan
dasar penentuan arah pembangunan suatu wilayah. Struktur per-
ekonomian sangat dipengaruhi oleh ciri dan perkembangan suatu
wilayah. Pada umumnya, perekonomian perkotaan didominasi
oleh sektor tersier, namun tidak terlepas pengaruh perkembangan
sektor sekunder, seperti industri pengolahan. Kota Surakarta dan
kota Tangerang merupakan pusat pengembangan jasa perdagang-
an dan industri pengolahan. Kota surakarta dikenal dengan pusat
kerajinan batik, sedangkan kota Tangerang sebagai pusat berbagai
macam industri besar maupun kecil. Keberadaan keberagaman
_industri tersebut membuka kesempatan kerja di berbagai sektor
lainnya, seperti perdagangan, perhotelan dan restoran, pengang-
kutan dan komunikasi serta jasa kemasyarakatan.

Besarnya kontribusi pembangunan ekonomi pada sektor-
sektor tersebut menyebabkan gejolak perekonomian global yang
terjadi sekitar tahun 2007 mempengaruhi laju pertumbuhan per-
ekonomian kedua wilayah. Letak geografis perkotaan juga mem-
pengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kota Tangerang sebagai
kota penyangga metropolitan Jakarta sudah sepantasnya memiliki
laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat kedekatan
lokasinya dengan aktivitas ekonomi metropolitan.

Kondisi demografi menjadi faktor penting sebagai dasar pe-
rencanaan pembangunan suatu wilayah. Penduduk adalah kom-
ponen penting dan mementukan jalannya proses pembangunan.
Penduduk perkotaan tidak terlepas dari permasalahan jumlah,
distribusi dan komposisi. Secara umum, kedua lokasi penelitian
merupakan kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Bahkan
kepadatan kota Tangerang menduduki peringkat keenam dari
Kkota-kota besar di Indonesia. Mayoritas penduduk perkotaan ber-
usia produktif yaitu berumur lebih dari 15 tahun. Besarnya pro-
porsi penduduk berusia 15 - 30 tahun sangat dipengaruhi faktor
perpindahan penduduk (migrasi).
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Kota Tangerang merupakan tujuan migrasi dari berbagai

ningkatan antara tahun 2006 dan 2010, , ('ken]a-
dikan problematlka perkotaan dalam upaya pemngkatan kese]ah—
teraan dan pengentasan kemiskinan. L

" Struktur ketenagaker]aan se]atmya men]adl dasar pert m:
bangan dalam menentukan program ¢ danarah pembangunan eko-
nom' khususnya upaya penggurangan kermskman Hal tersebut

Surak‘karta maupun di kota Tangerang

.., Namun perlu menjadi catatan pentmg bahwa kema)uan di
sektor tersebut perlu dldukung oleh ketersedlaan tenaga keI]a
yang| berkualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana ekonorm
yang kondusif (termasuk kebljakan ekonorm) Kondis' ini diakui
masih menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh . sebaglan
besar wilayah perkotaan di Indonesia (termasuk kota Surakarta
dan Tangerang). Maka untuk mengoptlmalkan segala potensi
yang dimiliki daerah, perlu kiranya dalam menentukan arah dan
kebl]akan disesuaikan dengan kond151 dan kebutuhan masyara-
kat, terutama mema]ukan kegiatan ekonomi mformal
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BAB III

DINAMIKA PEKERJAAN EKONOMI INFORMAL
PERKOTAAN

Oleh: Devi Asiati

3.1. Pendahuluan

Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi aspek yang
cukup serius bagi Indonesia. Sampai saat ini, tingginya tingkat
pengangguran sebagai akibat keterbatasan kesempatan kerja, ma-
sih menjadi permasalahan klasik ketenagakerjaan di Indonesia.
Kondisi ini diiringi oleh kualitas tenaga kerja yang relatif masih
rendah sehingga tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya mam-
pu mengisi lapangan pekerjaan yang memerlukan kualifikasi ter-
tentu. Selanjutnya, permasalahan ketenagakerjaan Indonesia tidak
berhenti pada ketidakseimbangan antara permintaan dan pena-
waran kesempatan kerja, tetapi tenaga kerja yang sudah terserap
di pasar kerjapun masih menghadapi beberapa masalah, seperti
tingkat kesejahteraan, keamanan pekerjaan yang masih rendah,
dan jam kerja yang melebihi standar kelayakan.

Kondisi ketenagakerjaan tersebut dialami oleh kebanyakan
tenaga kerja yang bekerja di ekonomi informal yang cenderung
dekat dengan kondisi kemiskinan dan jauh dari kondisi pekerjaan
layak. Ironisnya, ekonomi informal berperan penting dalam me-
nyediakan kesempatan kerja bagi mayoritas tenaga kerja Indo-
nesia. Hingga saat ini, ekonomi informal di Indonesia mampu
menyediakan kesempatan kerja bagi sekitar 70 persen tenaga
kerja. Sifat pekerjaan yang mudah dimasuki atau ‘easy to entry’
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dan umumnya dengan kualifikasi tenaga kerja yang relatif rendah
menjadikan ekonomi informal sebagai andalan bagi tenaga kerja
untuk bekerja, terutama di daerah perkotaan.

Pada realitasnya, ekonomi informal terus bertahan hidup
karena beberapa alasan, yaitu: (1) ekonomi informal menyediakan
mekanisme bertahan hidup (survival) pada saat krisis; (2) Ekonomi
informal merupakan batu loncatan untuk masuk ke sektor formal;
(3) Ekonomi informal memberikan jalan untuk mendapatkan pen-
dapatan yang lebih tinggi. Misalnya pada beberapa kasus permin-
taan tenaga kerja cukup tinggi untuk jenis keahlian yang hanya
dimiliki oleh pekerja rumahan dari pada mereka yang bekerja di
sektor formal;(4) Ekonomi informal memberi kesempatan wira-
usaha dan pendirian usaha baru tanpa terkekang oleh regulasi
Negara (ILO, 2010). Artinya, sebagai sektor ekonomi yang sangat
potensial dalam menyediakan kesempatan kerja maka sepantas-
nya perhatian terhadap upaya memperbaiki kondisi pekerjaan
ekonomi informal perlu menjadi prioritas pembangunan ketena-
gakerjaan di Indonesia.

Bagian ketiga dalam buku ini menguraikan dinamika peker-
jaan di ekonomi informal daerah perkotaan dengan kasus di kota
Surakarta dan Tangerang. Pembahasan dalam bagian ini difokus-
kan pada empat hal, yaitu struktur pekerjaan ekonomi informal,
pendapatan dan jam kerja, perlindungan kerja dan pemberdayaan
pekerja. Pembahasan kajian dilakukan dengan memperhatikan
kelayakan suatu pekerjaan berdasarkan indikator-indikator pe-
kerjaan layak yang telah dikembangkan. Data yang digunakan
gabungan data kualitatif dan kuantitaf. Data kuantitatif berasal
dari hasil survei terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan
angkatan kerja yang bekerja pada ekonomi informal. Survei telah
dilakukan terhadap 305 rumah tangga pekerja ekonomi informal
di kota Surakarta dan Tangerang. Sedangkan data kualitatif di-
peroleh dari hasil wawancara dengan pekerja ekonomi informal
dan narasumber terkait di kota Surakarta dan Tangerang.
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3.2. Struktur Pekerjaan Ekonomi Informal

Ekonomi informal merupakan kegiatan yang berperan pen-
ting dalam menyediakan kesempatan kerja di Indonesia. Sekitar
duapertiga tenaga kerja bekerja di ekonomi informal dan kontri-
businya cukup besar terhadap total pekerjaan dan berperan me-
ngurangi tingkat pengangguran. Ekonomi informal diidentifikasi
sebagai pekerjaan yang mudah dimasuki kapan saja, mengguna-
kan sumberdaya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi
skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sekolah
formal dan tidak diatur dalam pasar kompetitif (ILO, 2010). Kon-
sep ekonomi informal di negara berkembang meliputi kegiatan
ekonomi yang dibayar atau tidak dibayar, kegiatan yang berkaitan
pekerjaan rumah tangga dan kegiatan illegal, sebagian besar
disebabkan olah tidak terogranisir dan tidak ada aturan hukum
(Evan Melvins, 2006).

Lapangan Pekerjaan

Pembahasan mengenai lapangan pekerjaan dapat menggam-
barkan kondisi kesempatan kerja sektoral yang dikelompokkan
pada tujuh sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan, listrik,
gas dan air, bangunan, perdagangan dan restoran, angkutan, per-
gudangan dan komunikasi dan jasa kemasyarakatan. Pada ham-
pir semua sektor ekonomi terdapat pekerja informal, seperti per-
dagangan, jasa, industri dan bangunan. Pada sektor perdagangan,
pekerja informal mencakup pedagang pasar, pedagang warung
sampai pedagang asongan. Pada sektor jasa, pekerja informal
mencakup pekerja bengkel, tukang servis dan sebagainya. Di sek-
tor industri, pekerja informal mulai dari industri kecil dan rumah
tangga hingga unit usaha paling kecil atau self employment. Di
sektor bangunan, seperti tukang bangunan yang bekerja sendiri
sedangkan di sektor angkutan, kegiatan ekonomi informal menca-
kup sopir taksi, ojek dan sebagainya. Pekerjaan di sektor perda-
gangan dan restoran merupakan pekerjaan yang banyak dilaku-
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kan oleh pekerja ekonomi informal, baik di Kota Surakarta mau-
pun Tangerang.

Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang paling
banyak menyerap pekerja ekonomi informal. Berdasarkan hasil
survei, sebanyak 45,7 persen responden pekerja ekonomi informal
bekerja di sektor perdagangan, diikuti sektor jasa kemasyarakatan
sebesar 23,9 persen dan industri pengolahan sebanyak 15,4 persen
(Grafik 3.1a). Pada umunmnya pekerjaan informal di sektor perda-
gangan yang banyak dilakukan adalah usaha perdagangan skala
kecil, seperti kegiatan berjualan di warung, berdagang keliling
atau berdagang di pasar setempat. Di kota Surakarta Pemda me-
nyediakan lokasi tertentu bagi pedagang untuk berusaha. Sektor
perdagangan memberi peluang untuk berkembangnya usaha di
sektor industri makanan, seperti yang terjadi di kelurahan Sudi-
roprajan. Usaha rumah tangga membuat makanan atau jajanan
banyak dilakukan oleh masyarakat Sudiroprajan. Biasanya mere-
ka menjual makanan tersebut pada pedagang lain yang mangkal
di lokasi-lokasi tertentu di kota Surakarta.

Ekonomi informal merupakan sumber penyedia utama pe-
kerjaan bagi hampir sebagian besar kaum perempuan di lokasi
penelitian. Hasil survei dalam kajian ini menemukan bahwa ke-
giatan ekonomi yang banyak dilakukan perempuan adalah berda-
gang (49,5 persen). Kegiatan ekonomi informal di sektor perda-
gangan identik dengan pelaku ibu rumah tangga karena kegiatan
tersebut umumnya dilakukan di sekitar tempat tinggal, sambil
melakukan berbagai tugas pekerjaan rumah tangga.

Perempuan juga banyak terlibat pekerjaan di sektor industri
pengolahan (28,4 persen). Namun demikian jenis kegiatan peker-
jaan yang dilakukan juga tidak jauh dari status mereka sebagai
pekerja informal. Di salah satu lokasi penelitian (Kelurahan Se-
manggi) terdapat berbagai jenis industri kecil/rumah tangga,
seperti industri konveksi, industri pembuat kue, industri pembuat
‘kok’ bulu tangkis, industri kain pantai atau ‘nyeliwir’. Hal ini
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berarti tersedia berbagai kesempatan kerja untuk masyarakat di
sekitarnya, terutama perempuan. Hampir sebagian besar ibu ru-
mah tangga melakukan pekerjaan ‘nyeliwir’ di rumah, yaitu mem-
buat rumbai pada pinggiran kain pantai. Menurut mereka, kegiat-
an tersebut merupakan pekerjaan sambilan sebagai pengisi waktu
santai di rumah setelah selesai melakukan pekerjaan rumah
tangga. Sesuai definisi, kegiatan tersebut termasuk pekerjaan ka-
rena mendapat imbalan upah dari pekerjaan tersebut.

Gambar 3.1a
Pekerja Sektor Informal menurut Lapangan Pekerjaan
di Kota Surakarta

Jasa kemasyarakatan

Angkutan, pergudangan dan
komunikasi

Perdagangan dan restoran

Bangunan

Listrik, air dan gas

Industripengolahan

Pertanian

0.0 100 200 30.0 400 500 60.0

EL+P OP BL

Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011
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Grafik 3.1b:
Pekerja Sektor Informal menurut Lapangan Pekerjaan
Kota Tangerang
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Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

Seperti halnya kota Surakarta, mayoritas responden pekerja
ekonomi informal di kota Tangerang juga bekerja di sektor per-
dagangan, yaitu sebesar 57,2 persen, diikuti sektor angkutan sebe-
sar 17,8 persen dan jasa kemasyarakatan sebesar 12,5 persen (Gra-
fik 3.1b). Perdagangan skala kecil seperti berjualan di warung
atau pasar adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masya-
rakat di lokasi penelitian di kota Tangerang. Berdasarkan jenis
kelamin, perempuan lebih banyak terlibat pekerjaan di sektor
perdagangan (78,5 persen). Dibanding laki-laki, selain berjualan
di rumah, perempuan juga banyak berdagang di pasar atau di
tempat yang menetap maupun berpindah. Responden di kota Ta-
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ngerang juga banyak melakukan pekerjaan di sektor angkutan,
terutama oleh laki-laki (35.5 persen). Baiknya aksesbilitas sarana
dan prasarana transportasi yang tersedia dari dan ke lokasi pene-
litian, menyebabkan mobilitas penduduk cukup tinggi dan hal
ini memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk
bekerja di sektor transportasi. Pekerjaan sebagai sopir angkutan
maupun tukang becak dan ojek banyak dilakukan oleh responden
di Tangerang.

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan dikelompokkan atas pejabat, tenaga profe-
sional, teknisi, tenaga tata usaha, tenaga jasa dan tenaga penjualan,
tenaga usaha pertanian, operator, pekerja kasar dan unsur keta-
hanan. Berdasarkan jenis pekerjaan, pekerjaan kasar lebih banyak
dilakukan oleh responden di Surakarta (39 persen), diikuti dengan
tenaga penjualan (31 persen) dan tenaga pengolahan (20 persen).
Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak melakukan
pekerjaan sebagai tenaga usaha penjualan (42 persen) dan tenaga
pengolahan (23 persen). Sementara sebagai pekerja kasar banyak
dilakukan oleh laki-laki (42 persen) (Grafik 3.2a).

DiSurakarta, penduduk yang tinggal di lokasi penelitian ter-
libat beberapa jenis pekerjaan seperti pedagang (asongan, barang
rongsokan, warungan), buruh lepas, jumputan (makloon), tukang
jahit, tukang pijit dan lain sebagainya. Pekerjaan sebagai pedagang
makanan/minuman atau warung yang menjual kebutuhan se-
hari-hari di sekitar tempat tinggal atau di depan rumah lebih ba-
nyak dilakukan oleh penduduk di Kelurahan Sudiroprajan dan
Kelurahan Semanggi. Sebagai contoh, di Kelurahan Semanggi ada
19 warung pada satu wilayah Rukun Tetangga (RT).
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Grafik 3.2a:
Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Pekerjaan
di Kota Surakarta
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Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Kaum perempuan umumnya melakukan kegiatan perda-
gangan di sekitar tempat tinggal (warung rumahan). Sementara,
kaum laki-laki biasanya berjualan di luar tempat tinggal, seperti
pedagang keliling atau pedagang kaki lima yang mangkal di tem-
pat tertentu yang telah diatur oleh pemerintah setempat.® Dilokasi
tertentu yang ditetapkan oleh Pemda Surakarta sebagai ruang
ekonomi bagi pedagang kaki lima (PKL) disediakan fasilitas

3 Lihat Surat Keputusan (SK) Walikota Surakarta yang merupakan petunjuk
pelaksanaan Perda No 3/2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
(PKL) di kota Surakarta.
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antara lain, 1) Shelter atau bangunan terbuka bagi pedagang untuk
berjualan, seperti di dekat Stadion Manahan dan di Pedaringan;
2) Gerobagnisasi, yaitu menyediakan tempat berjualan (gerobak)
bagi pedagang khususnya pedagang makanan, seperti di Galabo.
Pada siang hari lokasi Galabo diperuntukkan bagi PKL sedang
pada malam hari ditempati oleh pedagang makanan/kuliner de-
ngan menutup jalan agar pembeli dapat menikmati makanan sam-
bil lesehan tanpa terganggu oleh kendaraan yang lewat. 3) Tenda,
yaitu menyediakan tenda bagi pedagang untuk berjualan pada
lokasi tertentu ; 4) Relokasi, yaitu memindahkan pedagang ke
tempat yang telah disediakan untuk PKL, seperti relokasi PKL
dari Tugu Pahlawan ke pasar Notoharjo.

Pengaturan tempat berdagang dan penyediaan sarana dan
prasarana berdagang memberi kemudahan bagi masyarakat
untuk berjualan dengan rasa aman tanpa ada kekhawatiran untuk
digusur. Di samping itu, adanya pengaturan waktu berjualan
memberi keleluasaan bagi pedagang untuk mempersiapkan da-
gangan dan istirahat bersama keluarga. Beberapa pedagang yang
tinggal di kelurahan Sudiroprajan dan Semanggi memanfaatkan
kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah. Mereka memiliki
akses untuk menjangkau lokasi yang telah ditentukan untuk PKL
tersebut karena tempat tinggal mereka berada di pusat kota.

Diantara banyak pekerjaan ekonomi informal, bekerja seba-
gai pangumpul barang rongsokan banyak dilakukan oleh pendu-
duk di kelurahan Semanggi. Masyarakat menjual barang rong-
sokan pada pengumpul yang ada di Semanggi, seperti kulkas,
AC, radio, televisi, ban bekas, besi bekas, dan barang lainnya.
Barang rongsokan juga diperoleh dengan membeli dari perkan-
toran dengan cara memborong barang peralatan kantor yang tidak
dipakai, atau dari bengkel. Barang rongsokan tersebut selanjutnya
di jual ke Pasar Notoharjo yang lokasinya berada di wilayah Ke-
lurahan Semanggi. Hal ini merupakan salah satu faktor banyak-
nya masyarakat yang melakukan pengumpulan barang rongsok-
an. Barang rongsokan dijual di Pasar Notoharjo pada waktu pagi
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hari dengan menggelar ‘lapak’ sebelum kios-kios dibuka pukul 9
pagi. Salah seorang informan di Semanggi mengungkapkan
bahwa pendapatan dari penjualan barang rongsokan cukup besar
sehingga pekerjaan tersebut dianggap layak.

Pekerjaan sebagai tenaga usaha jasa banyak dilakukan oleh
masyarakat di kelurahan Semanggi kota Surakarta yaitu sebagai
tukang jahit yang bekerja menerima jahitan atau menerima pe-
kerjaan ‘nyeliwir’ kain pantai yang dikerjakan di rumah (sistem
makloon). Pekerjaan tersebut lebih banyak dilakukan oleh ibu-
ibu rumah tangga yang menganggapnya sebagai pekerjaan sam-
bilan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 42 persen te-
naga usaha jasa dan penjualan dilakukan oleh perempuan, dan
laki-laki hanya 23 persen. Pekerjaan jasa lainnya yang dilakukan
adalah sebagai tukang pijat. Pekerjaan pemijatan ini semakin
berkembang setelah adanya pelatihan yang dilakukan oleh salah
seorang tukang pijat (Bp. S) terhadap masyarakat sekitar yang
berminat. Pelatihan dilakukan sambil mempekerjakan mereka
sebagai tukang pijat pada panti pijat yang dimilikinya. Selain tu-
kang pijat, kegiatan sebagai tukang salon juga menjadi pekerjaan
sebagian masyarakat di kelurahan Semanggi. Berkembangnya
salon kecantikan di kelurahan ini tidak terlepas dari adanya penu-
tupan lokalisasi ‘Silir’ yang berlokasi di wilayah Semanggi.

Di Kota Tangerang, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan
oleh responden pekerja ekonomi informal adalah sebagai pekerja
kasar (44 persen), tenaga usaha jasa dan penjualan (36 persen)
dan tenaga pengolahan (12 persen) (Grafik 3.2b). Seperti halnya
di kota Surakarta, pekerjan yag sifatnya kasar didominasi oleh
laki-laki karena lebih mengandalkan tenaga yang kuat. Sementara
perempuan mendominasi pekerjaan sebagai tenaga penjualan di
sektor perdagangan.
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Grafik 3.2b
Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Pekerjaan
di Kota Tangerang
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Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

Status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam mela-
kukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dalam kaji-
an ini mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang
membagi status pekerjaan menjadi 7 kelompok, yaitu: 1) berusaha
sendiri, 2) berusaha dibantu buruh tidak dibayar, 3) berusaha
dibantu buruh tetap/dibayar, 4) buruh/karyawan/pegawai, 5)
pekerja bebas pertanian, 6) pekerja bebas non pertanian dan 7)
pekerja tidak dibayar. Analisis mengenai status pekerjaan respon-
den dapat digunakan untuk melihat sifat pekerjaan pada sektor-
sektor tertentu. Di sektor tradisional atau ekonomi informal, status
pekerja meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak
tetap/ dibantu anggota rumah tangga, pekerja tidak dibayar/ pe-
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kerja keluarga tanpa upah, pekerja bebas pertanian dan pekerja
bebas non pertanian. Sementara pada sektor modern atau sektor
formal status pekerja meliputi berusaha dibantu buruh tetap dan
status buruh (termasuk didalamnya pagawai/karyawan, baik
negeri maupun swasta) (Manning, 1982:23, dikutip oleh Daliyo,
2009). Dalam studi ini, mereka yang berstatus sebagai buruh pada
ekonomi informal dikategorikan sebagai pekerja informal, seperti
buruh usaha perkayuan pada sektor industri yang hanya melaku-
kan aktifitas apabila tersedia bahan baku kayu.

Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar pekerja eko-
nomi informal di kota Surakarta berstatus berusaha sendiri (34
persen), dan sebagai pekerja bebas non pertanian (31 persen). Kon-
disi ini memperkuat fakta bahwa pekerja ekonomi informal meru-
pakan pekerja mandiri. Berusaha sendiri umumnya dilakukan
pada usaha perdagangan dan jasa. Pekerja bebas non pertanian
adalah pekerjaan yang dilakukan jika ada pesanan atau disebut
juga dengan pekerjaan serabutan, seperti tukang bangunan, tu-
kang servis dan sebagainya. Pekerja bebas non pertanian cukup
menonjol dilakukan oleh perempuan, terutama mereka yang me-
nerima pesanan konveksi untuk dikerjakan di rumah. Hal yang
cukup menarik adalah pekerja sektor informal yang bekerja seba-
gai buruh cukup besar, yaitu sebesar 18 persen. Meskipun status
sebagai buruh digolongkan sebagai pekerja formal, tetapi dalam
hal ini mereka termasuk sebagai pekerja infomal. Hal ini disebab-
kan mereka adalah buruh pada pekerjaan informal yang tidak
ada kepastian keberlanjutan usaha, seperti buruh industri roti ska-
la rumah tangga, yang banyak dilakukan oleh responden di dae-
rah penelitian di kota Surakarta.
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Grafik 3.3a
Pekerja Sektor Informal Menurut Status Pekerjaan
di Kota Surakarta
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Grafik 3.3b
Pekerja Sektor Informal Menurut
Status Pekerjaan di Kota Tangerang

mL+P
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tetap/buruh tdk dibayar
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Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)
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Pada kasus di kota Tangerang, pekerja informal yang bersta-
tus berusaha sendiri proporsinya relatif besar, yaitu hampir 60
persen. Berusaha sendiri lebih menonjol dilakukan oleh perem-
puan (69 persen) dibandingkan laki-laki (52 persen). Berusaha
sendiri banyak dilakukan pada pekerjaan sektor perdagangan,
seperti berjualan di sekitar tempat tinggal atau pasar, pekerjaan
di sektor angkutan sebagai sopir, tukang becak, ojek dan pekerjaan
sektor jasa yang menawarkan jasa, seperti tukang servis. Selain
status bekerja sendiri, pekerja bebas non pertanian juga cukup
banyak dilakukan oleh pekerja informal di Tangerang, seperti bu-
ruh serabutan di sektor bangunan dan jasa.

Pekerjaan yang dilakukan sendiri sangat menonjol pada pe-
kerjaan ekonomi informal. Hal ini terkait dengan kondisi paska
krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Data empiris
menunjukkan bahwa pekerjaan sektor informal meningkat setelah
krisis ekonomi, terutama antara 1998-2003 sebagai dampak penu-
runan produksi di sektor perbankan perkotaan, manufaktur dan
konstruksi (Nazara, dalam ILO. 2010). Selama krisis, terjadi per-
pindahan pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal, bahkan
sektor ekonomi informal tidak hanya mampu bertahan malah ber-
kembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari faktor permintaan dan
penawaran. Selama krisis, pendapatan riil turun sehingga terjadi
pergeseran permintaan masyarakat dari barang sektor formal ke
sektor informal. Sebagai contoh sebelum krisis pegawai kantoran
kelas menengah ke atas makan siang di restoran mahal, setelah
krisis mereka mengubah kebiasaan makan ke tempat makan seder-
hana susaha sektor informal yang umumnya merupakan usaha
perorangan (Direktorat Ketenagakerjaan dan Analis Ekonomi,
tanpa tahun). Elastisitas pekerjaan terjadi pada masa krisis sebagai
akibat biaya sosial (social cost) dari krisis dan peningkatan jumlah
masyarakat miskin secara tajam (Nazara, dalam ILO. 2010).
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3.3. Pendapatan dan Jam Kerja Ekonomi Informal
Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kesejahteraan pekerja. Kecukupan pendapatan merupakan
hal yang penting untuk mencapai kesejahteraan dan pencapaian
pekerjaan layak. Pendapatan yang diterima pekerja adalah upah
atau penghasilan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan.
Semakin besar pendapatan atau upah yang diterima pekerja men-
cerminkan bahwa pekerjan yang dilakukan dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Pendapatan dapat dilihat berdasarkan jenis,
lapangan dan status pekerja serta perbandingan dengan tingkat
upah minimum regional (UMR) yang berlaku.

Berdasarkan hasil survei, pada Tabel 5.1 dapat diketahui bah-
wa rata-rata pendapatan pekerja ekonomi informal di Tangerang
(Rp.1.117.098) lebih besar dibanding pekerja informal di Surakarta
(Rp. 791.565,79). Pendapatan pekerja informal di kedua lokasi ter-
sebut lebih rendah dibanding besarnya UMR tahun 2011, baik
untuk kota Tangerang (UMR = Rp. 1.250.000) maupun Kota Sura-
karta (UMR = Rp. 826.525). Artinya meskipun ekonomi informal
mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, namun tidak demi-
kian dengan sumbangannya terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat bukti bahwa tingkat
pendapatan yang cenderung rendah merupakan salah satu ciri
pekerjaan ekonomi informal sehingga cenderung lebih dekat de-
ngan kemiskinan.

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata pendapatan responden
laki-laki di Surakarta lebih besar dibandingkan perempuan, seba-
liknya di Tangerang rata-rata pendapatan responden perempuan
lebih besar dibandingkan laki-laki (Tabel 3.1). Di Kota Solo alterna-
tif pekerjaan untuk laki-laki lebih banyak sehingga mereka dapat
melakukan pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama, seperti
berdagang sambil menjadi tukang ojek atau mengumpulkan ba-
rang rongsokan. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengaturan
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pedagang kaki lima pada lokasi dan waktu tertentu, seperti di
Galabo. Sementara perempuan kebanyakan bekerja di rumah,
seperti menerima pesanan atau makloon kain pantai di rumah.
Pendapatan yang diperoleh ibu-ibu dari pekerjaan makloon ter-
gantung banyaknya jumlah kain yang dibawa dan dikerjakan di
rumah. Bagi mereka pekerjaan makloon kain pantai dianggap
sebagai sampingan sambil mengisi waktu luang di rumah sehing-
ga mereka melakukannya tanpa mengejar target banyak agar
mendapat pendapatan yang lebih besar. Berbeda dengan Sura-
karta, di Tangerang kesempatan kerja laki-laki relatif sedikit dan
persaingan kesempatan kerja yang ada cukup ketat. Sebagai kota
satelit DKI Jakarta, kesempatan kerja yang ada di Tangerang juga
menjadi incaran bagi pencari kerja dari daerah Jakarta dan sekitar-
nya. Sementara itu, kesempatan kerja di pabrik banyak dimasuki
oleh perempuan. Pendapatan perempuan yang beketja sebagai
buruh cukup besar, yaitu rata-rata Rp. 1.000.000,-, dua kali lebih
besar dibandingkan pendapatan sebagai buruh di Kota Surakarta
(Tabel 3.1)

Pendapatan responden yang paling besar diperoleh oleh
pemilik usaha informal, terutama yang berusaha dibantu tenaga
kerja atau buruh tetap. Kondisi ini terjadi baik di kota Surakarta
(Rp. 1.564.286,) maupun Tangerang (Rp. 1.565.000,-). Di kota Su-
rakarta, pendapatan responden terbesar kedua dimiliki oleh me-
reka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap (Rp. 1.165.263,-),
diikuti pendapatan mereka yang bekerja sendiri (Rp. 898.235,-).
Sementara di Kota Tangerang, pendapatan responden yang ber-
usaha sendiri (Rp. 1.072.593,-) sedikit lebih besar dibandingkan
pendapatan responden yang berusaha dengan buruh tidak tetap
(Rp. 1.046.667) (Tabel 5.1). Tingginya pendapatan yang diperoleh
pekerja dengan status berusaha dibantu buruh baik tetap maupun
tidak tetap dapat dipahami mengingat mereka adalah pengusaha
dan pemilik modal meskipun pada pekerjaan ekonomi informal.
Selanjutnya pendapatan responden yang berusaha sendiri di kota
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Tangerang cukup besar (Rp 1.072.593,-). Kemungkinan mereka
adalah pedagang yang berjualan di pasar baik menetap maupun
berpindah dari pasar ke pasar lainya sesuai hari pasarnya.
Selanjutnya berdasarkan jenis pekerjaan, pendapatan terbe-
sar yang diperoleh pekerja di Surakarta adalah mereka yang be-
kerja sebagai tenaga teknisi (Rp. 3.000.000), diikuti oleh mereka
yang bekerja sebagai tenaga penjualan dan jasa (Rp. 932.979). Se-
mentara di Tangerang pendapatan terbesar diperoleh mereka
yang bekerja sebagai tenaga penjualan (Rp. 1.755.272). Pendapatan
sebagai tenaga penjualan di sektor perdagangan kelihatannya cu-
kup memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai contoh
kasus di kelurahan Semanggi Surakarta, seorang bapak A berda-
gang makanan gorengan dan minuman di depan rumah mulai
jam 7 sampai jam 11 malam. Selama 4 jam, Bapak A memperoleh
pendapatan yang cukup besar, yaitu Rp. 100.000 per hari.
Besarnya pendapatan di sektor perdagangan tidak terlepas
dari tingginya aktifitas ekonomi di sektor perdagangan dan daya
beli masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat di kota Tangerang di
mana posisinya yang berada dekat dengan kota Jakarta berpenga-
ruh pada tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan be-
sarnya permintaan terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini
menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan
sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang juga cukup besar.
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Tabel 3.1
Pendapatan Rata-Rata per Minggu Pekerja Ekonomi Informal
Surakarta Tangerang
L P L+P L P L+P

Status Pekerjaan utama

Berusaha sendiri 1.085.666,7 | 630.476,1 898.235,2 | 1.032.222,2 111.2087 | 1.072.593,4

Berusaha dibantu dg

buruh tidak tetap/buruh

tdk dibayar 1.303.636,4 975.000 1165263,2 1305454,5 762000 | 1.046.666,7

Berusaha dibantu dengan

buruh tetap/dibayar 1.564.285,7 . 1564285,7 1628571,4 1120000 1.565.000

Buruh/karyawan/pegawai 627.578,9 489.000 586518,5 887500 1000000 900.000

Pekerja bebas di

pertanian . 160.000 160000

Pekerja bebas di non

pertanian 784.440 | 264.136,3 540893,6 967142,8 646250 850.454,5

Pekerja tidak dibayar . . . - - -

Total 971..684,7 | 515.383,3 791565,7 1079651,2 1165164,2 1.117.098

Jenis Pekerjaan

Tenaga professional . 25.000 25000 800000 . 800.000

Tenaga teknisi 3.000.000 . 3000000 . .

Tenaga tata usaha . . . 150.000 150.000

Tenaga usaha jasa

(penjaga toko dan

pedagang pasar) 1.219.583,3 633.913 932.978,7 | 2.002.857,1 | 1.602.352,9 | 1.755.272,7

Tenaga pengolahan 923.600 | 342.933,3 633.266,6 896.000 744.444.4 824.210,5

Operator 702.727,2 . 702.727,2 828.888,8 . 828.888,8

Pekerja kasar 908.684,2 | 532.095,2 | 774.644,07 762.954,5 727.652,17 750.835,8

Anggota TNI/Polri 337.000 . 337.000

Total 971.684,7 | 515.383,3 791.565,7 | 1.079.651,2 | 1.165.164,2 1.117.098
Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)
Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan

pekerjaan dan merupakan salah satu indikator pekerjaan layak.
Jam kerja layak terkait dengan adanya keseimbangan antara wak-
tu untuk bekerja dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Ber-
dasarkan Pasal 77 ayat 1, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketena-
gakerjaan, jam kerja normal adalah bekerja selama 6 hari dalam

seminggu, dengan lama kerja 7 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam
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1 minggu. Sedangkan untuk tenaga kerja yang bekerja 5 hari
dalam 1 minggu, lama kerja 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam
1 minggu. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
akan mengurangi waktu untuk keluarga (leisure time). Keputusan
untuk bekerja ditentukan oleh opportunity cost antara tingkat upah
dan leisure time. Seseorang akan menyediakan waktu untuk
bekerja sesuai dengan tingkat upah tertentu (Ehrenberg, 1977).
Dalam kaitannya dengan kesejahteraan pekerja, jumlah jam kerja
merupakan salah satu faktor dalam menentukan tingkat
pendapatan dan produktifitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga
kerja adalah perbandingan hasil yang dicapai tenaga kerja per
satuan waktu.

Tabel 3.2
Rata-rata Jumlah Jam Kerja Seminggu yang Lalu Menurut
Status Pekerjaan
Surakarta Tangerang
L P |L+P| L P L+P

Jenis Pekerjaan -] ~ )
Tenaga professional 24 24 35 . 35
Tenaga teknisi 42 . 42 . . .
Tenaga tata usaha . 84 14 49
Tenaga usaha jasa dan 53,0 | 67,1 | 59,9 | 67,8 | 65,6 66,4
penjualan (penjaga toko

dan pedagang pasar)

Tenaga pengolahan 42,1 | 43,2 | 42,7 | 43,7 | 29,1 36,8
Operator 50 . 50 | 46,1 . 46,1
Pekerja kasar 54 | 47,9 | 51,8 | 49,2 | 43,6 | 473
Anggota TNI/Polri 50 . 50 . . .
Total 51,1 | 53,7 | 52,1 | 53 | 524 ] 52,7

Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)
Pekerja ekonomi informal rata-rata bekerja dengan jam kerja

panjang, yaitu 52 jam per minggu di Surakarta dan 52,7 jam per

minggu di Tangerang (Tabel 3.2). Jam kerja panjang merupakan
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salah satu ciri ekonomi informal yang mengindikasikan upah per
jam yang tidak memadai (ILO, 2011). Mengacu pada definisi jam
kerja normal menurut UUNo 13 Tahun 2003, hampir semua jenis
pekerjaan yang dilakukan responden pekerja informal memiliki
jam kerja di atas jam kerja normal, kecuali pekerja profesional.
Jam kerja paling panjang dilakukan oleh tenaga usaha jasa dan
penjualan, yaitu 59,9 jam per minggu di Surakarta dan 66,4 jam
per minggu di Tangerang. Pedagang makanan biasanya bekerja
dari pagi sampai malam mulai dari menyiapkan makanan pada
pagi hari dilanjutkan dengan berjualan sampai sore atau malam
hari. Jam kerja pekerja usaha jasa dan penjualan di Surakarta lebih
rendah dibandingkan Tangerang diduga terkait dengan adanya
pengaturan alokasi waktu dan tempat tertentu bagi pedagang
berjualan, seperti pasar dan jalan-jalan umum. Sebagai contoh
lokasi berjualan di Galabo, pada siang hari diisi oleh pedagang
toko dan malam hari untuk pedagang lainnya yang khusus men-
jual makanan. Begitu juga di Pasar Notoharjo, PKL hanya boleh
berjualan dari pagi sampai jam 9 pagi setelah toko-toko mulai
dibuka. Dibedakan menurut jenis kelamain, kaum perempuan
bekerja dengan jam kerja paling panjang sebagai tenaga jasa
penjualan, yaitu 67,1 jam perminggu di Surakarta dan 66,5 jam
per minggu di Tangerang.

Namun demikian, panjangnya jam kerja pekerja ekonomi
informal tidak mengurangi waktu untuk berkumpul dengan ke-
luarga di rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan diketahui bahwa mereka merasa tidak ada masalah
dengan jam kerja dan masih menmiliki waktu untuk bersantai de-
ngan keluarga. Pada umumnya pekerja informal bekerja setiap
hari atau 7 hari dalam seminggu sehingga rata-rata jam kerja per
hari lebih rendah, sekitar 8 sampai 9 jam per hari. Di samping itu,
sebagian pekerja informal hanya bekerja pada hari-hari tertentu
atau tergantung pada ketersediaan pekerjaan. Pada saat tidak ada
pekerjaan/jon mereka hanya tinggal di rumah berkumpul dengan
keluarga.
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3.4. Perlindungan Kerja

Decent work (pekerjaan layak) memberikan kesempatan bagi
laki-laki ataupun perempuan untuk memperoleh kondisi peker-
jaan yang memiliki kebebasan (freedom), kesetaraan (equity), per-
lindungan (security), dan martabat (human dignity). Salah satu pilar
dari empat tujuan strategis ILO dalam pekerjaan layak adalah
perlindungan sosial. Widarti (2007) menyatakan bahwa indikator
perlindungan sosial merupakan aspek penting yang berkaitan
dengan tingkat dan kapasitas pembangunan masyarakat. Perlin-
dungan sosial mencakup kebutuhan mendesak seseorang dan un-
tuk memberikan jaminan perlindungan atas kejadian yang tidak
terduga, di mana jaminan tersebut merupakan aspek penting dari
pekerjaan yang layak.

Tempat Bekerja

Kestabilan dan keamanan bekerja merupakan salah satu indi-
kator yang perlu diperhatikan dalam mencapai pekerjaan layak.
Hal ini tidak terlepas dari faktor lingkungan tempat bekerja ter-
utama terkait dengan keamanan bekerja yang pada akhirnya
dapat berpengaruh pada kelangsungan bekerja. Tempat kerja pe-
dagang kaki lima umumnya sangat rentan terhadap penggusuran
karena biasanya dilakukan pada tempat tidak tetap dan dilarang,
seperti tempat pejalan kaki, taman kota, dan tempat-tempat ter-
tentu yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi. Apabila
pekerjaan dilakukan di tempat yang tidak aman dan rentan terha-
dap penggusuran, berpotensi mengganggu keamanan bekerja dan
kelangsungan kerja. Sebaliknya tempat bekerja yang menetap re-
latif lebih aman dari penggusuran dan kelangsungan kerja.

Studi ini membedakan tempat bekerja atas tiga kategori,
yaitu bekerja di rumah, di luar rumah dan di tempat yang tidak
tetap. Bekerja di luar rumabh, seperti di pasar, kios atau bekerja di
tempat tidak tetap seperti pedagang keliling, pinggir jalan/trotoar
relatif lebih rentan terhadap keamanan bekerja karena adanya
kemungkinan untuk terkena penggusuran atau gangguan dari
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preman. Sementara bekerja di rumah relatif lebih terjaga ke-
amanannya. Tabel 3.3 menunjukkan jumlah responden pekerja
ekonomi informal menurut tempat bekerja. Di Surakarta respon-
den pekerja ekonomi informal yang bekerja di rumah dan di luar
rumah relatif seimbang, yaitu masing-masing sebanyak 42 persen
dan 16 persen bekerja di tempat tidak tetap. Berdasarkan informasi
dari beberapa narasumber, bekerja di rumah maupun di luar ru-
mah lebih terjaga keamanannya karena hampir tidak ada penggu-
suran tempat berdagang atau gangguan preman. Adanya peng-
aturan tempat berusaha untuk pedagang kaki lima, menyebabkan
mereka berusaha di tempat yang memang telah diperuntukkan
untuk berusaha. Sementara di Tangerang pekerja ekonomi infor-
mal lebih banyak bekeja di luar rumah (37 persen) diikuti bekerja
di rumah (35 persen) dan ditempat tidak tetap (27 persen). Ber-
usaha di tempat lain seperti di pasar atau tempat lainnya banyak
dilakukan oleh pekerja informal di Tengerang. Begitu juga bekerja
di tempat tidak tetap lebih banyak dilakukan oleh pekerja informal
di Tangerang dibanding di Surakarta.

Bekerja di rumah banyak dilakukan oleh mereka yang ber-
usaha sendiri, diikuti oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja
bebas non pertanian. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di
rumah adalah usaha jasa seperti berdagang, usaha jasa perorang-
an, seperti penjahit dan tukang pijat. Pekerjaan di rumah juga
banyak dilakukan oleh tenaga pengolahan seperti industri rumah
tangga dan pekerjaan konvenksi atau ‘nyeliwir’ yang banyak di-
Jakukan oleh pekerja informal di lokasi penelitian Surakarta. Be-
kerja di rumah dapat dilakukan pada tempat/ruangan khusus di
dalam rumah (seperti di teras atau di bagian dalam rumah yang
disediakan khusus untuk bekerja) atau tidak ada tempat khusus
di rumah. Tempat bekerja di rumah biasanya memanfaatkan
ruang di depan atau di dalam rumah dekat jendela menghadap
ke luar, seperti mereka yang berjualan sembako, baik di Surakarta
maupun Tangerang. Bekerja di rumah juga dapat dilakukan di
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depan rumah atau sekitar tempat tinggal, contor pekerjaan ‘nyeli-
wir’ biasa dilakukan di dalam maupun di luar rumah.

Berdasarkan pengamatan, cukup banyak pekerja informal
yang bekerja di rumah atau di sekitar rumah/ permukiman. Seba-
gian berdagang di sepanjang jalan atau gang di depan rumah atau
berkeliling menjajakan dagangan. Kondisi ini banyak ditemui di
Surakarta, terutama di permukiman yang cukup padat. Meskipun
tempat bekerja tetap namun sebagian besar tempat usaha tersebut
tidak memiliki izin dari pemerintah kota. Dari hasil survei diketa-
hui bahwa di Surakarta sebanyak 76 persen menyatakan bahwa
tempat usaha mereka tidak memiliki ijin, sedang di Tangerang
sebanyak 78 persen. Hal ini dapat dipahami mengingat sifat pe-
kerjaan ekonomiinformal yang tidak memerlukan ijin usaha, se-
perti di rumah atau di sekitar rumah, di sepanjang jalan. Kurang
dari sepertiga pekerja informal di kedua lokasi penelitian yang
memiliki izin usaha, yaitu mereka yang bekerja di pasar atau tem-
pat usaha menetap lainnya.

Bekerja di luar rumah lebih banyak dilakukan oleh pekerja
kasar dan tenaga usaha jasa, termasuk tenaga penjualan. Keadaan
ini terjadi di Surakarta maupun Tangerang. Di Surakarta, seba-
nyak 50 persen responden bekerja di luar rumah sebagai pekerja
kasar dan 26 persen sebagai tenaga usaha jasa dan penjualan,
sedang di Tangerang masing-masing 50,9 persen dan 37 persen.
Mereka yang bekerja di luar rumah umumnya berstatus berusaha
sendiri dan pekerja bebas non pertanian. Pekerjaan berjualan di
luar rumabh, seperti di pasar, di tempat menetap dan berkeliling,
kebanyakan dilakukan sendiri meskipun persiapan berjualan
kadang dibantu oleh anggota keluarga, seperti pada pedagang
makanan. Hal ini terjadi baik di Surakarta maupun Tangerang.
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Distribusi Pekerja Sektor Informal Menurut T empat Beker]a

Tabel 3.3

Jenis dan: Status Peker)aan

U

5

Tangerang

Solo o = ;‘
Jenis dan Status A ¢ B T
. Tempat Tempat
Pekerjaan Rumah | 0% tidak | . . N. | Rumah | «*Lu?r« | tidak o |r N
rumah p . o : Rumah - P
tetap tetap
Jenis : S
Pekerjaan o oy
Pejabat 0 0 ‘0( L 0. B 0. ‘0 . 2 0 . ;0.
Tenaga \ } ) B
Profesional 1 0 ‘ 1.0+ T G R (.
Tenaga Teknisis 1 0 Ha ¥ 0 0T 0
Tenaga Tata e ot Tebt
usaha 0 0 0 © 0 0
Tenaga usaha ’ ‘ ’ o
jasa (penjaga I STURTR] PRT S SRR Tt o
toko dan pasar) 21 17 9 47 30 21 4 55
Tenaga Usaha R o ‘ i ' o
pertanian 0 0 S0 SLUNY "0 0,
Tenaga P o et
Pengolahan 20 9 1 30 14 4 1 19 -
Operator 7 4 R R 9
Pekerja kasar 14 32 1359 10517129 1028 67
Anggota 0 2 21 core b0l or
TNV/Keamanan ;o B ) ] L
Jumlah 64 64 2 | 152 | 54 | s | a2 | 13
(42%) (42%) [(16%). ¢ '(100%);} @5%) | B7%) “(27%)?; (100%)
Tempat B S ‘Terﬁ‘patV
s Rumeh | 20| gk | N | Rumah o) idak o N
Lekerjaan tetap o * tetap
Berusaha 25 21 18" " 43 a1 | 3 '
sendiri e |oit64 o . s 101 ¢
Berusaha 4 9 ;.30 16 . 9 R SR 0 20 ¢
dibantu dg - ' ' o
buruh tidak ;
tetap/buruh tdk
dibayar st
Berusaha 0 0 0 0 0 0 0 0
dibantu dengan
buruh
tetap/dibayar
Buruh 14 13 0 27 0 8 1 9
Pekerja bebas di 1 0 1 2 0 0 0 0
pertanian
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Pekerja bebas di 20 21 2 43 2 17 3 22

non pertanian

Pekerja tidak 0 0 0 0 0 0 1 1

dibayar

Jumlah 64 64 24 152 54 57 42 153
(42%) 42%) (16%) | (100%) (35%) (%) Q7%) (100%)

Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Gangguan Keamanan di Tempat Kerja

Berdasarkan hasil survei, proporsi gangguan pekerja di tem-
pat kerja relatif besar di Tangerang (12,4 persen) dibanding di
Surakarta (8,6 persen). Kota Tangerang memiliki jenis gangguan
keamaan tempat kerja lebih beragam daripada kota Surakarta,
yaitu razia, pengutan liar, penggusuran dan perampasan. Semen-
tara di kota Surakarta, mayoritas jenis gangguan keamanan di
tempat kerja adalah perampasan dan penggusuran. Hal ini diduga
terkait dengan kondisi yang terjadi di masyarakat sebagai dampak
dari kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Di kota Surakarta, pemda setempat memfokuskan upaya penang-
gulangan kemiskinan melalui program ekonomi kerakyatan yang
pro job, seperti penataan tempat berjualan bagi pedagang kaki
lima. PKL hanya boleh berjualan di lokasi yang memang diperun-
tukkan sehingga hal ini dapat mengurangi pelanggaran dan
menghindari tindakan penggusuran oleh aparat yang berwenang,
Sementara di Tangerang, program penanggulangan kemiskinan
difokuskan pada program pembangunan sosial masyarakat mela-
lui bantuan modal dan jaminan sosial, seperti bantuan modal bagi
usaha kecil, jaminan kesehatan gratis dan bantuan pendidikan.
Sementara penataan ekonomi informal, terutama penataan PKL
belum dilakukan secara optimal sehingga berpeluang terjadinya
pelanggaran dan ketidakteraturan lokasi PKL berjualan. Sebagai
dampaknya, berbagai tindakan, seperti penggusuran masih sering
terjadi.
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Gambar 3.4
Distribusi Responden menurut Jenis Gangguan Keamanan di
Tempat Kerja di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011

Jenis Gangguan Keamanan di Tempat Kerja

# Solo

# Tangerang

Razia Penggusuran Pungutan liar Perampasan Lainnya

Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Berdasarkan lapangan pekerjaan, gangguan keamanan se-
ring dialami oleh mereka yang bekerja di sektor perdagangan dan
restoran, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi. Peker-
jaan pada sektor tersebut umumnya dilakukan diluar rumah dan
pada lokasi yang banyak dikunjungi orang sehingga menmiliki ke-
mungkinan yang lebih besar untuk mengalami gangguan ke-
amanan. Mereka umumnya adalah tenaga kasar, tenaga usaha
jasa dan penjualan serta tenaga operator dan mayoritas adalah
berusaha sendiri (Gambar 3.4). Kecenderungan ini terjadi baik di
Surakarta maupun di Tangerang, namun secara proporsi di Ta-
ngerang proporsinya jauh lebih besar dibandingkan Surakarta.
Hal ini mencerminkan kondisi lingkungan kerja masih belum kon-
dusif untuk menjamin keamanan kerja terutama bagi pekerja eko-
nomi informal di Kota Tangerang.

96



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

Gambar 3.5
Distribusi Responden yang Mengalami Gangguan Keamanan
Tempat Kerja dan Pernah Mengalami Kecelakaan Menurut
Lapangan, Jenis, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan
Tangerang, 2011
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Pejabat | & Surakarta

T
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Angkutan, per Lo i

Perdazangan danrestoran

Bangunan }

Listrik, air dan gas 4
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Listrik, air dan gas B
=
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Pertambangan | angerang
Pertanian | | B Surakam:
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Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Perlindungan kerja juga dapat diketahui dari kejadian kecela-
kaan yang dialami oleh pekerja. Dalam hal ini seringnya terjadi
kecelakaan kerja mencerminkan minimnya perlindungan dalam
bekerja. Berdasarkan pengalaman kecelakaan terkait dengan pe-
kerjaan yang dilakukan, proporsi pekerja ekonomi informal yang
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pernah mengalami kecelakaan di kota Surakarta mencapai 21,1
persen lebih besar daripada kota Tangerang (17,0 persen). Dari
sejumlah pekerja tersebut, lebih dari dua pertiganya mengalami
kecelakaan terkait dengan kecelakaan pekerjaan atau kecelakaan
yang terjadi pada proses produksi baik di kota Surakarta dan
Tangerang, Proporsi terbesar pekerja informal yang pernah meng-
alami kecelakaan adalah pekerja kasar, diikuti tenaga usaha dan
jasa atau tenaga pengolahan. Kondisi ini lebih menonjol terjadi
di kota Tangerang dibanding di kota Surakarta. Kota Tangerang
sebagai satelit Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi
dan sarana transportasi menjadi bagian sangat penting bagi pen-
duduk dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Ketidakteraturan
pengguna jalan serta banyaknya pelanggaran lalu lintas berpe-
Juang terjadinya kecelakaan dijalan raya. Kecelakaan dapat terjadi
pada saat pergi ke pasar/ tempat berjualan lainnya atau pada saat
menjalankan pekerjaan sebagai sopir angkutan atau tukang be-
cak/ ojek. Data di atas mencerminkan bahwa perlindungan kerja
pekerja ekonomi informal di kota Tangerang masih kurang dilihat
dari kecelakaan kerja yang pernah dialami pada saat bekerja.

Dari kedua indikator tersebut, pekerja usaha jasa dan pen-
jualan dan pekerja kasar relatif minim terhadap perlindungan
kerja. Umumnya mereka bekerja di sektor perdagangan dan resto-
ran, angkutan, pergudangan dan komunikasi dan jasa kemasya-
rakatan. Di kota Tangerang mereka yang berusaha sendiri memi-
liki perlindungan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan
di kota Surakarta. Kondisi lingkungan kerja serta kebijakan peme-
rintah yang belum pro job berpengaruh pada rendahnya perolehan
hak atas perlindungan kerja oleh pekerja ekonomi informal di
kota Tangerang.

Jaminan dan Asuransi

Salah satu indikator lainnya yang mencerminkan perlin-
dungan tenaga kerja, adalah jaminan sosial yang diperoleh pekerja
informal. Dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
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Sosial Nasional (SJSN) dinyatakan bahwa setiap pekerja baik yang
berada di ekonomi formal maupun informal berhak mendapatkan
jaminan sosial tenaga kerja. Berkaitan dengan adanya resiko pe-.
kerjaan dan kecelakaan kerja maka pada umumnya tenaga kerja
memerlukan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan
sebagainya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program per-
lindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan
untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian resiko sosial
ekonomi melalui berbagai program antara lain, jaminan hari tua,
jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, ja-
minan kematian.* Dalam implementasinya sistem Jamsostek lebih
banyak diterapkan pada sektor formal, meskipun akhir-akhir ini
mulai digalakkan bagi pekerja ekonomi informal.

Hingga saat ini pemerintah telah melaksanakan beberapa
program jaminan sosial ekonomi seperti jaminan kesehatan dan
jaminan pendidikan. Pemerintah kota Tangerang memberi kartu
Multiguna sebagai jaminan sosial di bidang kesehatan dan pendi-
dikan bagi kelompok miskin. Sementara di kota Surakarta, ja-
minan kesehatan diberikan melalui Program Kesehatan Masya-
rakat Surakarta (PKMS). Program tersebut diperuntukkan bagi
penduduk miskin, termasuk pekerja ekonomi informal.

Hasil survei menunjukkan bahwa, mayoritas pekerja infor-
mal di kota Surakarta (63 persen) memperoleh jaminan kesehatan
dan di kota Tangerang persentasenya lebih kecil (48 persen). Jang-
kauan jaminan kesehatan di kota Surakarta lebih luas dibanding
di kota Tangerang. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sasaran
pemegang kartu jaminan kesehatan. Di kota Tangerang, masyara-
kat miskin dapat memiliki dua kartu jaminan kesehatan (Jamkes-
mas dan Multiguna) dalam waktu yang bersamaan, meskipun
hanya bisa menggunakan salah satunya saja. Hal ini dapat mem-
persempit jangkauan distribusi kartu jaminan kesehatan pada
masyarakat miskin lainnya karena mereka yang memiliki dua kar-
tu jaminan kesehatan mengurangi kesempatan bagi masyarakat

* (httpy//www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3&1d=15).
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lain untuk mendapatkan jaminan kesehatan (Jamkesmas atau
Multiguna). Sementara di Surakarta, sasaran pemegang kartu
PKMS adalah mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain,
seperti Jamkesmas, Askes atau lainnya, sehingga tidak ada kepe-
milikan ganda kartu jaminan kesehatan. Hal ini menyebabkan
masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan di kota Sura-
karta lebih banyak dibandingkan di kota Tangerang

Selanjutnyajika dilihat dari jenis, lapangan dan status peker-
jaannya, proporsi terbesar pekerja informal yang memperoleh
jaminan kesehatan adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja
kasar. Kebanyakan mereka bekerja di sektor perdagangan dan
restoran dan berstatus berusaha sendiri untuk kedua lokasi pene-
litian (Lihat gambar 3.6). Berdasarkan sasaran jaminan kesehatan
yaitu penduduk miskin, hal ini mengindikasikan bahwa pekerja
ekonomi informal terutama pekerja kasar relatif lebih miskin di-
bandingkan pekerja dengan jenis pekerjaan lainnya.

Gambar 3.6

Distribusi Responden yang Memperoleh Jaminan Kesehatan

Menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota
Surakarta dan Tangerang, 2011 '
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Jaminan Kesehatan
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Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Hasil survei dalam studi ini menemukan bahwa persentase
pekerja yang memperoleh jaminan kecelakaan kerja sangat ren-
dah, yaitu 1,99 persen di kota Surakarta dan 0,66 persen di kota
Tangerang. Jaminan kecelakaan kerja umumnya dimiliki oleh pe-
kerja yang bekerja sebagai tenaga operator pada sektor listrik air
dan gas atau sektor keuangan. Kecilnya persentase tersebut tidak
sebanding dengan persentase pekerja yang mengalami kecelakaan
kerja yang mencapai lebih 15 persen dan umumnya sebagai pe-
kerja kasar. Hal yang sama juga terlihat dari persentase pekerja
yang memperoleh jaminan kematian kurang dari 1 persen di ke-
dua lokasi penelitian. Perbedaan yang cukup besar antara pro-
porsi pekerja yang memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan ja-
minan kematian dengan proporsi pekerja yang mengalami kece-
lakaan kerja mengindikasikan lemahnya perlindungan pekerja
dilihat dari keselamatan pekerja yang bekerja di ekonomi infor-
mal, baik di kota Surakarta maupun Tangerang.

3.5. Pemberdayaan Pekerja

Pemberdayaan pekerja merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi pencapaian pekerjaan layak. Pemberdayaan me-
rupakan upaya pekerja agar mampu meningkatkan kesejahteraan
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menuju pencapaian pekerjaan yang lebih layak. Dalam studi ini,
pemberdayaan dilihat dari keikutsertaan dalam kegiatan pelatih-
an dan pembinaan, bantuan kredit atau pinjaman modal, dan ke-
terlibatan dalam organisasi profesi.

Berdasarkan hasil survei dalam studi ini dapat dikatakan
bahwa tingkat partisipasi pekerja di kedua lokasi penelitian (Kota
Surakarta dan Tangerang) terhadap kegiatan pembinaan pelatih-
an dan ketrampilan selama satu tahun terakhir relatif rendah,
yaitu kurang dari 10 persen (kota Surakarta = 6,6 persen dan kota
Tangerang = 3,9 persen). Mayoritas penyelenggara kegiatan pem-
binaan pelatihan dan pembinaan tersebut adalah pemerintah dae-
rah, yaitu di kota Surakarta sebesar 50 persen dan kota Tangerang
sebesar 83 persen. Kegiatan pelatihan dan pembinaan di Surakarta
juga melibatkan pihak LSM dan lainnya sebagai penyelenggara
sehingga lebih beragam dibanding di kota Tangerang. Meskipun
pekerja yang memperoleh pembinaan tersebut terbatas namun
memberikan manfaat positif bagi kehidupan pekerja.

Gambar 3.7
Distribusi Responden yang Mengikuti Pelatihan/Pembinaan
Menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota
Surakarta dan Tangerang, 2011
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Mengikuti Pelatihan/Pembinaan
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Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Pelatihan/ pembinaan keterampilan tenaga kerja bertujuan
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pelatihan dan pembi-
naan dapat dilakukan oleh pemerintah setempat atau pihak non
pemerintah seperti perusahaan atau LSM. Berdasarkan hasil sur-
vei, pekerja informal yang memperoleh pembinaan pelatihan dan
ketrampilan relatif sedikit (kurang dari 5 persen) di Surakarta
maupun Tangerang (Gambar 5.7). Rendahnya partisipasi pekerja
informal dalam pelatihan menunjukkan masih sangat terbatasnya
akses pekerja informal untuk memperoleh informasi terkait de-
ngan pelatihan dan ketrampilan pekerja. Di samping itu, kurang-
nya program pembinaan dan pelatihan yang dapat diikuti juga
menjadi penyebab rendahnya keikutsertaan peketja informal da-
lam kegiatan pembinaan dan pelatihan. Kebanyakan peserta yang
mengikuti pelatihan dan pembinaan adalah tenaga penjualan dan
pekerja kasar (Kota Surakarta), dan tenaga industri pengolahan
(Kota Tangerang), dengan status berusaha sendiri. Karakteristik
pekerjaan tersebut mencerminkan sasaran pembinaan dan pela-
tihan adalah tenaga kerja yang siap mengembangkan usaha. Pro-
gram pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, seperti oleh Dinas Ketenagakerjaan, Kopeasi dan UMKM,
dan Perindustrian dan Perdagangan cenderung bersifat sektoral
sehingga cakupan peserta menjadi sangat terbatas.
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Bantuan Kredit Usaha/Pinjaman Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam mening-
katkan kapasitas produksi. Kemudahan memperoleh kredit atau
pinjaman modal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan
kelayakan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil survei, di kota Ta-
ngerang persentase pekerja yang pernah mendapatkan bantuan
permodalan (kredit usaha) selama satu tahun terakhir sangat
rendah, yaitu kurang dari 1 persen. Sedangkan di kota Surakarta
persentase pekerja yang memperoleh bantuan permodalan relatif
lebih besar, yaitu mencapai 8,5 persen. Dikota Surakarta bantuan
modal yang diperoleh pekerja informal berasal dari berbagai
sumber, yaitu perbankan (15,38 persen) dan Lembaga keuangan
lainya (38,46 persen) dan instansi pemerintah (46,1 persen). Se-
dangkan di kota Tangerang, mayoritas sumber bantuan tersebut
diperoleh dari instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa
pekerja informal di kota Surakarta mempunyai sumber modal
yang lebih bervariasi dibandingkan Tangerang. Selain itu, pro-
gram kebijakan pemerintah Kota Surakarta yang mengutamakan
ekonomi kerakyatan, memberi kemudahan bagi pekerja informal
untuk mendapatkan akses pada sumber permodalan.

Sebagai contoh, pemerintah memberi bantuan modal bagi
Koperasi Pasar Notoharjo untuk digulirkan pada anggota kope-
rasi yang sebagian besar adalah pedagang pasar. Selanjutnya
koperasi memberi kemudahan bagi pedagang pasar dalam mem-
peroleh bantuan kredit usaha. Pemerintah kota Surakarta juga
memberi bantuan modal untuk penguatan kegiatan usaha eko-
nomi masyarakat melalui RT/RW dengan memanfaatkan dana
cukai rokok dan APBD. Program bantuan permodalan tersebut
sejalan dengan program pemerintahan kota Surakarta yang meng-
utamakan ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan pereko-
nomiaan dan kesejahteraan masyarakat.
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Dilihat dari karakteristik pekerja, mayoritas pekerja di kota
Surakarta yang memperoleh bantuan permodalan adalah tenaga
usaha jasa dan pekerja kasar, yang bergerak di sektor angkutan,
pergudangan dan komunikasi dengan status berusaha dibantu
dengan buruh tidak tetap/tidak dibayar. Sedangkan di kota Ta-
ngerang, bantuan permodalan diperoleh pekerja tenaga usaha jasa
yang bergerak di sektor perdagangan dan restoran dengan status
berusaha sendiri (Gambar 3.8). Di Surakarta, program bantuan
modal diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk dalam
kriteria miskin berdasarkan 24 indikator kemiskinan yang dikem-
bangkan sesuai karakteristik lokal masyarakat Surakarta. Penggu-
naan data kemiskinan lokal tersebut oleh program-program pe-
ngurangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran karena tidak me-
mandang jenis pekerjaannya. Sementara di Tangerang, penggu-
naan data kemiskinan didasarkan pada 12 indikator BPS dalam
menentukan sasaran penerima program bantuan modal. Di sam-
ping itu, pemilihan sasaran program menggunakan ‘kriteria
klasik’ masih dipakai, yaitu mereka memiliki usaha yang kelihatan
fisiknya, seperti pedagang, dan memiliki kemampuan untuk men-
jamin kontinuitas pendapatan setiap hari untuk pengembalian
cicilan. Dalam hal ini, masyarakat yang bekerja secara serabutan,
seperti tenaga usaha jasa dan pekerja kasar yang tidak memiliki
kepastian pendapatan, sering luput dari sasaran program. Adanya
perbedaan karakteristik pekerja yang memperoleh bantuan per-
modalan tersebut mencerminkan perbedaan sasaran dan skala
pengembangan usaha. Sasaran penerima bantuan di kota Sura-
karta relatif lebih luas dibanding kota Tangerang.
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Gambar 3.8
Distribusi Responden yang Memperoleh Bantun/Kredit
menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota
Surakarta dan Tangerang, 2011
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Tenaga usahajasa (penjaga toko dan pasar) ﬁ ‘
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Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Keterlibatan Organisasi

Keterlibatan dalam organisasi merupakan salah satu indikasi
untuk melihat kelayakan suatu pekerjaan. Keterlibatan dalam
organisasi pekerjaan menunjukkan adanya dialog sosial antar
pekerja dalam suatu unit pekerjaan. Berdasarkan hasil survei, ke-
terlibatan pekerja informal dalam organisasi relatif masih rendah.
Proporsinya kurang dari 10 persen, yaitu 7,24 persen di kota Sura-
karta dan hanya 1.96 persen di kota Tangerang. Dikota Surakarta,
pekerja informal yang terlibat dalam organisasi pekerja kebanyak-
an bekerja di sektor ekonomi perdagangan dan restoran. Sedang-
kan di kota Tangerang, kebanyakan bekerja di sektor jasa kema-

syarakatan.
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Gambar 3.9
Distribusi Responden yang menjadi anggota organisasi
pekerja menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di
Kota Surakarta dan Tangerang, 2011
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Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

Rendahnya keterlibatan pekerja informal dalam organisasi
profesi salah satunya disebabkan olah tidak semua unit kerja tem-
pat bekerja memiliki organisasi. Kegiatan informal yang bersifat
tradisional, yaitu tidak memiliki struktur, biasanya bersifat mu-
siman, pertemanan atau relasi personal (BPS dalam ILO 2009).
Hal tersebut menyebabkan mereka sulit untuk membentuk or-
ganisasi pekerja. Meskipun pekerja yang terlibat dalam organisasi
pekerjaan sangat terbatas, namun hampir semua responden me-
nyatakan bahwa organisasi tersebut bermanfaat bagi kegiatan
ekonomi. Beberapa manfaat yang dirasakan adalah dalam hal per-
modalan, perlindungan dan berbagi pekerjaan.
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3.6. Penutup

Pekerjaan di ekonomi informal masih menjadi andalan bagi
sebagian besar pendudukdi Indonesia, terutama mereka yang
tinggal di daerah perkotaan. Seperti diketahui bersama, di daerah
perkotaan kesempatan kerja ekonomi informal tersedia dengan
banyak variasi kegiatan ekonomi, sehingga hal ini menjadi salah
satu alasan pencari kerja untuk datang ke kota.

Struktur pekerjaan ekonomi informal di kota Surakarta dan
Tangerang ditandai oleh dominasi sektor perdagangan dan res-
toran dan sektor jasa kemasyarakatan dalam menyediakan kesem-
patan kerja. Hampir separuh tenaga kerja informal terserap di
sektor perdagangan dan restoran. Jenis pekerjaan tersebut antara
lain usaha perdagangan skala kecil, seperti berjualan di warung,
berdagang keliling, berdagang kaki lima, dan berdagang di pasar
setempat. Perempuan lebih banyak terlibat pekerjaan di sektor
perdagangan, seperti berjualan di warung rumah atau di pasar
setempat. Kondisi ini banyak dijumpai di kalangan perkeja infor-
mal di kota Tangerang, yaitu lebih dua pertiga pekerja perempuan
bekerja di sektor perdagangan. Sementara di Surakarta, selain sek-
tor perdagangan, perempuan banyak terlibat pada pekerjaan di
sektor industri pengolahan, khususnya industri rumah tangga.

Menurut jenis pekerjaannya, pekerja informal perkotaan le-
bih menonjol bekerja sebagai tenaga penjualan dan pekerja kasar.
Selain kedua jenis pekerjaan tersebut, bekerja sebagai tenaga usaha
industri pengolahan juga banyak dilakukan di Surakarta. Perem-
puan umumnya banyak terserap di sektor jasa penjualan (penjual
sembako dan penjaga toko), sementara laki-laki umumnya terse-
rap di sektor industri yang bresifat pekerjaan kasar. Kecenderung-
an ini terlihat baik di kota Surakarta maupun Tangerang. Selanjut-
nya, berdasarkan status pekerjaan, mayoritas pekerja informal
perkotaan berstatus berusaha sendiri. Proporsi pekerja informal
dengan status berusaha sendiri banyak ditemukan di kota Tange-
rang (hampir 60 persen). Sementara di Surakarta, status pekerja
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informal bervariasi yaitu berusaha sendiri dan pekerja bebas non
pertanian, masing-masing sepertiga dari total pekerja informal.
Hal ini mencerminkan banyaknya variasi pekerjaan di Surakarta.
Pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga relatif kecil propor-
sinya bahkan di Surakarta semua pekerja informal bekerja men-
dapat upah. Hal ini mencerminkan bahwa kesempatan kerjayang
menghasilkan pendapatan terbuka di sektor informal. Namun
permasalahanya seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari
pekerjaan sektor informal tersebut dan apakah dapat mencukupi
kebutuhan hidup layak mereka.

Meskipun ekonomi informal mampu menyerap banyak
tenaga kerja cukup banyak, namun tidak demikian dengan sum-
bangannya terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Penda-
patan pekerja ekonomi informal pada kedua lokasi penelitian
lebih rendah dari UMR. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat
kesejahteraan pekerja informal perkotaan. Sementara jam kerja
rata-rata para pekerja ekonomi informal cukup panjang, yaitu 52
jam per minggu di Surakarta dan 52,7 jam per minggu di Tange-
rang. Jam kerja panjang terutama dilakukan oleh tenaga penjualan
pada kedua lokasi penelitian. Jam kerja panjang dengan penda-
patan rendah mencerminkan tingkat produktivitas pekerja infor-
mal relatif rendah.

Perlindungan dan pemberdayaan pekerja informal masih
rendabh, terlihat dari adanya gangguan keamanan seperti razia,
penggusuran, pungutan liar dan perampasan yang dialami seba-
gian pekerja ekonomi informal. Gangguan keamanan dan kecela-
kaan kerja cukup banyak dialami oleh tenaga usaha penjualan
dan pekerja kasar yang umumnya bekerja di luar rumah. Kecende-
rungan ini terjadi baik di Surakarta dan Tangerang tetapi secara
proporsi di Tangerang lebih besar. Selanjutnya jaminan kesehatan
yang diberikan pemerintah cukup memberi perlindungan bagi
pekerja informal perkotaan. Pemerintah Kota Tangerang memberi
kartu Multiguna dan pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan
Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sebagai jamin-
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an kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemberian kartu jaminan
kesehatan cukup bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Pemberdayaan pekerja ekonomi informal masih rendabh, ter-
lihat dari rendahnya partisipasi pekerja informal dalam kegiatan
pelatihan dan pembinaan, rendahnnya jumlah pekerja informal
mendapatkan bantuan modal, serta rendahnya keterlibatan dalam
organisasi pekerjaan. Minimnya pemberdayaan terhadap pekerja
ekonomi informal disebabkan kurangnya akses mereka untuk
mendapat pemberdayaan di samping karena program pemberda-
yaan lebih banyak diberikan pada sektor formal. Secara umum,
pekerjaan ekonomi informal masih jauh dari kondisi pekerjaan
yang layak. Hal ini menjadi tantangan dunia ketenagakerjaan di
Indonesia untuk memperbaiki kondisi pekerjaan ekonomi infor-
mal menuju pencapaian pekerjaan layak.
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BAB IV

PEKERJAAN LAYAK PEKERJA EKONOMI
INFORMAL PERKOTAAN

Oleh: Endang Sri Soesilowati

4.1. Pendahuluan

Pekerjaan layak (decent work) seperti telah dikemukakan pada
awal tulisan buku ini, merupakan konsep yang luas mencakup
beberapa hal berikut: peluang kerja yang produktif dan mengha-
silkan upah yang adil; memberi keamanan di tempat kerja dan
perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga mereka; menawar-
kan prospek pengembangan diri, mendorong integrasi sosial;
memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan
masalah dan bernegosiasi, berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; serta menja-
min adanya kesempatan dan perlakuan yang adil bagi semua
orang. Dalam penerapannya pekerjaan layak merupakan target
yang terus berkembang, dan berubah-ubah yang mencerminkan
berbagai situasi nasional dan lokal (daerah). Hal ini menunjukkan
adanya berbagai tingkat pembangunan dan kapasitas nasional
dan lokal, yang sifatnya terpadu, seimbang dan tidak dapat di-
kompromikan. Pencapaian pekerjaan yang layak mengkombinasi-
kan aspirasi/ persepsi individu dan masyarakat (rights based ap-
proach) dan kebijakan (knowledge best approach) ke dalam 4 pilar
dasar pekerjaan layak (kesempatan kerja, hak pekerja, perlindung-
an sosial, dan dialog sosial) sehingga didapatkan sinergi yang
optimal antarpilar-pilar tersebut.
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Secara teoretis, indikator decent work akan sangat membantu
dalam menguji pencapaian tujuan dari pelaksanaan decent work
sepanjang waktu. Masalahnya ialah perbedaan antarnegara cukup
besar dalam kemajuan maupun karakter pekerjaannya (industri,
pertanian, atau jasa). Perbedaan akan semakin besar bila diopera-
sionalkan di wilayah yang lebih kecil, baik masalah ketersediaan
data maupun sifat dan karakteristik pekerjaannya. Menurut An-
ker (2002), idealnya konsep dan indikator untuk pemantauan
pelaksanaan “pekerjaan layak” dapat dioperasionalkan di tingkat
internasional, nasional, atau regional, bahkan untuk tingkat mikro
(individu/rumah tangga). Namun, banyak faktor yang berpenga-
ruh sehingga permasalahan semakin besar ketika diterapkan di
tingkat mikro (tingkat komunitas/ rumah tangga). Terlebih lagi
untuk diterapkan pada individu yang bekerja di ekonomi infor-
mal, oleh karena indikator pekerjaan layak cenderung bias formal.
Bahkan bagi pekerja di ekonomi formal pun beberapa indikator
tersebut masih dipertanyakan, terutama indikator kelayakan dari
dimensi perlindungan sosial dan dialog sosial.

Berbagai kelemahan konsep dan indikator decent work yang
dikemukakan ILO menyebabkan tidak semua indikator tersebut
dapat dioperasionalkan di negara berkembang, termasuk Indo-
nesia, baik karena ketersediaan data statistik maupun sifat peker-
jaan yang jauh berbeda dengan pekerjaan dinegara maju. Indika-
tor decent work, menurut konsep ILO akan bermakna apabila dapat
mengukur kelayakan pekerjaan secara objektif. Untuk itu, diperlu-
kan ketersediaan data statistik dalam mengukur kelayakan pe-
kerjaan.

Uji kesahihan indikator decent work yang dilakukan di bebe-
rapa daerah, termasuk di Bandung oleh Litbang Kemenakertrans,
menemukan hanya sebagian indikator yang bersifat operasional
di daerah kajian karena faktor ketersediaan data statistik di daerah
tersebut. Sebagai contoh, hasil uji kesahihan indikator ILO di Kota
Bandung menunjukkan bahwa hanya 12 indikator yang dianggap
sahih dalam arti tersedia data statistik dan dipublikasikan. Sele-
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bihnya, termasuk cukup sahih atau bahkan kurang sahih, karena
tidak tersedia data publikasi (Litbang Kemenakertrans:2007::61).
Penentuan indikator pekerjaan layak, tentunya tidak hanya mela~
lui pengujian atas ketersediaan data statistik yang bersifat kuanti-
tatif, tetapi juga diperlukan penilaian individu. Penilaianini di-
maksudkan untuk memahami aplikasi indikator pekerjaan layak
di sektor informal serta mengetahui sensitivitas indikator pekerja-
an layak menurut penilaian para pekerja. Salah satuicara yang
digunakan, dapat dilakukan melalui tinjauan terhadap: aspirasi
individu, yang dalam hal ini juga merupakan pengukuran indika-
tor secara kualitatif. WIES e

Bagian tulisan ini akan mengupas khususnya mengenai pe-
kerjaan layak dari aspirasi/ persepsi individu/ masyarakat serta
aplikasi indikator pekerjaan layak bagi pekerja informal-diperko-
taan. Pengukuran indikator beserta ap]ikasinya dilakukan terha-
dap data yang diperoleh dari pengisian kuesioner terstruktur baik
dalam bentuk pilihan ganda maupun skala rating (Likert). yang
juga didukung oleh hasil wawancara mendalam serta observasi
di kota Surakarta dan Tangerang. Co

4.2. Tingkat Kelayakan Pekerjaan Utama Pekerja Informa
Perkotaan e

Jenis pekerjaan sektor ekonomi informal yang digeluti res-
ponden di dua lokasi penelitian (Surakarta dan Tangerang) sangat
bervariasi. Di Surakarta, beberapa jenis pekerjaan dilakukan oleh
penduduk yang tinggal di lokasi penelitian yaitu sebagai peda-
gang (asongan, barang rongsokan, warungan), buruh lepas, jum-
putan (makloon), tukang jahit, tukang pijat dan lain sebagainya.
Pekerjaan sebagai pedagang makanan/minuman atau warung
yang menjual kebutuhan sehari-hari di sekitar tempat tinggal atau
di depan rumah lebih banyak dilakukan oleh penduduk di Kelu-
rahan Sudiroprajan dan Kelurahan Semanggi - Kota Surakarta.
Untuk Kota Tangerang, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan -
oleh responden pekerja sektor informal adalah sebageii‘:pekerja
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kasar diikuti oleh tenaga usaha jasa dan penjualan, dan tenaga
pengolahan. Dengan berbagai variasi jenis pekerjaan yang umum-
nya tidak tetap ini menarik untuk dikaji tingkat kelayakan pe-
kerjaan tersebut menurut persepsi/ penilaian individu yang ber-
sangkutan.

Berdasarkan penilaian atas kelayakan pekerjaan utama yang
dimiliki oleh responden individu ternyata 53 persen menyatakan
layak sedangkan sisanya (47 persen) menyatakan tidak layak. Me-
ngapa mereka menilai pekerjaan yang mereka geluti saat ini layak
atau tidak layak? Apa yang menjadi indikator kelayakan dari pe-
kerjaan yang layak/tidak layak bagi responden pekerja informal
di perkotaan? Ternyata, alasan yang dikemukakan oleh masing-
masing responden atas kelayakan, maupun ketidak layakan pe-
kerjaan yang mereka geluti (sie pekerjaan utama) sangat berva-
riasi, mulai dari alasan pendapatan, lingkungan kerja, kesempatan
kerja, jam kerja, kesesuaian dengan keahlian yang dimiliki (tingkat
pendidikan), jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Namun de-
mikian, sangat menarik karena bagi mereka yang menyatakan
layak dan juga yang menyatakan tidak layak cenderung menda-
sarkan pada alasan yang sama, yaitu tingkat pendapatan. Seba-
nyak 79 persen responden menyatakan pekerjaannya layak atas
dasar cukupnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Demikian
hal nya dengan responden yang menyatakan pekerjaan mereka
tidak layak, 86 persen nya dikarenakan minimnya pendapatan
yang mereka peroleh.

Berdasarkan hasil survei, rata-rata pendapatan pekerja sektor
informal di Tangerang (Rp 1.117.098) lebih besar dibandingkan
pekerja informal di Surakarta (Rp. 791565,79). Berdasarkan jenis
kelamin, rata-rata pendapatan laki-laki di Surakarta lebih besar
dibandingkan perempuan, sebaliknya di Tangerang rata-rata pen-
dapatan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Berdasar-
kan jenis pekerjaan, pendapatan terbesar diperoleh pekerja infor-
mal perkotaan yang diamati di Surakarta adalah mereka yang
bekerja sebagai tenaga teknisi (Rp. 3.000.000), diikuti oleh mereka
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yang bekerja sebagai tenaga penjualan dan jasa (Rp. 932.979). Se-
mentara di Tangerang pendapatan terbesar diperoleh mereka
yang bekerja sebagai tenaga penjualan (Rp. 1.755.272). Temuan
ini menunjukkan bahwa dari aspek pendapatan, pekerja informal
perkotaan di Tangerang lebih layak dibandingkan dengan pekerja
diSurakarta. Sementara, jenis kelamin pekerja tidak memberikan
pengaruh perbedaan kelayakan pekerjaan yang berarti, dan lebih
dipengaruhi oleh jenis pekerjaan itu sendiri. Pendapatan sebagai
tenaga penjualan di sektor perdagangan kelihatannya cukup
memberikan kesejahteraan. Dari data ini dapat diindikasikan bah-
wa pekerjaan berdagang merupakan jenis pekerjaan yang dinilai
cukup layak oleh individu. Hasil tabulasi silang antar jenis peker-
jaan dan lapangan usaha responden pekerja di ekonomi informal
perkotaan terhadap tingkat kelayakan pekerjaan pun menunjuk-
kan bahwa mayoritas (60 persen) pedagang menyatakan pekerja-
an mereka layak. Pekerjaan sebagai pedagang baik di kota Tange-
rang maupun Surakarta nampaknya lebih mudah menghasilkan
uang. Salah satu penjelasan yang diberikan, tentu saja karena ting-
ginya kebutuhan konsumsi rumah tangga di perkotaan.

Sejalan dengan hal tersebut, lingkungan kerja menjadi alasan
yang mengikuti kedua kelompok responden, masing-masing
11,94 persen dan 9,70 persen. Tentu saja lingkungan kerja yang
nyaman dan baik diutarakan oleh pekerja yang menganggap
pekerjaan utama yang sedang digelutinya layak, dan lingkungan
kerja yang tidak baik dikemukakan oleh mereka yang mengang-
gap pekerjaannya tidak layak (lihat Gambar 1). Mengacu pada
temuan tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan me-
rupakan indikator utama bahkan hampir satu-satunya indikator
dalam menentukan kelayakan suatu pekerjaan bagi pekerja infor-
mal di perkotaan. Alasan bagi kelayakan atau ketidaklayakan
suatu pekerjaan berikutnya lingkungan kerja, kesesuaian dengan
keahlian, dan kesempatan kerja. Sementara itu, indikator-indi-
kator lainnya kurang menjadi ukuran bagi kelayakan suatu peker-
jaan utama yang mereka jalani saat ini.
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Gambar 4.1
Layak atau Tidak Layaknya Pekerjaan Utama Responden
Berdasarkan Alasannya

Alasan Pekerjaan Layak

& bermanfaat unt org lain
& Cukup pendapatan

E sesuai keahlian

B lingkungan kerja baik

Alasan Pekerjaan Tidak Layak

& Jam kerja yang panjang

B Faktor demograli > tidak
wajar utk PR

 Tidak adanya jaminan hari
tua

& Pendapatan minim

u Tidak ada kelangsungan
pekerjaan

# Lingkungan kerja tidak
nyaman

Sumber: Diolah dari Data Primer Penelitian (2011).
Apakah memang hanya keempat hal tersebut di atas atau

bahkan hanya kecukupan pendapatan yang berlaku sebagai indi-
kator pengukuran kelayakan pekerjaan bagi pekerja informal di
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perkotaan? Untuk menelusuri lebih jauh tentang indikator peker-
jaan layak inilah, maka pengukuran aspirasi pekerja melalui peng-
ukuran tingkat kepentingan dari beberapa indikator yang diaju-
kan oleh ILO ditanyakan kepada responden pekerja informal per-
kotaan.

4.3. Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

Mengapa penilaian aspirasi individu digunakan? Istilah aspi-
rasi sering dikaitkan dengan berbagai dimensi kehidupan, seperti
pendidikan/belajar, keluarga, konsep diri, pengembangan priba-
di, kesehatan, pekerjaan, pengembangan karir. Aspirasi seseorang
juga sering dianggap sebagai motivasi atau dorongan untuk me-
ngejar cita-cita yang dimilikinya. “Aspirations are the pool of indi-
vidually constructed alternative dreams, hopes, and desires for one’s
future and are continually modified by both internal and external in-
fluences” (Burnell, 2003; p1).? Dalam tulisan in, aspirasi tentang
kelayakan pekerjaan, diukur melalui penilaian individu terhadap
tingkat kepentingan dari 15 indikator pekerjaan layak. Semakin
tinggi tingkat kepentingan dari indikator dimaksud, maka sema-
kin tepat indikator tersebut dapat digunakan sebagai ukuran ke-
layakan pekerjaan. Semakin tinggi keinginan pekerja untuk men-
dapatkan atau terpenuhinya indikator tersebut agar kelayakan
pekerjaannya tercapai.

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa dari empat
elemen dasar komponen pekerjaan layak yang kemudian diturun-
kan ke dalam 15 indikator pilihan, ditemukan adanya dua (2)
indikator turunan yang dinilai oleh responden dengan kriteria
sangat penting (persentase dan nilaj tengah sangat tinggi) dan
satu indikator kurang penting (persentase dan nilai tengah ren-
dah) terhadap kriteria pekerjaan layak. Kedua indikator terpen-
ting adalah ketersediaan pekerjaan dan adanya jaminan kesehat-

* “The Real World Aspirations of Work-Bound Rural Students”. Journal of
Research in Rural Education, Fall, 2003, Vol 18 No 23, 104-113
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an. Sedangkan satu indikator yang dinilai sangat rendah tingkat
kepentingannya terhadap prasyarat kelayakan suatu pekerjaan
adalah keberadaan perkumpulan, paguyuban dan kelompok
organisasi pekerja. Dari temuan ini dapat diartikan bahwa
ketersediaan pekerjaan merupakan prasyarat utama bagi tercipta-
nya pekerjaan layak. Adanya jaminan untuk kesehatan, merupa-
kan indikator penting berikutnya terhadap kelayakan suatu pe-
kerjaan. Dengan demikian, dalam mencari pekerjaan, responden
pada umumnya akan mencari pekerjaan yang selalu tersedia, dan
yang dapat menjamin keperluan kesehatan mereka. Atau paling
tidak, kedua indikator tersebut merupakan hal yang paling di-
inginkan oleh responden dalam pekerjaannya, agar pekerjaan ter-
sebut dapat dikatakan layak.

Temuan ini menarik, karena nampaknya agak berbeda de-
ngan temuan yang dijaring melalui alasan layak/tidak layaknya
pekerjaan utama yang dimiliki responden pekerja ekonomi in-
formal di perkotaan ini. Mengapa indikator kesesuaian tingkat
pendapatan bukan merupakan hal yang sangat penting bagi ukur-
an pekerjaan layak? Padahal ukuran kecukupan tingkat penda-
patan dikemukakan oleh mayoritas responden sebagai alasan bagi
kelayakan atau ketidak-layakan pekerjaan utama mereka. Temuan
ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan responden
pekerja informal di perkotaan tidak selalu sama dengan kenyataan
yang dimilikinya. Sangat pentingnya ketersediaan pekerjaan bagi
kelayakan suatu pekerjaan menj adi angan-angan bagi pekerja in-
formal di perkotaan, sangatlah mudah dipahami. Pekerjaan infor-
mal merupakan pekerjaan yang tidak tetap walaupun mudah di-
masuki. Tentu saja ketersediaan pekerjaan menjadi hal yang pa-
ling dituntut oleh pekerja di ekonomi informal perkotaan ini da-
lam memperoleh pekerjaan yang layak. Namun demikian, peker-
jaan yang sekarang mereka geluti sudah dianggap layak, karena
mereka merasa memperoleh tingkat pendapatan yang memadai.
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Gambar 4.2
Aspirasi Terhadap Kelayakan Suatu Pekerjaan
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Sumber: Diolah dari Data Primer Penelitian (2011).

Selanjutnya, menarik untuk diperbandingkan tingkat kepen-
tingan pekerjaan layak bagi kedua daerah yang diamati. Dari hasil
survei tentang tingkat kepentingan 15 indikator di atas, ternyata
responden di Kabupaten Tangerang menunjukkan tingkat kepen-
tingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rerata responden
di Kota Surakarta, yaitu 8,432 : 8,052. Kondisi ini dapat dimaknai
dari dua sisi, yaitu bahwa di satu sisi lebih tingginya nilai rerata
responden di Tangerang menunjukkan semakin tingginya tingkat
kepentingan indikator-indikator yang dimaksud menjadi acuan
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dari suatu pekerjaan dianggap layak bagi mereka. Di lain sisi, hal
ini menggambarkan bahwa kondisi pekerja di sektor informal di
Kota Tanggerang tidak sebaik di Kota Surakarta.

Walaupun tidak ada satupun indikator yang dianggap tidak
penting, nampaknya responden di kedua daerah pengamatan se-
pakat bahwa adanya perkumpulan, paguyuban, dan asosiasi pe-
kerja merupakan hal yang menjadi prioritas terakhir bagi kela-
yakan suatu pekerjaan. Namun demikian, kedua daerah tersebut
memiliki tingkat prioritas terhadap indikator pekerjaan layak
yang agak berbeda (lihat Gambar 3). Di Kota Surakarta, keterse-
diaan pekerjaan dan jaminan kesehatan, merupakan hal yang pa-
ling penting untuk kelayakan suatu pekerjaan, di Kota Tangerang
ternyata jaminan pendidikan anak dan kesempatan atau peman-
faatan waktu luang untuk keluarga merupakan prioritas utama.
Hal ini bukan suatu pertanda bahwa ketersediaan pekerjaan bagi
responden di Kota Tangerang sudah lebih baik dari Kota Sura-
karta (karena ketersediaan pekerjaan juga memperoleh rerata ting-
kat kepentingan yang cukup tinggi di Tangerang). Hal ini dapat
juga diartikan bahwa keterjaminan kelanjutan pendidikan bagi
anak lebih dipentingkan atau sangat diharapkan bagi responden
di Kota Tangerang, dikarenakan masih mahalnya biaya pendi-
dikan di daerah yang bersangkutan, maupun adanya anggapan
bahwa tingkat persaingan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki.
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Gambear 4.3.
Nilai rata-rata tingkat kepentingan indikator pekerjaan layak
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Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Selanjutnya, menarik untuk dilihat bagaimana halnya de-
ngan jenis pekerjaan, lapangan usaha, dan status pekerjaan res-
ponden dalam mempengaruhi tingkat kepentingan kelima belas
indikator sebagai prasyarat kelayakan pekerjaan. Dengan mem-
bandingkan hasil penghitungan terhadap dua daerah pengamat-
an, ternyata pengelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan juga
menunjukkan sedikit perbedaan antara nilai rata-rata tingkat ke-
pentingan bagi responden di kota Surakarta dengan responden
di kota Tangerang. Secara berturut-turut, responden yang bekerja
di lapangan usaha pertanian, tenaga usaha, dan yang bekerja di
industri pengolahan bagi Kota Surakarta, sementara di kota Ta-
ngerang tenaga usaha jasa, tenaga tata usaha, dan juga tenaga
kerja di industri pengolahan menganggap kelima belas indikator
yang disajikan memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kelompok pekerja lainnya (lihat Gambar
44).
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Gambar 4.4.
Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan
Layak Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden di Dua
Daerah Penelitian
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Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Demikian halnya dengan pengelompokkan melalui lapangan
pekerjaan yang ditunjukkan pada Gambar 4.5, juga memperlihatkan
pola yang sama, yaitu tingkat rata-rata kepentingan tiga tertinggi
ditunjukkan oleh para pekerja di usaha jasa perdagangan/resto-
ran, industri pengolahan, dan jasa angkutan. Temuan ini mengin-
dikasikan bahwa semakin layak pekerjaan yang dimilikinya (lihat
uraian sebelumnya tentang mayoritas pedagang yang sudah la-
yak), maka semakin menganggap penting indikator-indikator
pekerjaan itu sebagai prasyarat kelayakan suatu pekerjaan.

124



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

Gambar 4. 5.
Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan
Layak Berdasarkan Lapangan Usaha Responden di Dua
Daerah Penelitian
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Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil analisis terhadap
status pekerjaan responden, ternyata juga menunjukkan tidak
adanya perbedaan yang berarti bagi kedua daerah penelitian. Ber-
turut-turut pekerja yang tidak dibayar, berusaha sendiri, dan bu-
ruh menunjukkan rata- rata tingkat kepentingan tertinggi diban-
dingkan dengan pekerja pada status lainnya (Gambar 4.6). Pekerja
yang tidak dibayar atau berusaha sendiri, beberapa di antara me-
- reka tentunya berprofesi sebagai pedagang.
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Gambar 4.6.
Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan
Layak Berdasarkan Status Pekerjaan Responden di Dua
Daerah Penelitian
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Sumber: Diolah dari data primer pe;glitian (2011).

Selanjutnya, tulisan ini menganalisis keterkaitan antara
tingkat kepentingan indikator pekerjaan layak dengan kelayakan
pekerjaan utama yang digeluti responden pekerja ekonomi infor-
mal di perkotaan. Seberapa jauh indikator-indikator aspirasi pe-
kerjaan layak tersebut ditentukan oleh kelayakan pekerjaan utama
responden pekerja? Analisis dilakukan dengan menggunakan ko-
relasi parametric Pearson. Dengan jumlah responden 305 orang,
maka taraf signifikansi 5 persen nya adalah 0,095. Artinya bahwa
untuk menyatakan suatu indikator memiliki korelasi secara signi-
fikan, paling tidak harus bernilair >/= 0,095. Hasil penghitungan
dari masing-masing tingkat kepentingan indikator pekerjaan
layak terhadap layak/tidaklayaknya pekerjaan utama responden
pekerja, ternyata hanya indikator keamanan dalam bekerja me-
miliki korelasi negatif secara signifikan terhadap layak/tidak
layaknya pekerjaan yang dimiliki responden dengan nilai r = -
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0.098465441. Artinya, keamanan dalam bekerja semakin dianggap
penting oleh pekerja yang saat ini pekerjaannya layak dibanding-
kan oleh yang pekerjaannya tidak layak. Sementara itu, terdapat
tiga indikator lainnya yang memiliki taraf signifikasi lebih rendah
(0,085-0,65), dan sisanya (sekitar 11 indikator lainnya) memiliki
korelasi dengan tingkat signifikansi yang sangat rendah.

Tabel 4.1.

Korelasi Pearson antara Tingkat Kepentingan Indikator
Pekerjaan Layak dengan Anggapan Kelayakan Pekerjaan

Utama Responden

organisasi pekerja

Nilai r terhadap
Indikator Pekerjaan Layak anggapan kelayakan
Pekerjaan Utama

a. Tersedianya pekerjaan -0.065646914
b. Kesesuaian antara pendapatan dengan

pekerjaan 0.022523903
c. Jam kerja yang wajar (standar 0.023573356
d. Tingkat pendidikan 0.037731211
e. Kesempatan untuk mendapat kehidupan

pribadi -0.050572398
f. Kesempatan berinteraksi dengan keluarga -0.033509708
g. Kelangsungan pekerjaan -0.035382687
h. Keamanan dalam bekerja -0.098465441
i. Jaminan kesehatan 0.084907444
j. Jaminan kecelakaan kerja 0.060984945
k. Jaminan hari tua 0.022712791
1. Jaminan kematian 0.039980092
m. Jaminan pendidikan anak -0.002562302
n. Lingkungan kerja -0.027771347
0. Perkumpulan, paguyuban, kelompok 0064573866

Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).
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Indikator pertama dari tiga indikator tersebut adalah jaminan
kesehatan dengan korelasi yang positif. Artinya, pekerja yang
menyatakan pekerjaan utamanya tidak layak cenderung meng-
anggap penting adanya jaminan kesehatan sebagai prasyarat
kelayakan suatu pekerjaan. Indikator kedua adalah tersedianya
pekerjaan. Bahwa ketersediaan pekerjaan semakin dianggap pen-
ting menjadi indikator pekerjaan layak terutama bagi pekerjayang
saat ini pekerjaannya layak. Yang terakhir adalah indikator ada-
nya perkumpulan/ paguyuban yang cenderung dianggap penting
oleh pekerja yang saat ini pekerjaannya layak.

4.4. Aplikasi Indikator Pekerjaan Layak di Lokasi Kajian

Pengamatan terhadap aplikasi indikator pekerjaan layak bagi
pekerja informal perkotaan, dilakukan uji statistik untuk menge-
tahui tingkat signifikansi dan tingkat pengaruh pencapaian pe-
kerjaan layak terhadap 305 responden di dua lokasi. Sebelum da-
pat memutuskan variabel yang akan diuji taraf siginifikansinya,
dilakukan pengujian korelasional menggunakan korelasi Pearson
bagi data parametric, dan menggunakan korelasi Kendall”s Tau
untuk data yang bersifat non parametric. Ternyata, upah meru-
pakan variabel yang memiliki angka korelasi tertinggi terhadap
kelayakan suatu pekerjaan. Ini sejalan dengan tingginya persen-
tase responden yang mengukur kelayakan/ ketidaklayakan suatu
pekerjaan karena alasan tingkat pendapatan. Oleh karenanya
upah akan dijadikan variabel utama dalam penghitungan selan-
jutnya. Sementara itu, hasil perhitungan variabel lainnya menun-
jukkan bahwa dari delapan indikator yang ada, ternyata hanya
jam kerja, jaminan kesehatan, dan jenis kelamin memiliki korelasi
langsung dengan pekerjaan layak. Selebihnya, hanyalah menun-
jukkan korelasi secara tidak langsung. Seperti, jenis pekerjaan
yang memiliki korelasi negatif dengan tingkat pendidikan dan
tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan, maka pekerjaan yang digeluti semakin skilled. Sema-
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kin unskilled jenis pekerjaan yang digeluti, maka tempat usahanya
semakin tidak tetap. Demikian halnya dengan tingkat pendidikan
yang memiliki korelasi positif secara signifikan dengan tingkat
upah. Bahwa semakin tin g8i tingkat pendidikan responden, maka
semakin tinggi pula upah yang diperolehnya. Namun, jenis peker-
jaan, tingkat pendidikan, dan tempat usaha tidak berhubungan
secara langsung dengan pekerjaan yang layak. Untuk ita peng-
ukuran tingkat pencapaian kelayakan pekerjaan di sini hanya bisa
diuji dari variabel upah (pendapatan), jam kerja, jaminan kese-
hatan dan jenis kelamin. Hasil pengujian tersebut disajikan pada
Tabel 4.2.

Tabel 4.2,
Hasil Uji Wald Berdasarkan Persamaan 1
B SE. [ wad | oDf| sig |®P®

Step1°  Log_inc -1.740( 405  18.433]  1[.000%* A75

Jamkrj 008 .005| 2158 1| 142+ 1.008

Jmn_kes(1) 400 251 2549 1] .110* 1.492

jk(1) -322| 258 1.558] 1| 212 725

Constant 9.549| 2298| 17.261] 1| 000 14028.373]

a. Variable(s) entered on step 1: Log_Inc, jamkrj, Jmn_kes, jk.

Catatan:

Log_inc = variabel besar rata-rata pendapatan per bulan
Jamkrj  =jam kerja

Jmn_kes =jaminan Kesehatan

Jk = jenis kelamin.

Dari keempat variabel yang dapat dimasukkan dalam model
memiliki nilai-nilai Log likehood cukup besar yaitu 384.138 yang
berarti signifikan 5 persen. Sementara itu, berdasarkan uji secara
individual dengan menggunakan uji Wald, didapatkan hasil bah-
wa besar upah merupakan variabel dengan tingkat signifikansi
yang paling tinggi dengan taraf kepercayaan 0,01 persen, sedang-
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kan jam kerja dan jaminan kesehatan dengan tingkat kepercayaan

0,20 persen. Dari model tersebut dapat dinyatakan bahwa :

. Penurunan pendapatan sebesar 100 ribu rupiah akan menu-
runkan peluang kelayakan pekerjaan sebanyak 0,175 kali.

. Penambahan satu jam kerja per minggu akan meningkatkan
peluang kelayakan kerja sebesar 1 kali lipat.

- Pekerjayang memperoleh jaminan kesehatan akan mening-
katkan peluang kelayakan kerja 1,5 kali lebih besar diban-
dingkan dengan pekerja yang tidak memiliki jaminan kese-
hatan.

- Pekerjalaki-laki memiliki penurunan peluang kelayakan pe-
kerjaan sebesar 0,725 kali dibandingkan dengan pekerja pe-
rempuan.

Data tersebut di atas mengindikasikan bahwa pencapaian
kelayakan suatu pekerjaan secara berturut-turut ditentukan oleh
ketersediaan jaminan kesehatan, jam kerja, jenis kelamin, dan ting-
kat pendapatan. Dengan menggunakan model yang sama, juga
dilakukan pengujian untuk masing-masing kota, yaitu kota Su-
rakarta dan kota Tangerang. Tabel 4. 3. menyajikan hasil model
regresi logistik untuk masing-masing wilayah.
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Tabel 4.3.
Model Regresi Logistik
Variabel Model I (Kota Surakarta) Model it (Kota Tangerang)
B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B)
Step1®  Log_lnc -1.769| 0.005*** 0.170f -2.113| 0.000*** 0.121
jamkrj 0.010 0.238 1.010§ 0.008 0.256 1.008|
Jmn_kes(1) | 0.367 0.324 1.443§ 0.621| 0.092* 1.861
jk(1) -0.178]  0.660* 0.837f -0.430 0.235 0.651
Constant 9.163 0.008{ 9534.215§ 12.046 0.001) 170485.405
-2 Log Likelihood 189,760** 183,959***

Keterangan : Tanda *** = signifikan 1 persen, ** = signifikan 5 persen, * = signifikan

10 persen

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Berdasarkan uji log likehood yang disajikan pada Tabel 4.3,
menunjukkan bahwa kedua model memiliki tingkat signifikansi
yang cukup besar yaitu mencapai 5 persen dan 1 persen. Berdasar-
kan uji Wald B, variabel upah di kedua persamaan merupakan
variabel yang memiliki tingkat signifikansi tertinggi dengan taraf
1 persen. Berikutnya, terdapat sedikit perbedaan anatara dua
daerah pengamatan. Pada persamaan pertama (kota Surakarta),
nampak bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh yang lebih signi-
fikan terhadap pencapaian kelayakan suatu pekerjaan, sedangkan
di kota Tangerang variabel jaminan kesehatanlah yang memberi-
kan pengaruh signifikansi lebih besar dibandingkan dengan varia-
bellainnya. Namun demikian, kedua daerah tersebut nampaknya
mempunyai kecenderungan tingkat probabilitas penurunan dan
peningkatan peluang untuk kelayakan suatu pekerjaan yang se-
arah/sama.
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Dengan mengacu pada ketersediaan data statistik (kuantita-
tif) dan juga hasil perolehan data kualitatif (wawancara menda-
lam) hasil kajian di Kota Surakarta dan Tangerang terkait dengan
kelayakan pekerjaan ekonomi informal semakin menegaskan
bahwa penerapan indikator decent work TLO perlu lebih hati-hati
karena tidak semua indikatornya cocok untuk pekerjaan di lokasi
penelitian. Sebaliknya, terbuka lebar kemungkinan adanya indika-
tor baru yang dapat memperkaya konsep, terutama di ekonomi
informal dan di tingkat mikro (individu/rumah tangga) yang rela-
tif lebih bervariasi. Tabel 4.4. menjelaskan beberapa indikator yang
dianggap lebih operasional terkait dengan pekerjaan layak pada
ekonomi informal. Sebagai contoh, upaya peremajaan pasar tradi-
sional di kota Surakarta diduga berdampak langsung terhadap
perubahan status usaha dan kegiatan ekonomi informal. Semakin
layak tempat usaha akan berdampak terhadap peningkatan pen-
dapatan pelaku ekonomi informal. Termasuk dalam hal ini adalah
status usaha pelaku ekonomi informal. Semakin banyak pelaku
usaha ekonomi informal yang memiliki lokasi usaha resmi cende-
rung mengurangi ketidaklayakan capaian decent work. Begitu pula
dengan semakin berkurangnya gangguan keamanan (misalnya
penggusuran) berdampak positif terhadap kelancaran usaha eko-
nomi informal.
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Tabel 4.4
Indikator Pekerjaan Layak yang Disesuaikan dengan
Kharakteristik Ekonomi Informal di Lokasi Kajian

Kesempatan Kerja

Perlindungan Sosial

Hak di Tempat Kerja

Dialog Sosial

e Proporsi pekerja
informal
Partisipasi
perempuan dalam

°

Keamanan
terhadap
kelangsungan
usaha (misalnya
kasus

e Pendapatan

o Kelebihan jam

pekerja per bulan
dibanding UMR

e Partisipasi pekerja

e Asosiasi kelompok

dalam org/asosiasi
pekerja

kegiatan ekonomi kerja (>49 pekerja berdasarkan
informal penggusuran) Jam/minggu) profesi
Usia pekerja sektor| ®  Status tempat o Tingkat e Dialog kelompok
informal usaha kecelakaan kerja | pekerja (informal)
Capaian e Akses kredit e Pelatihan dengan pemerintah
pendidikan formal usaha keterampilan dan | (kebijakan)
Variasi pekerjaan | ® Tingkat pemakain| usaha
tambahan Jaminan

kesehatan

e Pasar tradisional
yang diremajakan

e Usaha rumahan

e Tingkat
pengangguran
pemuda

Penyesuaian indikator di atas merupakan contoh pelaksanaan
pekerjaan layak yang dapat disesuaikan dengan karakteristik
kelompok ekonomi informal perkotaan di kedua daerah yang ber-
beda. Tentunya masih banyak indikator lainnya yang perlu diper-
hatikan terutama untuk kelompok ekonomi informal perdesaan
yang diyakini memiliki karakteristik berbeda dengan ekonomi in-
formal perkotaan. Oleh karena itu, studi ini menggarisbawahi pen-
tingnya melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap aplikasi indi-
kator pekerjaan layak pada pelaku ekonomi informal perdesaan.

4.5. Penutup

Bagi pekerja sektor ekonomi informal perkotaan, hampir ber-
imbang proporsi antara yang menganggap pekerjaan mereka la-
yak dan tidak layak, masing-masing (53 dan 47 persen), di mana
pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan yang cende-
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rung layak dan berpenghasilan cukup tinggi dibandingkan de-
ngan jenis pekerjaan lainnya. Ketersediaan pekerjaan merupakan
salah satu indikator yang paling sensitif terhadap pencapaian pe-
kerjaan layak.

Sementara indikator keberadaan perkumpulan, paguyuban
dan organisasi profesi dinilai oleh sebagian besar responden seba-
gai indikator yang tidak penting untuk kelayakan suatu pekerjaan.
Hanya bagi mereka yang menganggap pekerjaan yang dimiliki-
nya saat ini layak maka perkumpulan, paguyuban dan organisasi
profesi menjadi sangat penting sebagai prasyarat kelayakan suatu
pekerjaan. Implikasi dari kenyataan ini menunjukkan bahwa
masalah penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas dengan
berbagai aspek di dalamnya perlu mendapat perhatian yang pa-
ling serius oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan pemba-
ngunan. Apalagi selama ini terbukti peran sektor ekonomi infor-
mal sangat penting sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga
kerja dan sebagai katup pengaman dalam menghadapi krisis eko-
nomi. Berdasarkan data makro sektor ekonomi informal merupa-
kan penyedia lapangan pekerjaaan bagi sebagian besar angkatan
kerja di Indonesia. Sektor ekonomi informal dipercaya mampu
menyediakan “keamanan” bagi sebagian besar pekerja yang tidak
terserap di sektor formal.

Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi pengurangan
kemiskinan, pendekatan yang lebih holistik terhadap kebijakan
penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas seharusnya men-
jadi prioritas dibanding berbagai kebijakan atau program lainnya
yang bersifat transfer bantuan langsung atau program populis.
Di sisi lain, rendahnya penilaian terhadap indikator keberadaan
perkumpulan, paguyuban dan organisasi profesi semakin menun-
jukkan bahwa tripartitisme atau keterwakilan pekerja sektor eko-
nomi informal perkotaan untuk menjamin partisipasi maksimum
dalam penentuan berbagai kebijakan pembangunan masih sangat
rendah. Beberapa indikator lain harus terpenuhi terlebih duluy,
sebelum pekerja tersebut menganggap penting adanya suatu per-

134



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

kumpulan, paguyuban, dan organisasi profesi. Dalam hal ini,
isu tentang bagaimana mencapai pekerjaan layak melalui
penguatan kelembagaan (indikator dialog sosial) perlu menjadi
perhatian yang serius di tengah maraknya demokratisasi dj
Indonesia yang terus berkembang.

Di antara berbagai permasalahan terkait aplikasi pekerjaan
layak adalah ketersediaan data sebagai alat pengukuran, penen-
tuan indikator yang lebih sensitif, dan upaya pencapaian dari
berbagai indikator yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian pe-
kerjaan layak juga sangat ditentukan oleh latar belakang sejarah,
political will penentu kebijakan, dan tingkat kemapanan ekonomi.
Semakin baik kondisi ket ga hal tersebut kemungkinan pencapai-
an pekerjaan layak bukan merupakan keniscayaan. Oleh karena
itu adalah tugas semua pihak untuk mempromosikan pencapaian
pekerjaan layak sebagai bagian dari upaya pengurangan kemis-
kinan terutama pada kelompok tertentu yang sangat rentan terha-
dap pengabaian pemenuhan hak pekerjaan layak.
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BABYV

PENCAPAIAN PEKERJAAN LAYAK DALAM
KONTEKS PENGURANGAN KEMISKINAN

Oleh: Laila Nagib dan Nawawi

5.1. Pengantar

Bagi banyak orang yang dikategorikan miskin, bekerja meru-
pakan jalan keluar utama dalam mengatasi kemiskinan. Pende-
katan ekonomi yang selama ini dianut banyak negara lebih mene-
kankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipercaya
dapat memperluas lapangan pekerjaan. Namun demikian banyak
fakta menunjukan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta me-
nambah lapangan kerja, dan menjamin perbaikan kualitas peker-
jaan. Banyak penduduk di negara berkembang terlibat dalam
pekerjaan yang umumnya dikategorikan ekonomi informal, de-
ngan kondisi yang umumnya tidak aman dan pendapatan yang
tidak memadai (working poor). Dengan demikian pengentasan
kemiskinan di negara berkembang tidak semata-mata persoalan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan
pekerjaan, tapi perlu mengkombinasikan keduanya untuk dapat
menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, sehingga
mampu mengurangi tingkat kemiskinan penduduk (ILO, 2010).

Pekerjaan layak (decent work for all) merupakan konsep yang
luas dengan berbagai aspek dan faktor-faktor yang mempenga-
ruhinya, secara langsung maupun tidak. Dalam aplikasinya kon-
sep pekerjaan layak akan terus berkembang dan berubah-ubah
sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan kondisi/kharak-
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teristik permasalahan ketenagakerjaan di suatu wilayah negara/
daerah. Keterlibatan seseorang dalam pekerjaan layak merupakan
dimensi dasar dari peningkatan kualitas kehidupan yang dapat
mengangkat seseorang atau kelompok keluar dari kubangan ke-
miskinan. Salah satu teori kemiskinan yang paling berpengaruh
di negara berkembang yaitu teori lingkaran kemiskinan dari Rag-
nar Nurkse (dikutip oleh Bappeda Kota Tangerang, 2009) yang
menyatakan bahwa negara-negara berkembang tetap miskin
karena produktivitasnya rendah, sehingga penghasilan mereka
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang minim,
sementara pembentukan modal masyarakat memerlukan ta-
bungan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas pekerjaan merupakan
bagian terbesar dalam kehidupan setiap individu terutama terha-
dap alokasi jumlah waktu, integrasi sosial dan kepercayaan indi-
vidual. Kelayakan suatu pekerjaan dapat dilihat dari berbagai
persepsi seperti tersedianya pekerjaan, pendapatan yang mema-
dai, kondisi tempat kerja, kenyamanan dan keamanan dalam be-
kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan pekerja
yang bersangkutan. Artinya, pencapaian pekerjaan layak, diperca-
ya akan berkontribusi penting terhadap pencapaian perbaikan
kualitas hidup yang berkesinambungan dan merupakan elemen
penting sebagai pengakuan hak individu dan kelompok (rights
based approach).

Hubungan antara pekerjaan layak dan pengurangan kemis-
kinan diperkuat oleh Anker (2002) yang mengemukakan bahwa
pencapaian pekerjaan layak berimplikasi kuat terhadap pengu-
rangan kemiskinan. Hal ini disebabkan sasaran dari pencapaian
pekerjaan layak adalah kelompok yang dikategorikan miskin
dan/atau rentan (the poor and vulnerable). Dengan demikian meski-
pun pencapaian pertumbuhan ekonomi tetap penting dilakukan
dalam upaya perluasan lapangan pekerjaan dan pengurangan ke-
rmiskinan. Namun kondisi tersebut tidak cukup karena diperlukan
pekerjaan yang lebih berkualitas untuk pengurangan kemiskinan
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secara berkelanjutan. Estimasi berdasarkan data tingkat kabupa-
ten/kota untuk suatu distribusi pendapatan tertentu, setiap satu
persen peningkatan pertumbuhan, berhasil menurunkan angka
kemiskinan sampai 0,8 persen (ILO, 2004.), sehingga pertumbuh-
an ekonomi yang pesat dan layak, penting artinya untuk kesehat-
an fiskal Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Dalam imple-
mentasinya banyak tantangan yang dihadapi, terutama untuk ne-
gara berkembang, di mana ekonomi informal masih dominan.
Tantangan lainnya adalah banyak kebijakan penanggulangan
kemiskinan yang belum terintegrasi dengan kebijakan penciptaan
pekerjaan layak. Masukan ILO untuk Indonesia seperti tertuang
dalam dokumen tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan
(PRSP Indonesia),, dinyatakan bahwa dalam pembangunan mil-
lennium (MDG'’s) tahun 2015, agenda penanggulangan kemiskin-
an dan pencapaian pekerjaan layak, saling melengkapi, sehingga
perlu langkah-langkah konkrit dalam implementasinya.

Fokus utama penanggulangan kemiskinan adalah kemiskin-
an pendapatan dan non pendapatan. Untuk mengatasi kemiskin-
an pendapatan, penekanan pada penciptaan lapangan pekerjaan
yang berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan agar layak bekerja
untuk memenuhi lapangan kerja produktif. Sedangkan kemiskin-
an non pendapatan di atasi dengan penyediaan jaminan sosial
(untuk mengatasi kerentanan) dan dialog sosial untuk memenuhi
hak bersuara dan keterwakilan bagi kelompok marginal atau mis-
kin. Menurut ILO (2004) dalam konteks pemerintahan Indonesia
yang terdesentralisasi, penurunan kemiskinan (dimensi penda-
patan dan non pendapatan), perlu memperhatikan keberagaman
wilayah dan tradisi demokratik yang sedang berkembang, se-
hingga perlu kesepakatan nasional untuk mengatasi kemiskinan
sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

5.2. Pencapaian Pekerjaan Layak dan Faktor yang Berpengaruh

Keberhasilan atau pencapaian pekerjaan layak di suatu ne-
gara/wilayah/daerah dapat dilihat dari aplikasi konsep peker-
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jaan layak dan pengukuran indikatornya yang disesuaikan de-
ngan karakteristik atau kondisi sosial, ekonomi dan politik di
masing-masing negara/wilayah/ daerah tersebut. Selanjutnya,
pentingnya mengukur pekerjaan layak dimaksudkan untuk
melihat perkembangan kondisi pekerjaan yang dianggap ‘layak’
dan sekaligus mengetahui perubahan tingkat kemiskinan. Di-
harapkan semakin besar proporsi pekerja terlibat dalam pekerjaan
layak, semakin berkurang proporsi pekerja miskin (ILO, 2010).
Di sisi lain, pengembangan konsep dan pengukuran yang lebih
aplikatif dan komprehensif terkait indikator pekerjaan layak akan
memberikan sebuah assessment of mechanism yang lebih lengkap
dalam melihat implikasi pencapaian pekerjaan layak secara lang-
sung dan tidak langsung terhadap upaya pengurangan kemiskin-
an di Indonesia.

Diperlukan berbagai kombinasi program /kegiatan yang ber-
beda dalam kebijakan ekonomi dan sosial (ketenagakerjaan) yang
bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus berimpli-
kasi terhadap percepatan pengurangan kemiskinan dan bukan
sebaliknya (perlambatan penurunan kemiskinan). Dalam hal ini,
pemahaman yang lebih baik tentang konsep pekerjaan layak dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pekerjaan layak
akan memberikan pemikiran yang bermanfaat terhadap kemung-
kinan penentuan berbagai pilihan kebijakan dan program pemba-
ngunan, khususnya untuk program pengurangan kemiskinan se-
suai dengan kondisi masing-masing wilayah otonomi.

Berdasarkan pendalaman substansi penelitian yang dilakukan
di kedua lokasi penelitian (Kota Tangerang dan Kota Surakarta),
dapat diketahui bahwa pencapaian pekerjaan layak dalam konteks
penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor an-
tara lain: (1) Kebijakan dan program pembangunan yang pro poor;
(2) Koordinasi terpadu, implementasi dan pengawasan kebijakan
dan program pembangunan (3) Ketersediaan data dan indikator
yang dibangun berdasarkan karakteristik lokal (4) Keterlibatan selu-
ruh komponen kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat.
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Faktor 1: Kebijakan dan Program Pembangunan yang Pro-Poor.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pencapaian pe-
kerjaan layak erat kaitannya dengan kebijakan/ program pengu-
rangan kemiskinan di suatu wilayah, karena yang menjadi target
dalam pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok masyarakat
yang dikategorikan miskin dan rentan, Dalam hal ini kebijakan/
program penurunan kemiskinan di suatu wilayah harus mampu
mengakomodir pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin,
melalui dimensi pendapatan dan non pendapatan sejalan dengan
jiwa dan prinsip pencapaian pekerjaan layak.

Kota Tangerang dan kota Surakarta adalah dua kota yang
mempunyai kesamaan dalam hal masih memiliki sekelompok ma-
syarakat yang dikategorikan miskin dilihat dari dimens; penda-
patan maupun non pendapatan. Dilihat dari struktur pekerjaan
terdapat variasi pekerjaan di sektor formal maupun informal.
Kedua kota juga dikenal karena mempunyai ciri khusus dalam
kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota (Pem-
kot) Surakarta dikenal karena dalam rangka penanggulangan ke-
miskinan perkotaan dianggap berhasil dalam pelaksanaan pro-
gram ekonomi kerakyatan, diantaranya dengan penataan sektor
informal pada umumnya dan penataan PKL (pedagang kaki lima)
dengan cara yang lebih manusiawi.

Berbagai penghargaan telah diterima Pemkot Surakarta baik
dari pemerintah pusat maupun swasta atas keherhasilannya di
berbagai bidang pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan,
kebudayaan dan pariwisata). Penghargaan lainnya diterima dari
Presiden Rl untuk kinerja Pemkot Surakarta di bidang kebijakan,
deregulasi, penegakkan disiplin dan pengembangan manajemen
pelayanan. Bahkan pada tahun 2010 Pemkot menerima penghar-
gaan dari Lembaga Tranparancy Internasional Indonesia sebagai
kota terbersih ketiga dalam praktek korupsi. Sementara kota Ta-
ngerang yang merupakan kota satelit dari Metropolitan Jakarta,
dikenal sebagai kota berpredikat terbaik di tingkat nasional dalam
mengurangi tingkat kemiskinan warganya melalui kebijakan
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pembangunan kesejahteraan sosial, terutama pemberian jaminan
sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi kelompok miskin
perkotaan.

Dalamn lima tahun terakhir berbagai indikator makro eko-
nomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per ka-
pita, perkembangan UMKM, dan nilai investasi menunjukkan
perkembangan ekonomi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya
(RPJM Kota Surakarta 2010-2015). Hal ini juga dialami kota Tange-
rang, sebagai kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi
tertinggi di provinsi Banten, sehingga menjadi tujuan para pencari
kerja dari kota Tangerang dan daerah sekitarnya. Namun dalam
kenyataannya banyak penduduk lokal yang sulit mencari kerja
karena kalah bersaing dengan pendatang yang umumnya lebih
memenuhi permintaan sektor modern.

Demikian pula kota Tangerang juga masih menghadapi per-
masalahan penanggulangan kemiskinan, karena masih banyak
kantong-kantong wilayah miskin, dengan penduduk yang umum-
nya tersisih dari akses dan fasilitas yang disediakan oleh pemerin-
tah kota. Hal yang sama juga dialami Kota Surakarta meskipun
perkembangan ekonomi makro cukup signifikan, namun penu-
runan tingkat kemiskinan masih fluktuatif, dan belum berhasil
menekan tingkat kemiskinan secara nyata. Pengaruh faktor lain-
nya terutama kenaikan harga BBM, kenaikan inflasi turut berpe-
ran dalam menurunkan daya beli masyarakat terutama kelompok
miskin dan hampir miskin.

Sebagai daerah otonom, sesuai dengan Undang-undang Oto-
nomi Daerah No 25 tahun 1999 kedua daerah mempunyai kewe-
nangan dan alokasi sumberdaya (desentralisasi fiscal) dalam
membuat kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan
potensi dan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan undang-
undang tersebut, masing-masing daerah otonom berkewajiban
meningkatkan layanan publik terutama di bidang kesehatan dan
pendidikan. Dengan demikian Pemda/ pemkot berkewajiban un-
tuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai pro-
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gram berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sejalan de-
ngan sasaran penurunan kemiskinan yang disepakati Indonesia
dalam program pembangunan millennium (MDG’s).

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2009
Pemkot Tangerang berhasil menyusun Masterplan Penanggu-
langan Kemiskinan di Kota Tangerang sebagai panduan dalam
pelaksanaan program penurunan kemiskinan. Program ini mem-
fokuskan pada pembangunan kesejahteraan sosial secara simultan
melalui sistim perlindungan sosial, jaminan sosial dan penguatan
modal sosial (Bappeda Kota Tangerang, 2009). Meskipun Peme-
rintah Kota (Pemkot) Tangerang dianggap berhasil menurunkan
tingkat pengangguran terbuka (sekitar 40 persen selama tahun
2005-2008) dan tingkat kemiskinan (sekitar 5,7 persen selama ta-
hun 2006-2009), namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2009
masih relatif besar yaitu 89.264 jiwa (dikutip Bappeda Kota Tange-
rang, 2009).

Beberapa program unggulan untuk penanggulangan kemis-
kinan di daerah perkotaan antara lain : (1) Pemberian jaminan
pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin di beberapa
rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah setempat melalui
pemberian Kartu Multiguna, (2) Program sekolah gratis mulai
dari SD hingga SMA serta perbaikan sarana pendidikan SD, SMP
dan SMU hingga menjadi layak belajar; dan (3) Program pening-
katan keterampilan dan keahlian masyarakat, yakni pemberian
pelatihan kepada kelompok masyarakat miskin melalui pengem-
bangan usaha ekonomi rakyat yang dianggap potensial.

Di kota Tangerang program penguatan ekonomi rakyat lebih
difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat miskin me-
lalui pelatihan dan pembimbingan usaha, yang cakupannya masih
terbatas baik jumlah sasaran maupun materi pembimbingannya.
Melalui pembimbingan dan pelatihan diharapkan makin banyak
orang yang bekerja sebagai wirausahawan dan mampu mencipta-
kan lapangan kerja. Namun dalam pelaksanaannya program ter-
sebut belum nampak hasilnya, karena kurang didukung oleh so-
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sialisasi yang merata, lemah dalam koordinasi dan pengawasan,
serta cenderung lebih bersifat proyek yang cakupannya terbatas,
dan kurang mencapai sasaran. Upaya pemkot untuk mengintegra-
sikan PKL di pasar sulit dilakukan, karena berbagai faktor seperti
heteregonitas masyarakat (pendatang dan lokal), cakupan kan-
tong kemiskinan yang luas dan bervariasi serta fokus penguatan
ekonomi lebih ke perkembangan ekonomi makro, sebagai daerah
penyangga DKI Jakarta. Sementara dengan mengandalkan per-
kembangan ekonomi makro, lapangan kerja yang tercipta belum
tentu diarahkan bagi kelompok miskin yang umumnya hanya
dapat terserap di sektoral informal yang dianggap tidak produktif.
Harus ada kemauan yang kuat dari pemeritah daerah untuk
mengarahkan investasi ke sektor yang banyak menyerap tenaga
kerja terutama kelompok marginal. Meskipun sebagian kelompok
ini mampu berusaha, namun mempunyai banyak keterbatasan
dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia, sehing-
ga faktor pemberdayaan untuk kelompok ini sangat diperlukan,
guna meningkatkan kemandirian ekonomi. Kebijakan dan pro-
gram yang hanya memfokuskan pada bantuan sosial, umumnya
bersifatjangka pendek dan sulit mempertahankan kelangsungan-
nya dalam jangka panjang. Sementara program penguatan eko-
nomi rakyat melalui peningkatan kelayakan pekerjaan akan lebih
terjamin kelangsungannya (pro-job)

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang diarah-
kan langsung untuk kelompok miskin adalah pemerataan pela-
yanan kesehatan yang memadai dan akses terhadap pendidikan.
Kedua program merupakan hal yang tidak bisa “ditawar” ketika
berkaitan dengan kebijakan pro-rakyat miskin. Hingga saat ini
pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut telah ditetapkan
menjadi program nasional melalui JAMKESMAS dan BOS. Na-
mun demikian, aplikasinya di tingkat daerah masih mengalami
banyak kendala dan keterbatasan cakupan. Oleh karena itu kreati-
vitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk peme-
nuhan kedua kebutuhan dasar tersebut sangatlah penting. Pro-
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gram unggulan Pemkot Tangerang dalam penanggulangan ke-
miskinan adalah pemberian Kartu Multiguna untuk jaminan so-
sial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi kelompok miskin.
Sementara program pemberdayaan dan penguatan modal belum
optimal dalam pelaksanaannya, karena menghadapi kendala
‘bussiness as usual”, yaitu kelemahan klasik dalam koordinasi an-
tarsektoral, pengawasan dan kecenderungan setiap program se-
bagai proyek yang tidak terjamin kelangsungannya.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, Pem-
kot Surakarta juga membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TPKD) yang melibatkan semua unsur masyarakat terkait
(pemerintah, pengusaha, LSM dan Perguruan Tinggi). Program
memfokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, dengan
pendukung utama sektor perdagangan, jasa dan pariwisata serta
pemanfaatan koperasi untuk memudahkan pendanaan PKL. Be-
berapa program yang menonjol adalah penataan PKL (relokasi,
gerobagisasi, shelter), pemanfaatan lokasi untuk penciptaan la-
pangan kerja baru (Galabo, Sunday market) dan pemanfaatan dana
bea cukai (BUMN) untuk membina wirausahawan muda di ting-
kat kelurahan. Program penangulangan kemiskinan di Kota Sura-
karta menekankan pada aspek pendapatan yaitu peningkatan
daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas peker-
jaan. Sasaran utama program adalah sektor informal yang mendo-
minasi lapangan pekerjaan di kota Surakarta, dan umumnya meli-
batkan kelompok pekerja miskin (working poor) dengan penghasil-
an umumnya di bawah UMR,

Di kota Surakarta penguatan ekonomi rakyat menjadi fokus
utama dengan beberapa program unggulan diantaranya (1)
Program penguatan ekonomi masyarakat rukun tetangga (RT),
dengan memanfaatkan dana yang berasal dari cukai rokok untuk
Community Development yang disalurkan melalui pemberian sun-
tikan dana /modal usaha untuk tingkat RT yang dapat digunakan
sebagai stimulan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat; (2) Me-
mindahkan dan menata lebih dari 1000 pedagang kaki lima yang
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relatif tidak tertata menjadi lebih layak, baik dari sisi pendapatan,
keamanan kerja, kelangsungan pekerjaan, kesempatan kerja dan
menjadikan status mereka lebih resmi karena memiliki SIUP. Pro-
gram penataan sektor informal ini dianggap berhasil dan bersifat
monumental karena dilakukan dengan perencanaan yang matang,
koordinasi antar birokrasi terkait, pengawasan dalam implemen-
tasinya, disertai dengan dukungan dari masyarakat luas karena
dilaksanakan dengan mengpertimbangkan kondisi sosial budaya
masyarakat Solo.

Di samping itu pemerintah daerah juga banyak melakukan
revitalisasi pasar-pasar tradisional, memfasilitasi tempat usaha
kuliner di malam hari (dikenal dengan GALABO- Gladak Langen
Boga), Sunday Market untuk memperluas usaha UMKM dan mem-
bantu meningkatkan wisata niaga, sehingga dapat hidup berdam-
pingan dan saling melengkapi dengan usaha sektor jasa dan per-
dagangan yang lebih formal dan modern di kota Solo. Untuk men-
capai hasil yang optimal, dalam melaksanakan program-pro-
gramnya Pemkot Surakarta berlandaskan filosofi Jawa yang masih
Kkental di Kota Solo, diantaranya : “alon-alon asal klakon”” mangan
ora mangan asal kumpul” “wong jowo yen dipangku turu, lamun siro
pinter ojo minteri, lamun siro cepet ojo ndisiki, lamun siro rendet ojo
nyrimpeti”.

Keberhasilan menata dan memindahkan lebih dari 1000 PKL
ke lokasi yang baru, tidak lepas dari landasan filosofi tersebut.
Hal ini memudahkan pelaksanaan program, karena rakyat kecil
merasa “divwongke” oleh pimpinannya, mempedulikan budaya
masyarakat setempat serta menghargai demokrasi yang sedang
berkembang. Hal ini didasarkan pada pengalaman kegagalan
relokasi PKl sebelumnya yang lebih mengutamakan penggusuran
tanpa mempedulikan alternatif usaha lain untuk kelompok yang
menjadi korban penggusuran. Dalam perkembangannya, lokasi
ini telah berubah menjadi sentra ekonomi baru (bidang otomotif)
yang lebih layak, karena diakui oleh para pelaku ekonomi, lokasi
kerja lebih nyaman dan aman, meningkatkan pendapatan dan
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menciptakan lapangan kerja langsung dan sebagai pengungkit
penciptaaan lapangan kerja lain di sekitarnya (transportasi, perda-
gangan dan jasa). Perlu diakui tidak semua rencana relokas; di
Kota Surakarta mulus dilaksanakan, tapi keberhasilan ini menjadi
pembelajaran bagi aparat birokrasi dalam menata sektor informal
yang selama ini keberadaannya dibutuhkan tapi diacuhkan oleh
para pengambil kebijakan, bahkan sering mengalami perlakuan
yang kurang manusiawi dalam penataannya.

Di kota Surakarta, program unggulan di bidang kesehatan
adalah Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), de-
ngan sasaran masyarakat miskin (kriteria BPS plus) yang belum
tercakup dalam program jaminan kesehatan lainnya seperti Jam-
kesmas, Askes PNS dan Askes lain. Jumlah sasaran PKMS 335.990
jiwa, meliputi PKMS gold (dana APBD sama dengan Jamkesmas
(APBN), PKMS silver untuk penduduk lainnya yaitu biaya rawat
inap bantuan sebesar 2 juta rupiah (sisanya bayar sendiri), dan
rawat jalan di Puskesmas. Kriteria penduduk miskin dengan
menggunakan 24 kriteria (BPS 14 kriteria), karena dengan 14 krite-
ria banyak orang miskin tidak tercakup (terutama pemilikan ru-
mah). Sementara program unggulan di bidang kesehatan untuk
kota Tangerang dilaksanakan melalui penyediaan Kartu Multigu-
na untuk pelayanan kesehatan dengan sasaran kelompok pendu-
duk miskin dan beasiswa di bidang pendidikan. Sasaran program
ini adalah kelompok miskin sesuai dengan kriteria BPS. Perbedaan
kriteria yang digunakan di kedua lokasi juga berpengaruh terha-
dap data tingkat kemiskinan dan pencapaian penurunan kemis-
kinan sebagai dampak kebijakan dan program yang ada.

Penguatan kapasitas ekonomi berkaitan dengan keseriusan
pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya, melalui “kekua-
saan/kewenangan” yang dimiliki dalam menyusun kebijakan dan
program pembangunan, dimaksudkan agar dapat mengangkat
keterbatasan masyarakat miskin terhadap akses permodalan, tem-
pat usaha dan keberlangsungan pekerjaan/usaha. Dalam konteks
persaingan global, perlindungan (proteksi) dan dukungan peme-
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rintah terhadap pengembangan ekonomi tradisional (informal)
sangat diperlukan terutama melalui kebijakan investasi yang se-
imbang antara pengembangan ekonomi tradisional dan modern.
Oleh karena itu, melepas ekonomi tradisional (yang dicirikan
dengan berbagai keterbatasan) untuk bersaing dengan ekonomi
modern (yang memiliki berbagai kekuatan) secara bebas dalam
persaingan global, merupakan sebuah kekeliruan besar. Yang le-
bih penting dilakukan adalah memberdayakan ekonomi tradisio-
nal agar dapat hidup berdampingan dengan ekonomi modern,
untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Di kedua
Jokasi penelitian, pemerintah daerah memprioritaskan pengu-
rangan tingkat kemiskinan dengan kebijakan dan program yang
berdimensi pendapatan (meliputi penguatan ekonomi rakyat),
dan dimensi non pendapatan (jaminan sosial seperti bantuan kese-
hatan dan pendidikan). Tingkat pencapaian program terkait pe-
kerjaan layak dan pengurangan kemiskinan tergantung pada fo-
kus dan strategi masing-masing daerah otonom dalam mengim-
plementasikan kebijakan yang didengungkan (pro-growth pro-job
dan pro-poor). Bahkan pemerintah propinsi setempat menambah-
kan faktor lingkungan yaitu pro-environment.

Faktor 2: Koordinasi Terpadu dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kebijakan/Program Pembangunan

Koordinasi antar pelaksana kebijakan dan program di tingkat
satuan pelaksana kedinasan di setiap daerah merupakan masalah
yang tidak pernah terselesaikan, bahkan sering menjadi hambatan
pembangunan setelah penerapan desentralisasi. Sering kali dite-
mukan adanya saling tumpang tindih pelaksanaan kebijakan an-
tara pelaksana kedinasan dengan pelaksana kebijakan sehingga
efektivitas program menjadi kurang optimal. Lemahnya koor-
dinasi di tingkat pelaksana kebijakan juga semakin diperparah
dengan lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pada setiap kegiatan. Dalam hal ini kapabilitas dan
ketegasan pimpinan daerah merupakan salah satu aspek yang
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sangat penting dan menjadi poin tersendiri yang dapat menentu-
kan keberhasilan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
di tingkat daerah. Sementara, aspek pengawasan dari lembaga
legislatif dan komponen masyarakat dapat menjadi pendorong
pelaksanaan dan pertanggungjawaban berbagai kebijakan dan
program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan.

Perbedaan program yang menjadi fokus penanggulangan
kemiskinan berpengaruh terhadap tata kelola penanggulangan
kemiskinan di tiap daerah. Penguatan ekonomi rakyat dengan
sasaran yang berbeda pada kelompok usaha rakyat melibatkan
berbagai unsur birokrasi yang memerlukan perencanan terpadu,
koordinasi dalam pelaksanan dan pengawasan yang intensif
untuk mencapai hasil yang optimal. Di kota Surakarta di mana
program penguatan ekonomi rakyat difokuskan ke aspek perda-
gangan dan jasa (unggulan ekonomi kota Surakarta), maka pada
tiap kelompok sasaran melibatkan berbagai unsur birokrasi seja-
lan dengan tupoksi masing-masing. Maka diperlukan koordinasi
antarbirokrasi agar tidak terjadi inefisiensi dan tumpang tindih
seperti yang biasa terjadi apabila ego sektoral tetap dipertahankan.
Penekanan program penanggulangan kemiskinan di kota Sura-
karta adalah penguatan ekonomi rakyat, khususnya bidang per-
dagangan danjasa yang cukup menonjol dalam kegiatan ekonomi
masyarakat. Misalnya program penguatan ekonomi rakyat tingkat
kelurahan bahkan RT/RW, yang memanfaatkan dana hibah cukai
rokok dan APBD, harus melibatkan berbagai unsur birokrasi se-
perti Disperindag, Techno Park (penguatan UMKM, pelatihan dan
pembelian alat), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Koperasi/
lembaga simpan pinjam tingkat RT.

Pembinaan sektor perdagangan kuliner yang terkait dengan
peningkatan wisata niaga Solo dikenal dengan program GALABO
(Gladag Langen Boga) dengan sasaran pedagang kuliner tingkat
menengah. Program ini dikelola oleh Disperindag (dana dari pu-
sat dan APBD) dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur bi-
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rokrasi lainnya dalam Pokja yaitu Dinas Perhubungan, Dinas
Kebersihan Kota dan SKPD terkait lainnya. Program Sunday Mar-
ket Nigarsopura dikelola oleh UMKM juga melibatkan Disperindag
untuk pembinaan, UMKM dan koperasi untuk membantu di
bidang permodalan, dengan sasaran ekonomi kerakyatan (kelom-
pok usaha mikro). Program relokasi PKL dari lokasi jalur hijau
ke lokasi lain yang disediakan Pemkot, memerlukan perencanaan
yang matang dan melibatkan berbagai SKPD dan unsur masya-
rakat lainnya, koordinasi antar pelaksana program (Deperindag
dan Disperindag, Dinas Pasar, Dishub dan Koperasi).

Dampak yang dapat dilihat adalah meningkatnya lapangan
kerja bagi masyarakat sekitar, konsumen yang makin meluas (se-
mua kalangan) dan transportasi yang semakin ramai. Dampak
penting lainnya adalah meningkatnya kelayakan pekerjaan PKL
dilihat dari sisi pendapatan, keamanan kerja, kelangsungan peker-
jaan, kesempatan kerja dan memformalkan status usaha (dari
kegiatan liar ke usaha resmi dengan SIUP). Paket relokasi PKL
secara massal memperoleh kritik dari LSM, karena berdampak
pada dihapusnya lokalisasi ‘Silir’ yang dianggap dapat menim-
bulkan masalah lain. Dalam paket program relokasi PKL, yang
dibutuhkan sektor informal adalah perlindungan, pengakuan dan
pelayanan, sehingga dengan upaya meningkatkan kelayakan pe-
kerjaan, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Namun demi-
kian upaya relokasi tidak semua berhasil karena antara lain faktor
keterbatasan lahan untuk lokasi baru dan proses perubahan men-
tal yang biasanya memerlukan waktu lama.

Program penguatan ekonomi rakyat di kota Tangerang lebih
bersifat makro terutama diarahkan ke pelatihan kelompok masya-
rakat miskin. Namun demikian akses dan fasilitas dari Pemkot
Tangerang kurang mendapat sambutan masyarakat karena ber-
bagai faktor antara lain kurang sosialisasi, materi pembelajaran
yang kurang sesuai dan keterbatasan dana untuk mencakup sa-
saran kantong-kantong kemiskinan yang luas. Dampaknya pro-
gram semacam ini cenderung bersifat proyek, ego sektoral ma-
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sing-masing dinas terkait masih kuat, sehingga hasilnya kurang
tepat sasaran dan tidak optimal.

Faktor 3: Ketersediaan data dan penyesuaian indikator
pengurangan kemiskinan

Ketersediaan data yang akurat tentang jumlah penduduk
miskin sangat penting untuk keberhasilan berbagai program
terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Validitas jumlah
penduduk miskin sangat diperlukan, karena banyak program/
kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik (seperti pendi-
dikan, kesehatan, permukiman dan pemberdayaan masyarakat)
memerlukan data yang akurat untuk sasaran program. Oleh
karena penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan pemenuh-
an hak-hak dasar, maka konsep dan indikator kemiskinan harus
jelas. Selama ini terdapat beberapa pendekatan yang dipakai
untuk mengetahui jumlah penduduk miskin antara lain BPS, Ke-
mendiknas, dan BKKBN yang menghasilkan angka penduduk
miskin yang berbeda, karena perbedaan konsep dan indikator
yang digunakan. Hal ini menyebabkan angka penduduk miskin
sering diperdebatkan sesuai dengan kepentingannya.

Program penanggulangan kemiskinan secara nasional meng-
acu pada data yang disediakan BPS yang menggunakan 14 indi-
kator untuk menetapkan sasaran program. Namun penggunaan
14 indikator kemiskinan versi BPS di beberapa daerah diperdebat-
kan, karena kurang mencerminkan kondisi sebenarnya penduduk
miskin, terutama untuk diterapkan di daerah perkotaan. Hal ini
ditemukan dalam kajian di kedua lokasi, terdapat beberapa indi-
kator dari 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan secara nasio-
nal (versi BPS) tidak aplikatif jika diterapkan pada masyarakat
miskin perkotaan. Oleh karena itu, dalam kerangka pengurangan
kemiskinan (dan sekaligus dalam upaya pencapaian pekerjaan
layak) perientuan indikator berdasarkan karakteristik lokal me-
rupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhati-
kan. Inisiatif ini telah dilakukan oleh Pemda Surakarta dengan
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mengembangkan 24 indikator kemiskinan lokal yang lebih
terukur sesuai dengan karakteristik masyarakat di kota Surakarta.
Sementara untuk kasus kota Tangerang, inisiatif tersebut masih
dalam tahapan proses validasi dan direncanakan baru selesai pa-
da akhir tahun 2011. Meskipun demikian kedua lokasi mengakui
pentingnya lembaga penyedia data yang mengelola dan mengem-
bangkan data kemiskinan sesuai dengan kondisi nyata masing-
masing daerah (Bappeda Kota Tangerang, 2009 dan Bappeda Kota
Surakarta, 2009). Bahkan kota Surakarta lebih maju dalam hal
modifikasi konsep dan indikator kemiskinan, karena selain sudah
mengembangkan indikator kemiskinan, juga sudah mengguna-
kannya sebagai acuan sasaran berbagai program terkait dengan
layanan publik (Bappeda Kota Surakarta, 2009)

Pengembangan indikator kemiskinan dari 14 menjadi 24
indikator di kota Surakarta, didasarkan pada kenyataan bahwa
dengan menggunakan 14 indikator BPS kurang menggambarkan
kondisi kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat kota Surakar-
ta. Beberapa kriteria yang digunakan BPS, terutama ‘pemilikan
perumahan’ tidak cocok untuk menggambarkan angka kemiskin-
an, sehingga apabila kriteria BPS yang digunakan, tingkat kemis-
kinan menjadi sangat rendah, dan hampir semua masyarakat kota
Surakarta kurang tepat mendapat bantuan langsung tunai (BLT).
Modifikasi dan tambahan menjadi 24 indikator disesuaikan de-
ngan kondisi lokal, sehingga data kemiskinan yang diperoleh di-
anggap lebih akurat, dan sasaran program lebih tepat. Hampir
semua program penanggulangan kemiskinan diarahkan ke sa-
saran kelompok miskin berdasarkan indikator kemiskinan lokal,
sehingga setiap program mempunyai target kelompok yang jelas.
Upaya modifikasi indikator kemiskinan ini sedang dalam proses
untuk diusulkan ke tingkat nasional agar menjadi pertimbangan
untuk alternatif pendekatan dalam menghitung angka kemiskinan
nasional.
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Sementara di kota Tangerang sasaran penduduk miskin ma-
sih menggunakan kriteria BPS (14 indikator), sehingga fokus sa-
saran tiap program berbeda sesuai dengan kepentingannya, dan
membutuhkan penyesuaian terus menerus karena kurang sesuai
dengan kondisi nyata masyarakat. Sudah waktunya BPS memper-
baharui kriteria kemiskinan dengan mengakomodir kriteria-
kriteria yang diusulkan daerah. Hal ini perlu agar pencapaian
hasil di tiap daerah dapat dimonitor dan dievaluasi dengan meng-
gunakan kriteria yang disepakati secara nasional.

Selain pentingnya ketersediaan indikator kemiskinan ber-
basis karakteristik lokal, ketersediaan data kemiskinan yang
akurat dan terpadu juga merupakan faktor yang sangat vital da-
lam menentukan efektifitas pengurangan kemiskinan dan penca-
paian pekerjaan layak di tingkat daerah. Inisiatif yang dilakukan
Pemkot Surakarta merupakan best practice yang perlu diikuti dae-
rah lainnya, karena keakuratan dan keterpaduan data telah dike-
lola dengan baik dan up to date. Sejak tahun 2008, di bawah koor-
dinasi Bappeda, penduduk miskin di kota Surakarta telah dapat
dipetakan hingga di tingkat rumah tangga (termasuk kejelasan
jumlah anggota rumah tangga, status dan alamat tempat tinggal).
Sementara pada kasus kota Tangerang, inisiatif tersebut ditindak-
lanjuti dengan pembentukan Badan Pengembangan Statistik Dae-
rah Kota Tangerang pada tahun 2010 yang salah satu tupoksinya
adalah mengkoordinasikan keakuratan dan keterpaduan data
kemiskinan di Kota Tangerang. Fungsi ini diperkuat dengan pem-
bentukan kelompok kerja pendataan dan sistem informasi sebagai
bagian dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan propinsi
dan kabupaten/kota, yang berfungsi : 1) Pengelolaan dan pe-
ngembangan data kemiskinan; 2) Pengembangan indikator ke-
miskinan daerah; 3)Pengembangan sistim informasi kemiskinan;
dan 4) Penyediaan data dan informasi sistim peringatan dini kon-
disi dan permasalahan kemiskinan (Bappeda Kota Tangerang,
2009:181-182.
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Faktor 4: Keterlibatan Seluruh Komponen Kepentingan dalam
Pemberdayaan Masyarakat

Sejak pelaksanaan desentralisasi tahun 1999, model pemba-
ngunan yang berorientasi dan menggunakan pendekatan yang
bertujuan memberdayakan masyarakat mulai marak diadopsi
oleh birokrasi di pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Kon-
disi ini cukup menggembirakan karena artinya masyarakat terli-
bat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan
program yang mewarnai kehidupan mereka, sehingga persepsi
lokal, pola, sikap dan nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat ikut
dipertimbangkan secara penuh. Dengan kata lain masyarakat
menjadi lebih mandiri. Kemandirian masyarakat tersebut kemudi-
an akan memperkuat posisi tawar masyarakat di hadapan negara
atau pemerintahnya. Sementara pemerintah akan semakin sensitif
terhadap tanggung jawab yang diemban terutama dalam mening-
katkan kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan kesempatan
kerja yang berkualitas dan pemenuhan berbagai kebutuhan men-
dasar (kesehatan dan pendidikan).

Lesson learned yang dapat diambil dari hasil studi di kota
Surakarta adalah pemberdayaan yang dilakukan memerlukan
proses cukup lama dan dibutuhkan adanya kekuatan dari semua
unsur (pemerintah dan masyarakat) untuk mau dan mampu ber-
ubah ke arah yang lebih baik. Kemauan yang kuat dan langkah-
langkah yang akan dilakukan dari pimpinan daerah ini perlu diso-
sialisasikan secara bertahap, dan pelaksanaannya perlu koordinasi
yang solid dari aparat birokrasi terkait dan yang terpenting men-
dapat dukungan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat me-
minimalisir gejolak yang mungkin terjadi. Dukungan dari LSM
(NGO) juga sangat berperan dalam membuka dan meningkatkan
kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya sebagai
warga masyarakat, sehingga kontrol terhadap proses pembangun-
an berjalan seimbang. Partisipasi dan aspirasi publik juga sangat
dihargai sehingga setiap kebijakan yang diambil didukung oleh
seluruh komponen masyarakat. Peran pimpinan (formal dan in-
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formal) dalam menggerakkan masyarakat untuk mau berubah
ke arah yang lebih baik sangat penting, dengan tetap menghormati
tradisi/budaya dan kebiasaan masyarakat setempat Sebagai con-
toh adalah kasus relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Taman
Kota Banjarsari yang memerlukan waktu cukup panjang untuk
sosialisasi dan negosiasi dan dinilai banyak pihak berhasil dalam
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
melalui usaha yang lebih layak, baik lokasi maupun finansialnya.
Sedangkan untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendi-
dikan melalui berbagai program seperti PKMS dan Solo Techno
Park di Surakarta dan pemberian Kartu Multiguna di Tangerang
yang meliputi jaminan kesehatan dan pemberian beasiswa bagi
kelompok miskin. Program-program ini sangat memanjakan ke-
lompok masyarakat miskin, sehingga mereka diharapkan dapat
tenang dan nyaman bekerja, karena mendapat akses dan fasilitas
yang memadai di bidang pendidikan dan kesehatan.

5.3. Strategi Pencapaian Pekerjaan Layak

Pembelajaran (lesson learned) dari studi yang dilakukan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari setiap pro-
gram pengurangan kemiskinan sangat ditentukan dari ada tidak-
nyakeberpihakan dan partisipasi terhadap kelompok miskin (pro
poor). Dalam konteks pengurangan kemiskinan, setidaknya ada
beberapa aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1) Sasaran
harus jelas yaitu tersedianya data tentang kelompok penduduk
miskin yang akurat dan sesuai dengan kondisi kemiskinan perko-
taan, sehingga dapat menjadi panduan semua pihak terkait dalam
kebijakan/ pelaksanaan program; 2) Memahami kondisi dan ka-
rakteristik kelompok-kelompok sasaran sehingga program dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, dengan membedakan ke-
lompok yang hanya perlu bantuan sosial (lansia dan keterbatasan
sosial) dan kelompok yang memerlukan bantuan usaha; 3) Ke-
mauan politik dan kemauan aksi para pengambil kebijakan untuk
menggerakkan semua aparat birokrasi di daerah otonom untuk
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mengaplikasikan kebijakan nasional menjadi kebijakan dan pro-
gram yang aplikatif sesuai dengan potensi daerah dan kondisi
sosial budaya masyarakat sasaran programy; 4) Memastikan bahwa
program berjalan dengan koordinasi dan pengawasan yang efek-
tif, sehingga tidak hanya untuk kepentingan proyek (project
oriented) dan berakhir tanpa mencapai sasaran optimal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pendalaman materi studi
yang dilakukan, berikut ini adalah beberapa catatan terkait de-
ngan starategi yang dapat ditempuh oleh semua pemangku ke-
pentingan terhadap pencapaian pekerjaan layak. Strategi yang
dibangun disinergikan melalui upaya pencapaian empat elemen
dasar pekerjaan layak dengan berbagai prioritas kebijakan dan
program pembangunan, khususnya yang terkait dengan penca-
paian pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan di sektor
informal perkotaan. Tabel 5.1 di bawah ini merangkum beberapa
usulan strategi yang dapat ditempuh dalam kerangka pencapaian
pekerjaan layak di ekonomi informal perkotaan dalam konteks
pengurangan kemiskinan.

Tabel.5.1.
Matrik Strategi Pencapaian Pekerjaan Layak Berdasarkan
Indikator Elemen Dasar dan Prioritas Kebijakan dan Program

Elemen Dasar | pjoritas Kebijakan .
Pepcapalan dan Program Sasaran Pencapaian
Pekerjaan Layak

Dimensi e Ekonomi e Peningkatan terhadap

Ketenagakerjaan kerakyatan yang kualitas pekerjaan yang
mengedepankan diciptakan (terutama
pendekatan perbaikan tingkat upah)
manusiawi e Meningkatnya kegiatan

e Penataan investasi yang

kegiatan seimbang antara sektor
ekonomi tradisional dan modern.
informal yang
lebih “layak”.
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Elemen Dasar
Pencapaian
Pekerjaan Layak

Prioritas Kebijakan
- dan Program

- Sasaran Pencapaian

¢ Keseimbangan
pendekatan
pendapatan dan
non pendapatan

e Peningkatan
pertumbuhan
ekonomi yang
Dpro-poor dan
menciptakan
kesempatan
kerja yang
berkualitas.

e Upah minimum
sektor informal-
formalisasi
sektor informal

e Upah layak
berdasarkan
KHL

Terciptanya
pertumbuhan ekonomi
yang menghasilkan
“kaya pekerjaan” yaitu
pertumbuhan ekonomi
yang menghasilkan
kesempatan kerja yang
lebih banyak dan
produktif (layak).
Memberikan perhatian
khusus kepada
“working poor” yang
tidak dapat
meningkatkan
penghasilan dan rentan
terhadap gejolak
ekonomi.

Perlindungan pada
kelompok ekonomi
lemah (informal)
terhadap persaingan
tidak sehat

Meningkatnya kegiatan
ekonomi informal yang
secara langsung dapat
menjadi jaring
pengaman sosial dan
kebutuhan lapangan
kerja yang terbatas

e Pengembangan
sumber daya
manusia (SDM)
dan penggunaan
teknologi

Pemerataan
kesempatan mengikuti
atau mendapatkan
pelatihan dan
keterampilan,
bimbingan usaha, dan
pemberdayaan ekonomi
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Elemen Dasar
Pencapaian
Pekerjaan Layak

Prioritas Kebijakan
dan Program

Sasaran Pencapaian

e Peningkatan
akes pelatihan
dan bantuan
kridit
permodalan bagi
kelompok
masyarakat
miskin atau
marginal.

e Peningkatan
peran
kelembagaan
lokal/tradisonal
di tingkat
masyarakat

Peningkatan akses
pendidikan dan
pelatihan serta
pelayanan kesehatan
yang bermutu dan
terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat

Pemanfaatan teknologi
dan pengetahuan
(terutama teknolgi
informasi dan
komunikasi)

Optimalisasi peluang
ekonomi melalui
penguatan
kelembagaan
lokal/masyarakat yang
dapat bekerja sama
dengan pihak swasta
dan pemerintah

e Peningkatan
kewirausahaan
(khususnya di
sektor informal)
dan lingkungan
kondusif untuk
pengembangan
usaha ekonomi.

Pemerataan terhadap
akses tempat usaha,
kelembagaan keuangan
(permodalan), dan
pemasaran

Peraturan di tingkat
daerah yang menjamin
perlindungan hukum
dan pengakuan atas hak
individu.
Perlindungan dan
dukungan terhadap
pengembangan usaha
mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
dan koperasi.
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- Elemen Dasar

Pfioritas,Kebi_iakan

Pencapaian dan Program Sasaran Pencapaian
Pekerjaan Layak ~
Meningkatnya
ketenangan dalam
berusaha
e Peningkatan Terberdayakannya
kapasitas sektor unggulan lokal
berbasis yang banyak menyerap
kemampuan tenaga kerja
daerah dan Termanfaatkannya
keunggulan sumber daya lokal
kompetitif lokal secara optimal
dalam konteks .
global Menmgl.cz}tnya
kemandirian dan
partisipasi masyarakat
lokal
Pemenuhan e Peningkatan Peningkatan akses yang
standard an hak- kesetaraan dan sama antara laki-laki
hak di tempat perlakuan adil dan perempuan dalam
kerja o Terlaksananya memperoleh pekerjaan
Penegakan dan pengembangan
hukum yang adil potensi diri dan profesi
o Peningkatan * Berkurangnya
kualitas dan kesenjangan jender
kompetensi dalam hal penerimaan
tenaga upah, jam kerja dan
pengawas jenis pekerjaan
ketenagakerjaan Berkurangnya tindakan
e Peningaktan kekerasan terhadap
peran civil perempuan
society dalam Penegakan hukum
pengawasan terhadap perilaku
pelaksanaan pelanggaran
program Meningkatnya peran
ketenag*{keﬂ an petugas pengawas
dan kemiskinan ketenagakerjaan
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Elernen D.a sat Prioritas Kebijakan .
Per}capalan dan Program Sasaran Pencapaian
Pekerjaan Layak
Meningkatnya
tanggung jawab
masyarakat terhadap
jalannya pengawasan
dan proses
pembangunan
e Penghapusan e Berkurangnya jumlah
terhadap pekerja anak yang terlibat aktif
paksa dan dalam pekerjaan
pekerja anak e Meningkatnya
Sekolah bagi partisipasi anak di
kelompok bidang pendidikan
rent.an/miskin/m e Penindakan hukum
arginal yang tegas terhadap
pengambil manfaat dari
perbudakan modern
dan perdangan mausia
Pemenuhan Ratifikasi berbagai
standard an hak- konvensi internasional
hak pekerja yang mengakui prinsip

sesuai dengan
nilai dan prinsip
fundamental
serta penerapan
standar
ketenagakerjaan
internasional

dan hak fundamental
setiap pekerja
Pengawasan terhadap
pelaksanaan ratifikasi
konvensi internasional

Pengakuan secara
efektif atas hak-hak
pekerja dalam hukum
perburuhan dan
berbagai peraturan
terkait ketenagakerjaan

160




Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

_ ElemenDasar |

it | Prioritas Kebijakan | . . o
- Pel}capaxan L e Pr()giéfn' -] Sasaran Pkenkcapalan :
Pekerjaan Layak | o ‘ :
Jaminan ePeningkatan Meningkatnya cakupan
Perlindungan cakupan jaminan pekerja yang dilindungi
sosial sosial oleh sistem jaminan
sosial, baik yang
. dikelola oleh
ePeningkatan o
L pemberikerja
jaminan
keselamatan dan (pengusaha) maupun
kesehatan di negara
tempat kerja Terlaksananya amanat
konstitusi yang telah
diatur dalam UU No.40
tahun 2004 tentang
SISN
Teraksesnya layanan
kesehatan yang
bermutu dan terjangkau
oleh seluruh lapisan
masyarakat
Lingkungan kerja yang
minim resiko
berbahaya
Pelaksanaan UU BPJS
yang tepat waktu
Dialog sosial o Ekonomi Peningkatan tingkat
kerakyatan yang partisipasi pekerja
mengedepankan dalam organisasi atau
pendektan perkumpulan profesi

manusiawi- dan
dialog antar
pihak yang
berkepentingan
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 Elemen Dasar
Pencapaian
Pekerjaan Layak

| Prioritas Kebijakan
. danProgram

- Sasaran Pencapaian

e Peningkatan
partisipasi
seluruh
pemangku
kepentingan

e Pengembangan
kemitraan usaha

¢ Hubungan kerja
yang harmonis

Terbangunnya saluran
aspirasi bagi seluruh
pemangku kepentingan
untuk mengusulkan
maupuan mengawasi
jalannya suatu
kebijakan atau program

Terjalinnya hubungan
yang saling
menguntungkan antara
usaha tradisional dan
modern

Meningkatnya jumlah
modal usaha tradisional
seiring dengan
peningkatan usaha dan
kerjasama dengan
usaha modern

Berkurangnya kasus-
kasus perselisihan
perburuhan

Berkurangnya aksi-aksi
demonstasi yang
anarkis

Adanya saluran
penyampaian aspirasi
yang mengedepankan
saling pengertian
Diakuinya kelompok
minoritas dan
terpinggirkan sebagai
kekuatan bersama
dalam proses
pembangunan

162



Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

5.4. Penutup

Pencapaian pekerjaan layak merupakan hal yang sangat pen-
ting bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping meningkatkan
pendapatan, pencapaian pekerjaan layak juga dapat mendukung
peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Pen-
capaian pekerjaan layak juga berperan dalam menjaga martabat
pribadi, stabilitas ekonomi di tingkat keluarga, dan bentuk demo-
krasi yang menjadi hak setiap individu dalam masyarakat. Di
samping itu, pencapaian pekerjaan yang layak sangat diperlukan
untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai sarana untuk menca-
pai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Upaya pencapaian pekerjaan layak untuk semua orang (de-
cent work for all) tidak akan berhasil tanpa menyentuh perekono-
mian sektor informal. Hal ini karena yang menjadi target dari
pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok masyarakat miskin
dan rentan yang sebagian besar adalah para pelaku kegiatan
perekonomian sektor informal. Oleh karena itu diperlukan stra-
tegi yang komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai
kebijakan dan program yang melibatkan seluruh pemangku ke-
pentingan, guna mengurangi aspek keterbatasan dan kelemahan
sektor informal. Upaya yang harus terus dilakukan adalah mem-
pertahankan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas, pe-
ningkatan potensi ekonomi informal, peningkatan perlindungan,
hingga meningkatkan keterlibatan para pekerja dan unit-unti eko-
nomi sektor informal dalam setiap penentuan kebijakan dan pro-
gram pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil kajian ini di kota Solo dan Tangerang terkait dengan
kelayakan pekerjaan ekonomi informal semakin menegaskan bah-
wa penerapan indikator decent work ILO perlu lebih hati-hati ka-
rena tidak semua indikatornya cocok untuk pekerjaan di lokasi
penelitian. Sebaliknya, terbuka lebar kemungkinan adanya indi-
kator baru yang dapat memperkaya konsep, terutama di ekonomi
informal dan di tingkat mikro (individu/rumah tangga) yang rela-
tif lebih bervariasi. Dari hasil studi ini ditemukan bahwa indikator
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yang bersifat pendapatan memiliki tingkat signifikansi yang sa-
ngat kuat terhadap pencapaian pekerjaan layak. Semakin tinggi
kemungkinan adanya peningkatan pendapatan berbanding lurus
dengan capaian pekerjaan layak. Sementara dari hasil kajian kuali-
tatif terhadap pendekatan non pendapatan, seperti peremajaan
pasar tradisional, jaminan kepastian hukum usaha, pelatihan dan
pemberian modal usaha kepada pelaku ekonomi informal, dite-
ngarai sangat berdampak positif terhadap pencapaian pekerjaan
layak di lokasi penelitian. Oleh karena itu, ekonomi informal perlu
mendapat perhatian lebih besar karena berperan penting dalam
penyerapan angkatan kerja, terutama dalam hal kepastian kelang-
sungan usaha, dukungan sarana usaha (peremajaan pasar tradi-
sional) dan peningkatan akses bantuan modal pinjaman dari ber-
bagai sumber. Selain itu, perlu peningkatan pendidikan/keteram-
pilan untuk kelompok ekonomi informal, terutama kelompok
masyarakarat miskin dan pemuda agar mereka mampu mengha-
dapi persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan
yang lebih produktif dan lebih aman

Dalam konteks persaingan global, perlindungan (proteksi)
dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi tra-
disional (informal) sangat diperlukan terutama melalui kebijakan
investasi yang seimbang antara pengembangan ekonomi tradi-
sional dan modern. Oleh karena itu, melepas ekonomi tradisional
(yang dicirikan dengan berbagai keterbatasan) untuk bersaing de-
ngan ekonomi modern (yang memiliki berbagai kekuatan) secara
bebas dalam persaingan global, merupakan sebuah kekeliruan
besar.
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